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Pada usia emas ASEAN semakin
penting untuk menekankan bahwa
Masyarakat ASEAN sungguh
dirasakan manfaatnya oleh

bangsa Indonesia.

Pada kesempatan ini, perkenankan saya
mengucapkan rasa syukur atas selesainya
penyusunan buku ASEAN Selayang Pandang
Edisi ke-22 Tahun 2017. Buku ini merupakan
revisi dari edisi sebelumnya yang memuat

perkembangan kerjasama ASEAN saat ini.

Pembentukan ASEAN yang ditandai melalui
penandatanganan Deklarasi Bangkok pada
tanggal 8 Agustus 1967, didasarkan atas adanya
kepentingan bersama secara timbal balik di
antara negara-negara Asia Tenggara, dan atas
keyakinan tentang perlunya memperkokoh
solidaritas dan kerjasama regional dalam
upaya mewujudkan stabilitas di kawasan Asia

Tenggara.

Peran sentral ASEAN dalam arsitektur
keamanan regional berkontribusi penting
terhadap terciptanya perdamaian dan
stabilitas keamanan di kawasan. Bagi ASEAN,
pemeliharaan perdamaian dan keamanan

di kawasan merupakan prioritas yang

harus senantiasa diperjuangkan karena hal

itu merupakan prasyarat bagi kelanjutan

pembangunan ekonomi dan kemakmuran

kawasan.

Menginjak usia 50 tahun sejak didirikannya,
kerjasama ASEAN bergerak semakin maju
menuju tahapan penting, yaitu implementasi
Masyarakat ASEAN. Pembentukan Masyarakat
ASEAN merupakan proses transformasi
menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang
tidak hanya mempertahankan stabilitas
keamanan kawasan dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat, tetapi sekaligus
mendorong terciptanya masyarakat yang
berpandangan maju, hidup dalam lingkungan
yang damai, stabil, sejahtera, demokratis
serta saling peduli dan melindungi hak hasasi
dan keadilan sosial. Masyarakat ASEAN juga
dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan
regional akibat dinamika internal maupun

eksternal.

Guna menjabarkan arah strategis ASEAN dalam
satu dekade mendatang (2016-2023), pada

KTT ASEAN ke-27, para Pemimpin ASEAN
menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur

mengenai “ASEAN 2025: Melangkah Maju
Bersama”. Deklarasi tersebut mengesahkan
Visi Masyarakat ASEAN 2025 dan Cetak Biru
ketiga Pilar Masyarakat ASEAN 2025 untuk
menggantikan Peta Jalan Menuju Masyarakat
ASEAN (2009-2015) yang telah berakhir pada
31 Desember 2015. Sejumlah elemen baru
ditambahkan guna memastikan Masyarakat
ASEAN 2025 tetap relevan dalam menghadapi

tantangan zaman.

Pada usia emas ASEAN, semakin penting
untuk menekankan bahwa Masyarakat ASEAN
sungguh dirasakan manfaatnya oleh bangsa
Indonesia. Untuk itu diperlukan dukungan

dan partisipasi bersama di antara semua
pemangku kepentingan dan masyarakat
Indonesia agar ASEAN tidak bersifat eksklusif
dan elitis, melainkan dapat menjadi organisasi
yang bertumpu serta menjadi milik seluruh
masyarakat (people-centered and people-

oriented organization).

Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut,
diperlukan pemahaman dan rasa kepemilikan
bersama di antara semua pemangku
kepentingan dan masyarakat Indonesia
mengenai arti penting dan manfaat Masyarakat
ASEAN. Ditjen Kerja Sama ASEAN sebagai
koordinator Setnas ASEAN-Indonesia dan

lembaga terdepan dalam pelaksanaan kerja

sama ASEAN bertugas melakukan berbagai
upaya dalam meningkatkan pemahaman
tentang perkembangan kerja sama ASEAN
kepada masyarakat di seluruh wilayah

Indonesia.

Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui
penerbitan Buku ASEAN Selayang Pandang
Edisi ke-22. Buku ini telah dimutakhirkan
sesuai dengan perkembangan ASEAN terkini,
sehingga diharapkan dapat memberikan
gambaran dan pemahaman yang menyeluruh
tentang ASEAN. Diharapkan pula, informasi
dalam buku ini dapat menggugah rasa memiliki
terhadap ASEAN. Kepedulian dan keterlibatan
masyarakat secara optimal dalam ASEAN
merupakan kunci utama keberhasilan kerja
sama ASEAN dan terwujudnya Masyarakat
ASEAN yang damai dan sejahtera.

Jakarta, Oktober 2017
)

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN
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SEKILAS ASEAN

1.

Latar Belakang
Pembentukan ASEAN

ASEAN (Association of Southeast Asian
Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara) adalah organisasi kawasan yang
mewadahi kerja sama 10 (sepuluh) negara

di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8
Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima
negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia,
Filipina, Singapura, dan Thailand melalui
penandatanganan “Deklarasi Bangkok™.

Pembentukan ASEAN dilatarbelakangi
keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk
menciptakan kawasan Asia Tenggara yang
damai, aman, stabil dan sejahtera. Hal tersebut
mengemuka karena situasi di kawasan pada
era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan
konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi
antar kekuatan militer negara-negara besar
dan konflik antar negara di kawasan yang
apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas
kawasan sehingga mempersulit pelaksanaan
pembangunan.

Lima orang wakil Negara/Pemerintahan negara-
negara di Asia Tenggara yang menandatangani
Deklarasi Bangkok pada tahun 1967, yaitu:
Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso R.
Ramos), Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam
Malik), Menteri Luar Negeri Thailand (Thanat
Khoman), Menteri Pertahanan dan Menteri
Pembangunan Nasional Malaysia (Tun Abdul
Razak) (Malaysia), dan Menteri Luar Negeri
Singapura (S. Rajaratnam).

Pada perkembangannya, lima negara di
kawasan Asia Tenggara selanjutnya menyusul
bergabung dalam ASEAN, yakni Brunei
Darussalam (8 Januari 1984); Vietnam (28 Juli
1995); Laos dan Myanmar (23 Juli 1997); serta
Kamboja (30 April 1999).

2.
Transformasi Menuju
Masyarakat ASEAN

Kerja sama ASEAN telah mengalami
perkembangan dari masa ke masa sesuai
dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk
menjalin persahabatan dan kerja sama dalam
menciptakan wilayah yang aman, damai dan
sejahtera.

Masyarakat ASEAN diberlakukan secara

resmi pada 31 Desember 2015. Tujuan
pembentukan Masyarakat ASEAN tidak

hanya mempertahankan stabilitas keamanan
kawasan dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat, tetapi sekaligus mendorong terciptanya
masyarakat yang berpandangan maju, hidup
dalam lingkungan yang damai, stabil, sejahtera,
demokratis serta saling peduli dan melindungi
hak asasi dan keadilan sosial. Masyarakat
ASEAN juga dimaksudkan untuk meningkatkan
ketahanan regional akibat dinamika internal
maupun eksternal.

Lima wakil Negara/Pemerintahan negara-negara di Asia
Tenggara yang menandatangani Deklarasi Bangkok, yaitu:
Narciso Ramos (Filipina), Adam Malik (Indonesia), Thanat
Khoman (Thailand), Tun Abdul Razak (Malaysia), dan S.
Rajaratnam (Singapura). Foto: Arsip Nasional RI

Pembentukan Masyarakat ASEAN merupakan
suatu proses yang berkelanjutan guna
mewujudkan tujuan-tujuan ASEAN dan
menjadikan organisasi ini tetap relevan bagi
negara anggota dan kawasan, khususnya
menjadikan ASEAN tetap berorientasi dan
berpusat kepada kepentingan rakyat (people-
centered and people-oriented).

“Pembentukan Masyarakat ASEAN bertujuan
menjadikan ASEAN tetap berorientasi dan berpusat

pada kepentingan rakyat.”
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ASEAN 2025: Forging Ahead Together ini
merefleksikan langkah-langkah strategis implementasi
Masyarakat ASEAN dalam sepuluh tahun ke depan.

Demi melanjutkan upaya integrasi ASEAN
pasca-2015, pada KTT ke-27 ASEAN di
Kuala Lumpur, Malaysia, pada 22 November
2015, para pemimpin ASEAN sepakat untuk
mengesahkan 2 kesepakatan utama, yaitu:

a. Kuala Lumpur Declaration on the
Establishment of the ASEAN Community
yang secara resmi mencanangkan
pembentukan Masyarakat ASEAN; dan

b. ASEAN2025: Forging Ahead Together
yang memuat peta jalan ASEAN untuk satu

dasawarsa ke depan.

ASEAN 2025: Forging Ahead Together
merupakan dokumen pengganti Peta Jalan
Pembentukan Masyarakat ASEAN 2009-

2015 atau yang dikenal sebagai Cetak Biru
Masyarakat ASEAN 2015.

ASEAN 2025: Forging Ahead Together terdiri

dari 5 dokumen, yaitu:

Kuala Lumpur Declaration on ASEAN
2025: Forging Ahead Together

Visi Masyarakat ASEAN 2025

Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan
ASEAN 2025

Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN
2025

Cetak Biru Masyarakat Sosial-Budaya
ASEAN 2025

Dokumen ini merefleksikan langkah-langkah
strategis implementasi Masyarakat ASEAN
dalam sepuluh tahun ke depan. Sejumlah
elemen baru ditambahkan guna memastikan
ASEAN 2025 tetap relevan dalam menghadapi
tantangan zaman.

Berikut adalah urutan peristiwa-peristiwa
penting di ASEAN sejak penandatanganan
Deklarasi Bangkok hingga pemberlakuan
Masyarakat ASEAN:
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J.
Struktur Organisagi ASEAN
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Keterangan:

a. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN (ASEAN Summit)
adalah pertemuan tingkat tinggi para kepala negara/pemerintahan
negara anggota.

b. Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council)
adalah pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN

yang bertindak sebagai koordinator Dewan Masyarakat ASEAN.

c. Dewan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community Council) adalah
pertemuan para Menteri yang membidangi tiga pilar Masyarakat

——» SEKRETARIAT ASEAN

ASEAN, yaitu Pilar Politik-Keamanan, Pilar Ekonomi, dan Pilar
Sosial-Budaya.

d. Pertemuan Badan-Badan Sektoral Tingkat Menteri (ASEAN
Sectoral Ministerial Bodies) adalah pertemuan para menteri yang
membidangi setiap sektor kerja sama ASEAN.

e. Pertemuan tingkat Pejabat Tinggi ASEAN (ASEAN Senior
Officials’ Meeting) adalah pertemuan para pejabat tinggi di bawah
tingkat menteri negara anggota ASEAN yang membidangi setiap
sektor kerja sama ASEAN.

f. Sekretariat ASEAN adalah organ ASEAN yang berfungsi
meningkatkan koordinasi antar badan ASEAN dan implementasi
berbagai kegiatan dan proyek dalam kerangka kerja sama ASEAN.
Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

g. Komite Wakil Tetap ASEAN adalah forum para Duta Besar/Wakil

Tetap negara anggota ASEAN yang diakreditasikan ke ASEAN dan
berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

h. Sekretariat Nasional adalah pumpunan kegiatan (focal

point) tingkat nasional setiap negara ASEAN yang memiliki tugas
menyimpan informasi mengenai urusan ASEAN, mengoordinasikan
pelaksanaan keputusan ASEAN, serta memajukan identitas dan

kesadaran ASEAN.

i. Komisi Antarpemerintah untuk HAM ASEAN (ASEAN
Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR) adalah
Badan HAM ASEAN yang bertugas memajukan dan melindungi
HAM seluruh masyarakat di ASEAN.



4.

Sekretariat Nasional
ASEAN -Indonesia

Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia (Setnas
ASEAN-Indonesia) dibentuk berdasarkan
amanat Piagam ASEAN. Pasal 13 Piagam
ASEAN menugaskan setiap negara membentuk
Sekretariat Nasional ASEAN yang berfungsi
sebagai koordinator di tingkat nasional untuk
efektivitas implementasi maupun peningkatan
pemahaman masyarakat Indonesia mengenai

ASEAN.

Sekretariat Nasional ASEAN —Indonesia
dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.
23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan
Sekretariat Nasional The Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN)-Indonesia.
Berdasarkan Keppres tersebut, Setnas ASEAN-
Indonesia memiliki tugas dan fungsi sebagai
berikut:

a. sebagai pumpunan kegiatan pada tingkat
nasional;

b. menyimpan informasi mengenai semua
urusan ASEAN pada tingkat nasional;

c. mengoordinasikan pelaksanaan keputusan-
keputusan ASEAN pada tingkat nasional;

d. mengoordinasikan dan mendukung
persiapan-persiapan nasional untuk
pertemuan-pertemuan ASEAN;

e. memajukan identitas dan kesadaran
ASEAN pada tingkat nasional;

f.  berkontribusi pada pembentukan
Masyarakat ASEAN
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D.
Pusat Studi ASEAN

Ditjen Kerja Sama ASEAN bekerja sama
dengan sejumlah Perguruan Tinggi yang
berada di berbagai provinsi di Indonesia telah
menandatangani Nota Kesepahaman (MoU)
tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan,
Penelitian/Pengkajian Ilmiah, dan Pengabdian
kepada Masyarakat.

Salah satu ruang lingkup kerja sama
sebagaimana dituangkan pada Nota
Kesepahaman tersebut adalah pembentukan
Pusat Studi ASEAN (PSA) sebagai lembaga yang
melakukan riset, konsultasi, dan komunikasi
untuk mempromosikan kerja sama ASEAN
kepada para pemangku kepentingan secara

luas.

Kegiatan bersama yang telah dilaksanakan oleh
Ditjen Kerja Sama ASEAN dan PSA tersebut
antara lain: kuliah umum, seminar, pameran
foto, simulasi sidang, lomba debat, dan lomba
public speaking mengenai ASEAN.

PSA sebagai mitra Ditjen Kerja Sama ASEAN
memiliki keunggulan dalam memberikan

sudut pandang akademis guna mendukung
proses perumusan kebijakan dan implementasi
Masyarakat ASEAN sesuai karakteristik masing-
masing daerah. Oleh karena itu, PSA berperan
penting dalam memberikan masukan melalui
kajian akademis mengenai kerja sama ASEAN
pada pilar Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan
Sosial Budaya.

Berikut adalah daftar PSA yang telah terbentuk hingga Soeptember 2017

(Berdasarkan urutan alfabek)
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MEMBANGUN
MASYARAKAT ASEAN




1. MASYARAKAT POLITIK

KEAMANAN ASEAN

-

i | :
Stabilitas dan Keamai ’a\\'zzs%n Pﬁ’hing: KTT 28-29°ASEAN, Laos

Indonesia memprakarsai salah satu pilar
masyarakat ASEAN, yaitu pilar Masyarakat
Politik Keamanan ASEAN (ASEAN Political-
Security Community/APSC). Karakteristik
APSC adalah memiliki kesamaan nilai dan
norma; kohesif, damai dan berdaya tahan
tinggi; serta dinamis dan berpandangan keluar.
Cetak Biru APSC 2009-2015 berhasil mencapai
tujuan pemeliharaan perdamaian dan stabilitas
kawasan. Cetak Biru ini juga mengadopsi
pendekatan menyeluruh terhadap keamanan
dan pendekatan outward looking dalam
hubungan eksternal ASEAN.

Cetak Biru APSC 2025 ditujukan untuk
meneruskan pembangunan di atas capaian-
capaian yang telah ada guna meningkatkan kerja

sama politik dan keamanan ASEAN ke tingkat
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yang lebih tinggi. Dalam APSC, akan terdapat
masyarakat yang berdasarkan hukum dan
bersifat inklusif dimana setiap orang menikmati
hak asasinya, kebebasan dasar dan keadilan
sosial, hidup dalam lingkungan yang aman dan
memiliki kapasitas lebih untuk menanggapi

secara efektif munculnya tantangan-tantangan

baru dalam sebuah wilayah yang dinamis. Cetak

Biru APSC mempromosikan ASEAN yang
berorientasi pada masyakarat dan berpusat
pada masyarakat (people-oriented, people-
centered) di semua sektor kemasyarakatan,
terlepas dari gender, ras, agama, bahasa, atau
latar belakang sosial budaya, didorong untuk
berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari
proses integrasi dan pembangunan komunitas
ASEAN.

Karakteristik Pilar Masyarakat Politik
Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security
Community/APSC) 2009 —2015:

Masyarakat yang berdasarkan hukum yang
berbagi nilai dan norma

Kawasan yang kohesif, damai, stabil dan
berdaya tahan dengan berbagi tanggung
jawab keamanan secara komprehensif
Kawasan yang dinamis dan outward-looking

dalam dunia yang semakin menyatu dan

interdependen.

Karakteristik Cetak Biru APSC 2025:

Masyarakat yang berdasar hukum, people-
oriented, people centered yang diikat oleh
prinsip-prinsip dasar, nilai dan norma yang
sama. Masyarakat akan menikmati hak
asasi, kebebasan dasar dan keadilan sosial,
meyakini nilai-nilai toleransi dan moderasi.
Masyarakat yang berdaya tahan tinggi
dalam kawasan yang damai, aman dan
stabil, memiliki kapasitas lebih untuk
menanggapi secara efektif munculnya
tantangan-tantangan baru dalam sebuah
wilayah yang dinamis.

Masyarakat yang outward-looking yang
memiliki kerja sama yang dalam dengan
pihak-pihak luar, mempertahankan dan
memperkuat sentralitas ASEAN dalam
arsitektur regional yang berubah.
Masyarakat dengan kapasitas institusional
yang diperkuat melalui proses dan
koordinasi kerja ASEAN, meningkatkan
efektivitas dan efisiensi kerja organ dan
lembaga ASEAN , termasuk ASEAN
Secretariat, dan meningkatkan kehadiran
ASEAN sebagai lembaga pada level

nasional, regional dan internasional.

"Cetak Biru APSC 2025 ditujukan untuk
meneruskan capaian-capaian yang telah
ada guna meningkatkan kerja sama

L politik dan keamanan ASEAN ke tingkat

yang lebih tinggi."
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ISU-ISU POLITIK
KEAMANAN ASEAN

Isu-isu strategis dan kerja sama politik-keamanan pada tahun 2016 yang dipandang strategis oleh

Indonesia dapat dikelompokkan menjadi isu keamanan kawasan, pemberantasan kejahatan lintas

negara, keamanan maritim, serta hukum dan hak asasi manusia.

ko camanan
hoawasan

Peenmelmi IEganmnmn
Protokal SEANWEFY, dan
Mk |

N Dvnni Chiien Selmnn
(L%

Pemmbuammannn mrse K

[N TATTSeTH

JEI"‘-‘III .|'\'|i 1 I.III "I I.'I!III_iI'JI Ha

Kanflik

J\I 'I'|-'IIJ:I (1] ] I I'I' r I:III Rl

dain Sahillicas Kawasan

19

Pemberaniasan
Kejahatan Linias
MNegarn

-I J-I IJ:IL E';.I.-I!l:l

Perdmgnaignn (Deang

(TP}

I .I nan Iu}'_lll.'ll.lh'_,'ll 1

Leroris e

Fembiermmnsnn nmrkabin
ilan olns-ahman
|I'J|.'II':IJI:{

Huk v dan HAM

Koeamanan
Maritim

8 ASEAN
® IFLEAL e """II;"" V. Iates B rEnenl il
I::I IR s ] 10 I IIiI:I.II:

& IFLAPRL IR s eirr .

Higghi= ( AHCHE)

w frensmatiwel e, & Dircamikan 72 Oktaber
SN, ol Ol Hien
Hiei, Thimilsmil.

& Mnianitering
Nasisinnee and [ Faaser
Helir :,IIIH.U]“I s AICHERE [T TR Rt ST
ilan Srarch and Reoaciee limmi lnigm TELEEY 1

[SAMR) birs it inemyelmmils g

b= LECILTURA Ty B L Tl E L
® FNAFE PR .
: e e L o i
AR AT MR,

I Her I.illl II IIJJ_':HI: I I '.I l'|1 1 II.
& IFLIFAR® FUSOLrees, ASEAN

& JFUTFRLI I Si e iy,

& iih'lf;rrr'lrl'\-l' bLnilding
IFHFARIFNe R (AP Ar Ry

1|I]j.lr-'h|ll.'lr 3
& IWEFTIRs i.ll.'lllljlrlL-'.

® IFLaPRrFie lormiain

B o

A. Keamanan Kawasan

Empat hal menonjol dalam masalah keamanan
kawasan adalah penandatanganan Protokol
South East Asia Nuclear Weapon-Free Zone
(SEANWEFZ) oleh Nuclear Weapon States
(NWS) dan aksesi Treaty of Amity and
Cooperation (TAC), isu Laut China Selatan
(LCS), pembangunan arsitektur kawasan,
resolusi dan manajemen konflik serta
pertahanan dan stabilitas kawasan.

I. SOUTH EAST ASIA NUCLEAR
WEAPON-FREE ZONE (SEANWFZ)

SEANWFZ merupakan sebuah traktat yang
bertujuan untuk mewujudkan kawasan

Asia Tenggara yang bebas dari nuklir, yang
ditandatangani saat KTT ASEAN di Bangkok
pada tahun 1995. Sebagai langkah selanjutnya
untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai
kawasan bebas senjata nuklir dan segala jenis
senjata pemusnah masal lainnya, ASEAN
menyusun Protokol Traktat SEANWEFZ.Untuk
mendorong penyelesaian isu ratifikasi Protokol
Traktat SEANWFZ, Indonesia senantiasa
mengusulkan hal-hal sebagai berikut:

1. penandatangan dan ratifikasi bertahap
dimulai dari negara yang tidak akan
melakukan reservasi, dan/atau yang
reservasinya dapat diterima seluruh Negara
Anggota ASEAN, dan

2. meminta Negara Anggota ASEAN yang
memiliki keberatan terhadap reservasi
Nuclear Weapon State (NWS) untuk secara
langsung bernegosiasi dengan negara NWS
terkait.

Il. TREATY OF AMITY AND
COOPERATION (TAC)

TAC merupakan sebuah traktat yang bertujuan
untuk menciptakan stabilitas politik dan
keamanan di kawasan Asia Tenggara.TAC
menjadi prinsip dalam pengaturan penyelesaian
konflik diantara negara-negara pihak secara
damai. TAC ditandatangani oleh lima kepala
negara pendiri ASEAN pada tahun 1976. Pada
tahun 1987 TAC diamandemen untuk membuka
aksesi bagi negara-negara di kawasan lain.
Hingga September 2016, telah terdapat 35 High
Contracting Parties (HCP) atau negara yang
melakukan aksesi terhadap TAC.

I1l. LAUT CHINA SELATAN (LCS)

Laut China Selatan merupakan wilayah strategis
yang berbatasan dengan Brunei Darussalam,
Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura,
Vietnam dan RRT. Potensi konflik di wilayah

ini cukup tinggi karena adanya klaim yurisdiksi
yang tumpang tindih di antara beberapa negara
pengklaim yaitu Brunei Darussalam, Filipina,
Malaysia, Singapura, Vietnam dan RRT.

Untuk menjaga perdamaian dan stabilitas

di Laut China Selatan, para Menlu ASEAN
mengeluarkan ASEAN Declaration on the
South China Sea pada tahun 1992. Kemudian
pada tahun 2002, ASEAN bersama RRT
mengeluarkan Declaration on Conduct of the
Parties in the South China Sea (DOC). DOC
menjadi pedoman bertindak bagi negara-negara
ASEAN dan RRT dalam menjaga perdamaian
dan stabilitas di wilayah yang menjadi sengketa
dengan semangat kerja sama dan saling
percaya.
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Pada tahun 2013, Indonesia mengajukan
formula 3+1 yang merupakan tujuan dari Code
of Conduct (COC) yaitu

1. meningkatkan trust dan confidence
building,

2. mencegah insiden,

mengatasi insiden sekiranya terjadi, serta

4. menciptakan suasana kondusif di lapangan
demi penyelesaian COC.

w

Indonesia terus mendorong optimalisasi forum
ASEAN-China Senior Officials Meeting (SOM)
on DOC dan ASEAN-China Joint Working
Group (JWG) on DOC untuk memajukan
implementasi DOC secara penuh dan efektif.
dan dalam konsultasi COC.

ASEAN dan RRT berhasil menyepakati
kerangka COC di Laut China Selatan pada
pertemuan ke-14 SOM on DOC di Guiyang,
RRT, 18 Mei 2017. Atas dorongan Indonesia dan
berdasarkan draft yang disiapkan Indonesia,
pembahasan substantif yang menghasilkan
draft pertama COC Framework dilakukan
pada Pertemuan ASEAN-China JWG on DOC
di Bali, pada akhir Februari 2017 yang diikuti
pertemuan JWG on DOC di Siem Reap,
Kamboja, akhir Maret 2017.

IV. PEMBANGUNAN ARSITEKTUR
KAWASAN

ASEAN memegang peran penting dalam
pembangunan kelembagaan di tingkat
kawasan. Negara-negara anggota ASEAN

dan di luar ASEAN mulai mengakui bahwa
ASEAN membantu penciptaan kelembagaan
dan proses yang memberikan ruang bagi
negara-negara anggotanya dan negara-negara
di kawasan untuk menangani masalah secara
damai. Dengan pengakuan ini, ASEAN telah
mengukuhkan diri sebagai “inti pemersatu
kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik”. Peran
ASEAN dalam mencapai stabilitas di kawasan
tanpa perlu menjadi hegemon juga memberikan
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jaminan bagi negara-negara anggota ASEAN
serta mitranya di kawasan bahwa ASEAN
memiliki karakteristik yang tenang dan ramah
(benign) serta berkomitmen terhadap prinsip
tidak ikut campur tangan (non-interference)
dalam politik dalam negeri negara lain.

Senafas dengan peran ASEAN dalam
pembangunan arsitektur kawasan yang
ditujukan untuk menjawab tantangan baru

di kawasan, menghilangkan rendahnya rasa
saling percaya (trust deficit) dan berkontribusi
terhadap penyelesaian sengketa secara

damai serta menghadapi berbagai perubahan
geopolitik di kawasan, maka Indonesia
berkepentingan untuk menciptakan hasil-hasil
yang konkrit dari berbagai pertemuan dan dapat
memberikan ruang bagi penyelesaian berbagai
agenda dan tantangan di kawasan. Oleh
karena itulah, Indonesia telah memprakarsai
suatu konsep pemikiran arsitektur keamanan
kawasan berdasarkan Treaty of Amity and
Cooperation (TAC) dan EAS Declaration for
Mutually Beneficial Relations (Bali Principles)
guna menghadapi berbagai tantangan kawasan
ke depan. Bali Principles merupakan panduan
tata hubungan antar negara di kawasan Asia
Timur berdasarkan prinsip-prinsip yang telah
disepakati, untuk mendukung pembangunan
dalam mencapai kemakmuran. Bali Principles
merupakan hasil dari KTT Asia Timur ke-6 (East
Asia Summit) tahun 2011 di Bali.

Konsep pemikiran Indonesia pada

hakekatnya dan dalam jangka panjang adalah
memanfaatkan elemen-elemen TAC dan Bali
Principles untuk disinergikan dengan berbagai
inisiatif negara peserta EAS lainnya dalam
rangka menyusun suatu instrumen hukum yang
mengikat bagi kawasan yang lebih luas.

V. RESOLUSI DAN MANAJEMEN
KONFLIK

Indonesia senantiasa mendukung upaya ASEAN
dalam menjamin perdamaian, keamanan dan
stabilitas di kawasan termasuk manajemen

dan resolusi konflik. Hal tersebut direfleksikan
dengan menjadi pemrakarsa pendirian ASEAN
Instititute for Peace and Reconciliation, sebuah
lembaga penelitian dan peningkatan kapasitas

di bidang promosi perdamaian dan rekonsiliasi
konflik di kawasan. Pendirian AIPR disahkan
secara resmi oleh Kepala-Kepala Negera
ASEAN pada KTT ASEAN ke-21 di Phonm Penh
bulan November 2012.

AIPR memiliki arti penting bagi Indonesia
sebagai salah satu negara penggerak proses
perdamaian dan penyelesaian konflik di
kawasan. Hal ini sejalan dengan berbagai
prestasi Indonesia dalam melakukan fasilitasi
dan atau mediasi berbagai konflik seperti pada
konflik Kamboja-Viet Nam pada tahun 1988,
Thailand dan Laos tahun 2011 dan di Mindanao,
Filipina. Selain itu, keberhasilan penyelesaian
konflik di dalam negeri seperti di Aceh, Maluku
dan Poso juga menjadi modal Indonesia

dalam mendorong upaya perdamaian dan
penyelesaian konflik di kawasan melalui AIPR.

Ke depan, Indonesia akan terus mendorong
AIPR untuk tidak tidak hanya menjadilembaga
penelitian namun juga dapat menjadi lembaga
yang berperan aktif dalam mendorong
penyelesaian damai dari konflik-konflik yang

terjadi di kawasan dan di tingkat global. AIPR

juga akan menjadi lembaga yang penting dalam

mendorong penyebaran budaya damai melalui
penghormatan nilai-nilai toleransi dan moderasi
sebagai kekuatan dalam mencapai harmoni,
keamanan dan stabilitas di kawasan dan di luar
kawasan.

VI. PERTAHANAN, PERDAMAIAN DAN
STABILITAS KAWASAN

a. Confidence Building Measures
Dalam rangka meningkatkan confidence
building measures di kawasan, ASEAN
telah memajukan berbagai kerja sama
pertahanan, terutama dalam bidang
Humanitarian Assistance and Disaster
Relief (HADR), Military Medicine (MM),
Counter Terrorism (CT), Maritime Security
(MS), Peacekeeping Operations (PKO),
Humanitarian Mine Action (HMA), dan
Cyber Security (CS). Kerja sama tersebut
dilakukan melalui kerangka ASEAN
Defence Ministers’ Meeting (ADMM) dan
ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus
(ADMMI-Plus).
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ASEAN Peacekeeping Centers’ Network
(APCN)

Wujud nyata komitmen ASEAN untuk
turut aktif dalam menjaga perdamaian,
keamanan dan stabilitas dunia adalah
dengan dibentuknya ASEAN Peacekeeping
Centers’ Network (APCN). APCN
merupakan wadah kerja sama antar-
Peacekeeping Centers (PKC/Pusat Misi
Penjaga Perdamaian) di negara-negara
ASEAN yang diwujudkan dalam bentuk
capacity building, pertukaran informasi
dan tenaga ahli. Sejak didirikan pada tahun
2011, APCN telah berperan besar dalam
peningkatan kapasitas pasukan penjaga
perdamaian negara-negara ASEAN dan
berkontribusi menyukseskan misi-misi

penjaga perdamaian PBB di seluruh dunia.

ASEAN Regional Mine Action Center
(ARMAC)

Guna mewadahi kerja sama
penanggulangan ranjau dan Explosive
Remnants of War (ERW), ASEAN telah
menyepakati pembentukan ASEAN
Regional Mine Action Center (ARMAC).
Aktivitas ARMAC dilakukan melalui
pertukaran pengalaman, pelatihan, serta
peningkatan kapabilitas. Markas ARMAC
berlokasi di Kamboja dan telah diresmikan
pada tanggal 25 Mei 2016

B. Pemberantasan Kejahatan
Lintas Negara

Globalisasi telah membawa evolusi

jejaring, perdagangan dan teknologi yang
menghubungkan orang dan tempat di berbagai
belahan dunia dalam sebuah proses yang tak
terhentikan. Saat ini, dunia menyaksikan efek
negatif yang menyertai globalisasi seperti
perpindahan teroris dari satu kawasan ke
kawasan lain dan tumbuhnya kejahatan

lintas Negara. ASEAN dan negara-negara di
kawasan bergerak cepat untuk menyatukan
dan mengembangkan sebuah komunitas dan di
saat yang bersamaan berjuang untuk bergerak
mengimbangi dinamika dan berkembangnya
ancaman terhadap keamanan.

ASEAN telah memilliki Rencana Aksi untuk
Memberantas Kejahatan Lintas Negara (Plan
of Action to Combat Transnational Crime)
untuk mencegah dan memberantas kejahatan
lintas negara secara terpadu. Terdapat delapan
bidang prioritas dari PoA yaitu:

1 counter terrorism,

2. illicit drug trafficking

3. trafficking in persons,

4. money laundering,

5. arms smuggling,

6. seapiracy,

7. International economic crime,

8. cybercrime

9. ilicit trafficking in wildlife and timber, dan
10. people smuggling.

Sepanjang 2015 -2016, beberapa capaian dalam
pemberantasan kejahatan lintas negara adalah:
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I. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

Pencapaian utama di bidang pemberantasan
tindak pidana perdagangan orang adalah
ditandatanganinya ASEAN Convention
Against Trafficking in Persons, Especially
Women and Children (ACTIP) pada tanggal 21
November 2015 pada kesempatan KTT ke-27
ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. ACTIP
merupakan pedoman utama yang bersifat
mengikat bagi negara-negara ASEAN dalam
memberantas tindak pidana perdagangan
orang di kawasan. Negosiasi ACTIP yang
dilakukan selama bertahun-tahun, yakni 9
(sembilan) kali pertemuan kelompok kerja para
ahli, membuahkan hasil maksimal. Indonesia
merupakan salah satu negara pendorong
utama pembentukan ACTIP. ACTIP telah resmi
berlaku pada 8 Maret 2017 setelah 6 negara
ASEAN meratifikasinya. Indonesia menjadi
negara anggota ASEAN kesembilan yang
meratifikasi ACTIP, setelah RUU tentang ACTIP
disahkan dalam Rapat Paripurna DPR Rl pada
17 Oktober 2017.

Il. PENANGGULANGAN TERORISME
Selama tahun 2016, Indonesia juga telah

secara aktif mendorong upaya dan kerja
sama penanggulangan terorisme, termasuk

2017

Sm1

laku

violent extremism dan radikalisasi melalui
implementasi ASEAN Convention on Counter
Terrorism (ACCT) dan instrumen internasional
terkait lainnya secara efektif. ACCT disepakati
pada tahun 2007 dan telah berlaku sejak tahun
2011.

Dalam kerangka ASEAN Regional Forum, pada
pertemuan 15" ARF Inter-Sessional Meeting on
Counter Terrorism and Transnational Crime
(ISM on CTTC) yang berlangsung tanggal 6-7
April 2017, fokus kerja sama diarahkan pada
upaya untuk pemberantasan kejahatan lintas
negara di laut yang mengancam keamanan

dan keselamatan laut serta mengancam
keberlangsungan jalur perdagangan,
transportasi, komunikasi, dan lainnya.

I1l. PEMBERANTASAN NARKOBA DAN
OBAT-OBATAN TERLARANG

Indonesia memberikan perhatian serius

pada penguatan kerja sama pemberantasan
kejahatan perdagangan gelap narkoba

di kawasan. Indonesia menjadi inisiator
pembentukan ASEAN Seaport Interdiction

Task Force (ASITF) dengan menjadikan
seaport sebagai daerah perbatasan pengawasan
Narkotika dan Prekursor Narkotika selain
airport. Indonesia memandang penting upaya
bersama kawasan untuk membendung arus

"ACTIP telah resmi berlaku pada

8 Maret 2017 setelah 6 negara
ASEAN meratifikasinya."

dan memutus rantai peredaran gelap narkoba
melalui lalu lintas laut dan perairan.Hal ini juga
ditujukan untuk memberikan manfaat langsung
bagi upaya Pencegahan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN) Indonesia.

C. Keamanan Maritim

Indonesia merupakan salah satu penggerak
utama pemajuan kerja sama dan pembahasan
isu-isu maritim dalam berbagai kerja sama baik
di ASEAN maupun pada mekanisme ASEAN
yang melibatkan negara Mitra Wicara, seperti
ASEAN Maritime Forum (AMF), Expanded
ASEAN Maritime Forum (EAMF), ASEAN
Regional Forum (ARF), ASEAN Foreign
Ministers Meeting (AMM) dan ASEAN

Senior Officials Meeting (SOM), ASEAN
Defence Ministers’ Meeting (ADMM) and
ADMM Plus, dan ASEAN Ministers’ Meeting
on Transnational Crime (AMMTC). ASEAN
Maritime Forum (AMF) dibentuk pada tahun
2010 atas prakarsa Indonesia, yang merupakan
salah satu action line yang dimandatkan ASEAN
Political Security Community Blueprint.

Pada tahun 2015, Indonesia menjadi tuan
rumah pertemuan 6" AMF dan 4" EAMF
yang dilaksanakan di Manado. Pada
pertemuan tersebut, Indonesia secara khusus
mengangkat pentingnya penanggulangan isu
illegal, unreported and unregulated fishing
(TUUF), serta mengusulkan dan mendorong
pengembangan pengaturan regional
penanggulangan ITUUF.

ASEAN akan terus mengupayakan untuk menjaga

keamanan maritim di kawasannya.
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MATRIKS
ISU KEMARITIMAN

Indonesia memandang penting upaya untuk
mengurangi dampak yang diakibatkan oleh
meningkatnya tekanan pada sumber daya
perikanan dan perdagangan global. Peningkatan
tekanan pada sumber daya perikanan berakibat
pada penurunan secara tajam sumber daya
ikan, degradasi lingkungan, meningkatnya
konflik diantara pengguna sumber daya

serta meningkatnya Illegal, Unreported and
Unregulated (IUU) Fishing yang mengancam
ketahanan pangan di ASEAN region.

Sebagai langkah lanjut pengarusutamaan isu
IUU Fishing dan building block peningkatan
kerja sama pencegahan serta pemberantasan
IUU Fishing di kawasan, Indonesia berhasil
menjadikan IUU Fishing sebagai salah satu
isu yang perlu menjadi perhatian dalam kerja
sama ARF di bidang keamanan maritim. Hal

ini terlihat dengan disebutkannya isu ini dalam
ARF Work Plan on Maritime Security 2015-2017
yang telah disahkan Pertemuan Tingkat Menteri
ke-22 ARF di Kuala Lumpur, 6 Agustus 2015.

Pengarusutamaan isu ini di forum ARF

juga terlihat dari masuknya isu [UU Fishing
dalam ARF Statement on Strengthening
Cooperationon Marine Environmental
Protection and Conservation yang telah
disahkan Pertemuan Tingkat Menteri ke-

22 ARF di Kuala Lumpur, 6 Agustus 2015.
Statement, antara lain, mendorong peserta
ARF untuk mengurangi polusi dan sampah laut,
membendung kenaikan kadar pengasaman laut,
melestarikan area pantai dan laut, melestarikan

ekosistem pantai, menghentikan penangkapan

ikan yang melebihi batas persediaan, dan
mencegah tindak [UU Fishing.
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Isu dan kerja sama maritim dalam kerangka
ASEAN bersifat cross-cutting dan overlapping.
Saat ini, sedikitnya terdapat 10 isu besar
terkait maritim yang dibahas oleh 12 sectoral
bodies ASEAN yang mencakup isu maritime
safety, maritime security, transnational
crime, Humanitarian Assistance and Disaster
Relief (HADR) dan SAR, environment and
conservation, marine resources, marine
resources, maritime connectivity, confidence
building measures/preventive diplomacy,
norms building, dan maritime domain

awareness.

Salah satu prestasi Indonesia pada kurun waktu
ini adalah disepakatinya EAS Statement on
Enhancing Regional Maritime Cooperation
pada KTT Asia Timur ke-10 di Kuala Lumpur
pada November 2015, yang menjadi salah satu
landasan utama kerja sama kawasan di 5 (lima)
bidang yakni

a. sustainable marine economic development;
b. promotion of peace stability, and security;

c. addressing trans-boundary challenges;

d. maritime connectivity; dan
e.

cooperation between research institution.

Mengingat pengaturan di tingkat internasional
masih bersifat sukarela dan tidak memiliki
konsekuensi hukum bagi negara pihaknya,
Indonesia, sebagaimana disampaikan Presiden
RIpada KTT ASEAN ke-26, memandang perlu
dibentuknya instrumen hukum di kawasan
untuk memberantas Illegal, Unreported,

and Unregulated (IUU) Fishing. Keperluan
pembentukan regional convention juga
semakin mendesak mengingat The Sustainable
Development Goals (SDG) telah menetapkan
pemberantasan praktik [IUUF dengan target
waktu 2020. Kemenko Maritim bersama

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
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dan kementerian lainnya akan memimpin
proses pembentukan instrumen hukum

tersebut.

D. Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Pada level regional, ASEAN memiliki ASEAN
Intergovernmental Commission on Human
Rights (AICHR) yang diresmikan oleh para
Leaders pada KTT ASEAN ke-15, 23 Oktober
2009, Cha-Am Hua Hin, Thailand.AICHR
merupakan lembaga HAM yang bersifat
menyeluruh dan bertanggung jawab untuk
pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN.
Sebagai bentuk keterbukaan AICHR kepada
publik, maka AICHR telah mempublikasikan
Laporan Tahunan tahun 2016 melalui laman
khusus AICHR.

Indonesia secara aktif terlibat dan akan terus
meningkatkan kontribusinya dalam upaya
untuk memajukan nilai-nilai demokrasi dan

perlindungan hak asasi manusia di kawasan

melalui pemajuan dan perlindungan HAM di

ASEAN.

PRAKARSA DAN CAPATAN INDONESIA

A. Laut China Selatan

Indonesia senantiasa mendorong finalisasi
Code of Conduct in the South China Sea (COC)
dan terus berkontribusi positif dalam menjaga
perdamaian, keamanan dan stabilitas di tengah
perkembangan dinamika global. Atas prakarsa
Indonesia, ASEAN berhasil menyepakati Joint
Statement of the Foreign Ministers of ASEAN
Member States on the Maintenance of Peace,
Security, and Stability in the Region pada
pertemuan 49" ASEAN Foreign Ministers’
Meeting (AMM), di Vientiane, Laos, pada
tanggal 24 Juli 2016. Pernyataan tersebut
menegaskan komitmen bersama ASEAN untuk
menjaga perdamaian dan keamanan, serta
menahan diri dan tidak melakukan kegiatan
yang dapat meningkatkan ketegangan di

kawasan.

B. Southeast Asian Nuclear
Weapons Free Zone
(SEANWEF7)

Penandatanganan Protokol Traktat SEANWFZ
oleh negara pemilik senjata nuklir merupakan
salah satu prioritas utama Indonesia di ASEAN.
Hal ini mengingat Indonesia sebagai negara
kepulauan, sangat rawan dilewati dan disinggahi
oleh kapal-kapal pengangkut senjata nuklir.
Penandatanganan Protokol Traktat SEANWFZ
diharapkan dapat mengikat negara pemilik
senjata nuklir untuk mematuhi aturan main dan
menjamin kawasan Asia Tenggara tidak menjadi

sasaran dari senjata nuklir.

Indonesia telah menyusun sebuah concept
paperuntuk mendorong percepatan

proses penandatanganan Protokol Traktat
SEANWFZ. Concept paper ini berisi usulan
penandatanganan dan ratifikasi bertahap
dimulai dari negara yang tidak akan melakukan
reservasi yaitu RRT dan kemudian negara
NWS yang reservasinya paling bisa diterima.
Indonesia akan terus mendorong pembahasan
tindak lanjut dari matriks tersebut dan
memastikan Asia Tenggara sebagai kawasan
yang bebas dari senjata nuklir dan senjata

pemusnah massal.
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C. Upaya Pemajuan dan
Perlindungan HAM di Kawasan

Indonesia secara aktif terlibat dalam upaya
untuk memajukan nilai-nilai demokrasi dan
perlindungan hak asasi manusia di kawasan
melalui pemajuan dan perlindungan HAM

di ASEAN. Berkaitan dengan visi ASEAN

yang lebih berorientasi dan berpusat pada
masyarakat dan merespon perkembangan
yang terjadi, seperti dengan disahkannya
dokumen ASEAN Vision 2025, Indonesia terus
mendorong negara anggota ASEAN untuk dapat
bersikap lebih terbuka terhadap penguatan

mandat dan fungsi ASEAN Intergovernmental
Commission on Human Rights (AICHR),
khususnya yang berkaitan dengan mandat

perlindungan HAM.

Indonesia juga berhasil mendorong AICHR

agar lebih mengoptimalkan perannya

dalam pengarusutamaan HAM di ketiga

pilar ASEAN. AICHR Indonesia merupakan
salah satu inisiator kegiatan ini dan berhasil
melaksanakan konsultasi reguler dengan

SOM on Transnational Crime (SOMTC) untuk
memastikan pendekatan HAM bagi para korban
perdagangan orang di ASEAN.

Forum Konsultasi Lintas Sektoral AICHR digelar selama dua hari di Yogyakarta pada Agustus 2017 untuk membahas

pendekatan HAM dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang | Sumber Foto: Kementerian Luar Negeri Rl
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Menyikapi berbagai inisiatif yang mengemuka di tengah

dinamika yang terjadi di kawasan, Indonesia akan terus

berperan proaktif agar kepentingan nasional tetap dapat

dikedepankan di tengah upaya memimpin proses pembentukan

arsitektur keamanan di kawasan.

Indonesia juga mendorong keterbukaan AICHR
kepada publik dan civil society organisation
(CSO). Hal ini tercermin dari telah disahkannya
Guidelines on AICHR’s Relations with CSO dan
hingga tahun 2017 AICHR telah memberikan
status konsultatif kepada 16 CSO di ASEAN.
Laporan Tahunan AICHR tahun 2016 juga telah
dapat diakses di aichr.org.

D. Pembangunan Arsitektur
Kawasan

Menyikapi berbagai inisiatif yang mengemuka
di tengah dinamika yang terjadi di kawasan,
Indonesia akan terus berperan proaktif

agar kepentingan nasional tetap dapat
dikedepankan di tengah upaya memimpin
proses pembentukan arsitektur keamanan di
kawasan. Pada KTT ke-29 ASEAN sesi retreat
di Vientiane, Laos,7 September 2016, Presiden
RIjuga mendorong penguatan arsitektur
keamanan kawasan dan memastikan proses
kemitraan yang dimotori ASEAN (ASEAN-

driven) untuk menghindari kontestasi pengaruh

kekuatan-kekuatan besar (power projection) di

kawasan.

Pada Pertemuan 5" EAS Workshop on Regional
Security Architecture di Beijing, RRT, tanggal
27-28 Juni 2016, Indonesia mempresentasikan
Synthesis Paper on the Regional Security
Architecture yang menyatukan concept paper
Indonesia, India, RRT, dan Rusia. Indonesia
menyampaikan bahwa beberapa kesamaan
yang ditemukan dalam ke-4 paper dimaksud
juga menunjukkan bahwa terdapat elemen-
elemen yang dapat diharmonisasikan dan
perlunya diskusi untuk terus digulirkan

guna memperkuat norma yang ada dalam
mengatur hubungan dan interaksi antar negara,
mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif,

dan dialog keamanan yang lebih kuat.

Indonesia menekankan diperlukannya sebuah
paradigma baru untuk mengatur hubungan
antar negara guna mengatasi tantangan
tradisional dan non-tradisional secara
komprehensif, serta mengatasi trust deficit,
disputes dan perubahan geopolitik di kawasan.

Kedepannya, Indonesia merencanakan untuk
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mengadakan suatu pertemuan High Contracting
Parties to the TAC untuk melakukan stock-
taking atas pelaksanaan dan pengaruh TAC
dalam penciptaan perdamaian dan stabilitas di

kawasan sejak tahun 1976.

E. Penguatan Kerja Sama
Penanganan Illegal,

Unreported and Unregulated
Fishing (IUUF)

Indonesia telah memprakarsai pengajuan draft
ARF Statement on Cooperation to Prevent,
Deter and Eliminate IUUF untuk disahkan

oleh para menteri luar negeri ARF. Draft ini
merupakan outcome dari ARF Workshop on
Improving Fisheries Management (Honolulu,
tanggal 22-23 Maret 2016) dan ARF Workshop
on IUUF (Bali, tanggal 20-21 April 2016) yang
diselenggarakan Indonesia bersama Amerika

Serikat dan Timor-Leste.

Draft statement mengandung elemen-elemen
penting penanganan IUUF, antara lain,
mengenai pengakuan adanya kaitan [TUUF
dengan illegal activities, perlunya negara meng-
exercise tanggung jawabnya dalam mencegah
IUUF (baik selaku port states, flag states,
market states, maupun coastal states), perlunya
peran maritime law enforcement agencies,

serta penerapan penal sanctions.

Draft statement sedianya diajukan untuk
disahkan oleh para Menteri Luar Negeri ARF
pada 23" ARF di Vientiane, Laos, tanggal 26 Juli
2016. Namun pada akhirnya, draft Statement
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belum bisa disahkan karena hingga akhir proses
negosiasinya belum dicapai konsensus. Meski
demikian, Indonesia telah memastikan bahwa
latest draft statement akan ditinjau kembali
dalam pembahasan ARF di tahun 2017.

F. Penguatan Kerja Sama
Penanggulangan Terorisme di
Kawasan Melalui Pertemuan
Directors General of

Immigration and Head of
Consular Affairs (DGICM)

Pertemuan Ke-20 DGICM yang telah
diselenggarakan di Bali, 20 — 21 September 2016
mengesahkan prakarsa Indonesia, yakni Joint
Statement of the DGICM on the Prevention of
the Movement of Foreign Terrorist Fighters.

Inti dari Statement ini antara lain peningkatan
kerja sama antara pejabat imigrasi, penyediaan
informasi, pengawasan paspor dan informasi

biometrik.

G. Penanganan Isu Keamanan

Rakhine State

Pada penghujung tahun 2016, isu keamanan
di Rakhine State kembali menghangat. Isu
tersebut dimulai dengan serangan Rohingya
Solidarity Organization (RSO) terhadap
Markas Besar Pasukan Penjaga Perbatasan/
Border Guard Forces (BGF) dan 2 (dua) pos
milik BGF di 2 (dua) kota di Rakhine State,
yaitu Buthidaung Tsp dan Maungdaw Tsp
pada tanggal 9 Oktober 2016. Pemerintah

Myanmar merespon serangan tersebut salah

satunya dengan melakukan penyisiran empat
desa, yang mayoritas dihuni warga dari etnis
Rohingya, pada 11 Oktober 2016. Diduga,
penyisiran ini menimbulkan banyak korban dari
warga sipil, yang menimbulkan kecaman keras
kepada pemerintah Myanmar dari komunitas

internasional, termasuk dari PBB.

Indonesia telah berperan secara aktif dalam
upaya mengembalikan situasi yang kondusif di
wilayah tersebut, baik secara bilateral maupun
regional. Atas upaya diplomasi Menlu RI,
Myanmar mengundang para Menlu ASEAN
dalam suatu ASEAN Foreign Ministers’ Retreat
di Yangon, Senin 19 Desember 2016. Pada
Retreat tersebut, Indonesia menyampaikan
apresiasi kepada Myanmar atas inisiatif

pelaksanaan Retreat tersebut, yang ditegaskan

oleh Menlu RI sebagai bentuk kedewasaan
ASEAN sebagai suatu keluarga dan Masyarakat
ASEAN. Indonesia berharap Myanmar dapat
memberikan update berkala terkait situasi

di Rakhine State. Selain menyampaikan
keprihatinan atas kondisi keamanan dan
kemanusiaan, Indonesia menegaskan
pentingnya memberikan akses bantuan
kemanusiaan yang lebih besar salah satunya
melalui mekanisme yang telah ada di ASEAN.
Hal ini diusulkan Indonesia untuk dilakukan
dengan memanfaatkan ASEAN Coordinating
Centre for Humanitarian Assistance on Disaster
Management (AHA Center). Indonesia sendiri
telah memberikan bantuan kemanusiaan ke
Rakhine State.

Bantuan Kemanusiaan RI untuk Rakhine State | Sumber Foto: Kementerian Luar




2. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
merupakan bagian utuh dari 3 (tiga) pilar
Masyarakat ASEAN yang saling terkait dan
saling memperkuat satu sama lain. Untuk
menjadikan Masyarakat ASEAN yang people-
centered dan people-oriented, Masyarakat
ASEAN harus dibangun secara kohesif dan
seimbang di antara ketiga pilar. MEA juga
merupakan sebuah proses integrasi ekonomi
yang berkesinambungan. Pasca MEA 20135,
proses integrasi ekonomi berlanjut dengan
tahapan berikutnya yakni MEA 2025.

Dokumen ASEAN 2025: Forging Ahead
Together yang disahkan pada KTT ke-27 ASEAN
(November 2015) menjadi panduan kerja sama
ASEAN untuk 10 tahun ke depan. Fokus ASEAN
dalam dekade ini adalah pengembangan usaha
mikro, kecil, dan menegah (UMKM), ekonomi
digital, good governance dan green technology.
Adapun elemen sentral MEA yang menjadi pilar
MEA 2025 adalah

i.  Ekonomiyang Terpadu dan Terintegrasi
Penuh;

ii. ASEAN yang Berdaya Saing, Inovatif, dan
Dinamis;

iii. Peningkatan Konektivitas dan Kerja Sama
Sektoral;

iv. ASEAN yang Tangguh, Inklusif, serta
Berorientasi dan Berpusat pada
Masyarakat; dan

v. ASEAN yang Mengglobal.

Untuk mengoperasionalisasikan 5 elemen
sentral MEA 2025, badan-badan sektoral pilar
ekonomi telah merancang berbagai langkah
aksi. Pada KTT ke-28 dan ke-29 (6-8 September
2016) telah tercatat delapan belas langkah aksi
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yang telah diadopsi badan sektoral yakni:

i. Strategic Action Plan for Trade in Goods
2016-2025;

ii. Strategic Action Plan for Services 2016-
2025;

iii. 2016-2025 Investment Work Programme;

iv. ASEAN Standards and Conformance
Strategic Plan 2016-2025;

v. ASEAN Competition Action Plan 2016-
2025;

vi. ASEAN Strategic Action Plan for Consumer
Protection 2016-2025;

vii. ASEAN Intellectual Property Rights (IPR)
Action Plan 2016-2025;

viii. ASEAN Community Statistical System
(ACSS) Strategic Plan 2016-2025;

ix. ASEAN Work Plan for Enhancing the
Global Value Chain Agenda;

x. Broad directions for Customs 2016-2025;

xi. Kuala Lumpur Transport Strategic Plan
2016-2025;

xii. ASEANICT Masterplan 2020;

xiii. ASEAN Plan of Action on Energy
Cooperation (APAEC) 2016-2025, Phase 1;

xiv. The Vision and Strategic Plan for ASEAN
Cooperation in Food, Agriculture and
Forestry (2016-2025);

xv. ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP)
2016-2025;

xvi. ASEAN Minerals Cooperation Action Plan
(AMCAP) 2016-2025, Phase 1;

xvii. ASEAN Plan of Action on Science
Technology and Innovation (APASTI 2016-
2025); dan

xviii. AEC 2025 Strategic Action Plans (SAPs)
for Financial Integration 2016-2025.

PERKEMBANGAN KERJA SAMA PILAR

EKONOMI ASEAN

A. Kerja Sama
Perdagangan Barang

Upaya untuk mewujudkan aliran bebas barang
telah dimulai dari ASEAN Free Trade Area
(AFTA). AFTA yang berlaku sejak 1993, telah
menghapus 99,65% dari seluruh tariff lines
dibawah skema Common Effective Preferential
Tariff (CEPTF) AFTA untuk ASEAN 6 (Brunei
Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia,
Singapura, dan Thailand) dan pengurangan
sekitar 98,96% tarif menjadi antara 0-5%
untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam
atau yang dikenal dengan terminologi

CLMV. Meskipun demikian masing-masing
negara ASEAN diperbolehkan untuk tetap
mempertahankan tarifnya pada beberapa
produk yang tergolong dalam Sensitive List
(SL), High Sensitive List (HSL), dan General
Exception List (GEL).

Upaya tersebut dilanjutkan dengan
penandatanganan ASEAN Agreement on
Custom pada tahun 1997 dan ASEAN Trade

in Goods Agreement (ATIGA) pada tahun
2009. ATIGA mengintegrasikan semua inisiatif
ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan
barang ke dalam suatu kerangka komprehensif,
serta menjamin sinergi dan konsistensi di antara
berbagai inisiatif. Indonesia telah meratifikasi
ATIGA melalui Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2010.

ASEAN secara keseluruhan telah mengeliminasi
96,01% pos tarif. Negosiasi perdagangan
barang ASEAN dilakukan dalam Coordinating
Committee on ATIGA (CCA). CCA membahas
isu-isu terkait praktik perdagangan barang oleh
tiap negara anggota ASEAN dan kesesuaiannya
dengan ATIGA, seperti isu transposisi tarif,
non-tariff measures (NTMs), dan rules of origin

(ROO).

Strategic Action Plan (SAP) Trade in

Goods (TIG) mengandung outcome untuk
meliberalisasi tarif yang belum 0%, berdampak
pada produk minuman beralkohol yang masih
Indonesia taruh dalam General Exclusion

List (GEL) dan produk beras dan gula dalam
Highly Sensitive List (HSL). Indonesia masih
memiliki 113 produk yang tarifnya tidak 0%.
Indonesia berpandangan bahwa produk alkohol
dan rokok tetap dikenakan bea masuk karena
pertimbangan kesehatan, moral dan sosial,
begitu juga dengan produk beras dan gula untuk

menjamin stabilitas harga.

Untuk memfasilitas perdagangan di kawasan,
ASEAN telah meluncurkan ASEAN Solutions
Jor Investments, Services, and Trade (ASSIST)
yang dapat digunakan secara langsung oleh
pelaku usaha untuk menyampaikan keluhan
atas Non-Tariff Barriers (NTB) ataupun
kendala lain yang dihadapi ketika melakukan
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hubungan bisnis dengan Negara Anggota
ASEAN (ASEAN Member States atau AMS)
lainnya. ASEAN juga memiliki ASEAN Trade
Repository (ATR) yang mengkompilasi National
Trade Repository masing-masing AMS. ATR

ini berisikan kebijakan dan regulasi AMS
terkait perdagangan barang. ASEAN juga telah
meluncurkan Tariff Finder yang merupakan
mekanisme online untuk mendapatkan
informasi terkait preferensi tarif yang masuk
dalam skema ATIGA ataupun ASEAN+ 1 Free
Trade Agreement (FTA).

= Lokasi: BangKoK, Thailand

ey

B. KERJA SAMA
PERDAGANGAN JASA

Dalam upaya meningkatkan kerja sama
ekonomi melalui liberalisasi perdagangan

di bidang jasa, negara-negara ASEAN telah
menyepakati dan mengesahkan ASEAN
Framework Agreement on Services (AFAS)
pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok,
Thailand. Sejak disepakatinya AFAS pada
tahun 1993, liberalisasi jasa dilakukan melalui

negosiasi ditingkat Coordinating Committee on

Services (CCS) dalam bentuk paket. Saat ini
perundingan perdagangan jasa telah memasuki
ASEAN Framework Agreement on Services
(AFAS) Package 10. Sementara itu, khusus
untuk jasa keuangan dan transportasi udara
negosiasinya dilakukan di tingkat Menteri
terkait lainnya (Menteri Perhubungan dan
Menteri Keuangan). Perundingan liberalisasi
jasa keuangan sedang menegosiasikan

AFAS 7 sementara jasa transportasi sudah

menandatangani AFAS ke-9.

Hingga Paket ke-9 AFAS, Indonesia telah

memberikan komitmen sebanyak 99 subsektor

if i)

dengan rincian 54 subsektor telah memenuhi
threshold paket AFAS 10 dan 45 subsektor
belum mencapai threshold tersebut. Dari

45 subsektor, terdapat 16 subsektor yang
berpotensi untuk memenuhi threshold AFAS
paket 10 berdasarkan revisi Perpres No. 39
Tahun 2014 mengenai Daftar Negatif Investasi
(DNI). Threshold AFAS paket 10 adalah foreign
equity participation (FEP) sebesar 70% dan
limitasi national treatment (NT) maksimal 1,
serta fleksibilitas 29 modes. Jumlah fleksibilitas
yang diperbolehkan dalam setiap tahapan
ditentukan tidak lebih dari 15% dari masing-

masing Mode.

PERPINDAHAN TENAGA KERJA
TERAMPIL

Pergerakan tenaga kerja terampil di ASEAN
diatur melalui Mutual Recognition Agreement
(MRA). ASEAN saat ini telah memiliki 8 MRA
yakni untuk profesi insinyur, arsitek, surveyor,
dokter umum, dokter gigi, perawat, jasa
pariwisata, dan akuntan. Total jumlah registrasi
untuk ASEAN Chartered Professional Engineer
(ACPE) per Mei 2017 adalah sebesar 2.552
dengan rincian 15 dari Brunei Darussalam; 53
dari Kamboja; 962 dari Indonesia; 11 dari Laos;
304 dari Malaysia; 299 dari Myanmar; 260 dari
Filipina; 257 dari Singapura; 187 dari Thailand;
204 dari Vietnam. Selain itu, jumlah ACPE yang
telah terdaftar di Malaysia adalah sebanyak

6 Registered Foreign Professional Engineer
(RFPE) dengan rincian, 1 dari Myanmar, 1 dari
Filipina, dan 4 dari Singapura; teregistrasi di
Myanmar sebanyak 1 RFPE dari Singapura; dan
teregistrasi di Singapura sebanyak 1 RFPE dari

Myanmar.
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Adapun total jumlah registrasi untuk ASEAN
Architects (AA) per Mei 2017 adalah sebanyak
417, dengan rincian 11 dari Brunei Darussalam;
4 dari Kamboja ; 145 dari Indonesia; 9 dari
Laos; 39 dari Malaysia; 12 dari Myanmar;

68 dari Filipina; 86 dari Singapura; 26 dari
Thailand; dan 17 dari Vietnam.

Sejumlah hakikat dari MRA adalah sebagai
berikut:

Pertama, negara tujuan atau negara
penerima mengakui kualifikasi profesional
dan muatan latihan yang diperoleh dari
negara pengirim atau negara asal tenaga
kerja terampil.

Kedua, negara asal diberikan otoritas untuk
mengesahkan kualifikasi dan pelatihan
dengan cara memberikan diploma atau
sertifikat.

Ketiga, pengakuan tidak bersifat otomatis.
Ada proses untuk penentuan standar dan
persyaratan lainnya yang diterapkan baik
dinegara penerima maupun di negara
asal. Dengan kata lain MRA tidak langsung
memberikan hak untuk melaksanakan

suatu profesi. Pengakuan tidak memberikan
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jaminan bahwa akan ada akses pasar.
Namun MRA merupakan langkah awal
yang penting untuk mempromosikan

perpindahan tenaga kerja terampil itu.

Perlu diingat MRA tidak otomatis akan
membawa pergerakan tenaga profesional
secara bebas diantara negara anggota ASEAN
karena sesuai MRA, sifatnya voluntary dan
masih harus dikomitmenkan oleh negara
ASEAN satu sama lain. Terdapat 6 kriteria yang
digunakan dalam MRA, yakni pendidikan, ujian,
pendaftaran, lisensi, pengalaman, serta kode

etik profesi.

Selain itu ASEAN juga mengatur pergerakan
tenaga kerja profesional lainnya melalui
penandatanganan ASEAN Agreement on the
Movement of Natural Persons (MNP) pada
November 2012. Kesepakatan ini memberikan
jaminan hak dan aturan tambahan yang
sudah diatur di AFAS tentang MNP dan juga
memfasilitasi MNP dalam menjalankan
perdagangan dalam jasa dan investasi.
Perjanjian MNP hanya mengatur pergerakan
tenaga kerja profesional dengan kategori

sebagai berikut:
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Business Visitor yaitu pegawai dan/atau

walkil dari satu perusahaan di negara
ASEAN yang melakukan kunjungan dalam
rangka negosiasi perjanjian bisnis serta
investasi dan tidak diizinkan melakukan
transaksi dagang selama kunjungan.
Contractual Service Supplier yaitu natural
person yang merupakan pegawai dari
suatu perusahaan di negara ASEAN
melaksanakan suplai jasa kepada
perusahaan di negara ASEAN lainnya
berdasarkan kontrak diantara kedua
perusahaan tersebut. Suplai jasa yang
dilakukan bersifat sementara.

Intra Corporate Transferee yaitu natural
person yang merupakan pegawai dari
suatu perusahaan di negara ASEAN dan
dipekerjakan sementara untuk melakukan
suplai jasa pada investasi perusahaan
tersebut di negara ASEAN lainnya. Dalam
perjanjian pasal 3 butir e juga dijelaskan
bahwa untuk kategori Intra Corporate
Transferee, tingkat jabatan/posisi natural
person yang dapat menikmati fasilitas
ASEAN MNP Agreement adalah jabatan/
posisi executive, manager dan specialist.

Kategori natural person untuk temporary
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entry dan temporary stay lainnya yang
dikomitmenkan lebih lanjut sesuai Schedule

of Commitments dari masing-masing AMS

Pelaksanaan komitmen liberalisasi dari

setiap negara anggota ASEAN untuk ASEAN
MNP Agreement diatur dalam Schedule

of Commitment (SoC) masing-masing

negara. Implementasi dari perjanjian hanya
berlaku untuk sektor-sektor pekerjaan yang
dikomitmenkan ke dalam SoC dimaksud

dan tidak berlaku untuk sektor-sektor yang
tidak dikomitmenkan (positive list). Sesuai
pasal 2 ayat 3, perjanjian MNP menegaskan
bahwa setiap negara anggota ASEAN tetap
memiliki otoritas untuk menerapkan peraturan
nasional masing-masing dalam melaksanakan
implementasi perjanjian. Bagi Indonesia,
hukum mengenai tenaga kerja asing di atur di
dalam UU 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
MNP juga menegaskan bahwa perpindahan
tenaga kerja profesional di ASEAN, hanya dapat
dilakukan melalui kontrak kerja sama antar
badan hukum (juridical persons) di ASEAN
atau melalui investasi badan hukum satu negara
ASEAN di negara ASEAN lainnya.
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C. Investasi

Kerja sama investasi di ASEAN dipandu oleh
ASEAN Comprehensive Investment Agreement
(ACIA) yang telah berlaku (entry into force/EIF)
mulai tanggal 29 Maret 2012. Tujuan utama yang
hendak dicapai adalah menciptakan kawasan
investasi ASEAN yang liberal dan transparan
sehingga dapat meningkatkan arus investasi

ke kawasan. ACIA memuat empat pilar kerja
sama investasi ASEAN, yakni liberalisasi,
proteksi, fasilitasi, dan promosi. Prinsip
utamanya adalah keterbukaan/transparansi,
perlakuan yang sama, dan international best
practices. Indonesia telah meratifikasi ACIA
tanggal 8 Agustus 2011 melalui Perpres No.

49 Tahun 2011 tentang Pengesahan ASEAN

Comprehensive Investment Agreement.

Forum kerja sama investasi di ASEAN berada di
bawah ASEAN Investment Area (AIA) Council
yang merupakan Ministerial Body yang berada
dibawah koordinasi ASEAN Economic Ministers
yang bertanggung jawab untuk mengawal
implementsi ACIA. Dalam melaksanakan
tugasnya AIA dibantu oleh Coordinating

Committee on Investment (CCI).

Negara-negara ASEAN-6 (Brunei, Indonesia,
Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand)
tetap menjadi sumber utama dalam intra-
ASEAN FDI, dengan rata-rata share sebesar
97.6% sejak tahun 2008-2016. Coordinating
Commitee on Investment (CCI) telah menyusun
Protocol to Amend ACIA. Indonesia dalam hal
ini, telah meratifikasi Protocol to Amend ACIA
tersebut pada tanggal 12 Agustus 2015 melalui
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Perpres No. 92 Tahun 2015 tentang Pengesahan
Protocol to Amend ACIA.

D. ASEAN Single Window

Pada tanggal 9 Desember 2009, Negara
Anggota ASEAN (ASEAN Member States
atau AMS) menandatangani perjanjian
pembentukan ASEAN Single Window (ASW).
ASW dimaksudkan untuk mendukung
integrasi ekonomi kawasan, khususnya dalam
fasilitasi perdagangan (trade facilitation) dan
memperlancar arus pergerakan perdagangan
barang. ASW merupakan platform yang
terintegrasi dengan National Single Window
masing-masing AMS guna memperlancar
pertukaran data kepabean secara elektronik
untuk pengurusan perijinan dan dokumen

lainnya.

Indonesia beserta Malaysia, Singapura, dan
Thailand telah melakukan pertukaran data
secara langsung untuk formulir elektronik D
ATIGA melalui ASW. Pengembangan ASW
mendapat dukungan dari US-ACTI (ASEAN
Connectivity for Trade and Investment),
termasuk program-program capacity-building
untuk negara-negara yang membutuhkannya,

khususnya negara CLM.
E. Kerja Sama Jasa Keuangan

Ministerial Understanding on ASEAN
Cooperation in Finance yang ditandatangani di

Menteri Perdagangan, Enggartiaso Lukita bersama
Sekretaris Jenderal, Srie Agustina, Direktur Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional, Arlinda serta Jajaran
Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan berfoto
bersama dalam acara Penutupan Trade Expo Indonesia 2016
yang berlangsung di Jakarta International Expo Kemayoran.
Minggu (16/10). | Sumber Foto: Kementerian Perdagangan
Indonesia

Thailand pada tahun 1997, merupakan kerangka
dasar peningkatan kerja sama ASEAN di bidang
keuangan. Selanjutnya, perundingan jasa
keuangan dilakukan oleh Working Committee
on ASEAN Financial Service Liberalisation
(WCFSL) AFAS. Kerja sama keuangan di
ASEAN ditujukan untuk membangun financial
stability, financial inclusiveness, dan financial
safety net yang dapat menopang ASEAN

Economic Community.

Pada tahun 2011, para Pemimpin ASEAN
mengamanatkan promosi keuangan inklusif.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun
2012 Indonesia telah menyelenggarakan the
1** ASEAN Conference on Financial Inclusion,

ey
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-

ASEAN Financial Literacy Conference di tahun
2013, serta menginisiasi pembentukan WC on

Financial Inclusion tahun 2016.

Untuk memperkuat kerja sama dan

integrasi sektor keuangan, disepakati untuk
menyelenggarakan pertemuan Joint ASEAN
Finance Ministers and Central Bank Governors
(AFMGM). Pertemuan Joint AFMGM pertama
diselenggarakan di tahun 2015. Di sela sela
pertemuan para Menteri Keuangan dan
Gubernur Bank Sentral tanggal 3 Mei 2016,
telah ditandatangani Protocol to Implement
the Seventh Package of Financial Services

Commitments.
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F. Chiang Mai Initiative
Multilateralisation (CMIM)

Salah satu bentuk kerja sama jasa keuangan di
ASEAN adalah melalui Chiang Mai Initiative
Multilateralisation (CMIM) terbentuk pada 24
Maret 2010. CMIM adalah inisiatif ASEAN+3
dengan dua obyektif utama, yakni menyediakan
bantuan likuiditas jangka pendek melalui
selffmanaged reserve pooling arrangement
(pooling fund), dan sebagai suplemen atas
mekanisme keuangan internasional yang
sudah berjalan. Pada bulan April 2011,
ASEAN+3 Macroeconomic Research Office
(AMRO) didirikan sebagai regional monitoring

and surveillance unit yang mendukung

implementasi dari CMIM.

Pada pertemuan ASEAN+3 Menteri Keuangan
dan Gubernur Bank Sentral bulan Mei 2014,
para Menteri Keuangan dan Gubernur

Bank Sentral menegaskan komitmen untuk
memperkuat peran CMIM sebagai jaring
pengaman keuangan regional. Lebih lanjut,
CMIM didorong untuk menjalin kerja sama
dengan institusi keuangan multilateral seperti

IMF, di bidang pengawasan, pengaturan

dukungan likuiditas, serta pembangunan
kapasitas. Pada tataran nasional, Indonesia
berupaya menyejajarkan prosedur CMIM
dengan nasional guna memperkuat efektivitas

dan efisiensi manajemen krisis nasional.

Sejumlah kegiatan CMIM tahun 2016
diantaranya peningkatan porsi keterkaitan
(delinked portion) dengan IMF, Test Run di
tahun 2016 untuk fasilitas resolusi krisis yang
dikaitkan dengan program IMF, penentuan
indikator kualitatif untuk CMIM Precautionary

Line (CMIM-PL) berisi data indikator kunci
ekonomi dan keuangan negara pihak ASEAN+3,

dan periodic review dari perjanjian CMIM.

Pada tanggal 10 Oktober 2014, Indonesia

telah menandatangani perjanjian membentuk
ASEAN+3 Macroeconomic Research Office
(AMRO), di Washington D.C. Amerika Serikat.
AMRO Agreement mulai berlaku pada tanggal
9 Februari 2016, dan AMRO resmi menjadi
sebuah organisasi internasional. AMRO

dibentuk sebagai unit pengawas independen




ASEAN+3 untuk mendukung stabilitas ekonomi
dan keuangan ASEAN+3 serta mendukung
implementasi CMIM. AMRO juga didorong
untuk menjalin kerja sama dengan institusi
keuangan regional dan multilateral, termasuk
dengan Asian Development Bank (ADB), IMF,
dan Bank for International Settlements (BIS),
khususnya di bidang yang akan meningkatkan
kapastias institusi AMRO.

G. KERJA SAMA
KONEKTIVITAS ASEAN

Kerja sama peningkatan konektivitas ASEAN
dilakukan dalam kerangka Master Plan on
ASEAN Connectivity (MPAC) 2025 yang telah
diadopsi pada KTT ke-28 ASEAN pada tanggal
6 September 2016 di Laos. Menindaklanjuti
adopsi ini, pada tanggal 10 Januari 2017 telah
diselenggarakan Stand-Alone ACCC Meeting on
the MPAC 2025 Implementation Arrangements
di Sekretariat ASEAN, Jakarta. MPAC 2025

ini menggantikan MPAC 2010 yang memuat

memuat tiga pilar utama, yaitu

i.  konektivitas fisik/infrastruktur (physical),
ii. kelembagaan (institutional), dan

iili. antarmasyarakat (people-to-people).

MPAC merupakan solusi ASEAN menghadapi
tantangan masih kurang terhubungnya
antarnegara anggota dalam proses
pembangunan Masyarakat ASEAN pada tahun
2025.

Dalam rangka merealisasikan MPAC telah
dibentuk beberapa mekanisme guna memonitor
dan mendukung implementasinya. Mekanisme
dimaksud di antaranya adalah ASEAN
Connectivity Coordinating Committee (ACCC),
National Coordinators, dan Sekretariat ASEAN.
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ACCC bertugas untuk mengawasi implementasi
MPAC dan membangun kemitraan dengan
Mitra Wicara dan organisasi/badan
internasional dalam merealisasikan konektivitas
ASEAN. Dalam kaitan itu, perwakilan Indonesia
sebagai anggota ACCC dijabat oleh Wakil Tetap/
Duta Besar Rl untuk ASEAN.

Adapun lima strategic area yang menjadi fokus
agenda MPAC 2025, yaitu:

SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE

Tujuan dari strategi ini adalah untuk
mengoordinasikan sumber daya untuk
mendukung seluruh siklus proyek infrastruktur
di ASEAN, termasuk persiapan proyek,
peningkatan produktivitas infrastruktur, dan
capacity building. Strategi ini juga mencakup
pertukaran pengetahuan mengenai model
“smart urbanization” di negara-negara

anggota ASEAN yang secara bersamaan dapat
mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas

hidup yang baik.

DIGITAL INNOVATION

Nilai teknologi digital di ASEAN berpotensi
mencapai US$ 625 miliar pada tahun 2030 (atau
sekitar 8 persen dari perkiraan GDP ASEAN
tahun 2030), yang berasal dari peningkatan
efisiensi, produk dan jasa baru, dan lain-lain.
Dalam rangka merealisasikan potensi tersebut,
dibutuhkan penyusunan kerangka regulasi
layanan jasa digital baru (seperti manajemen
data dan jasa keuangan digital); pertukaran best
practices untuk open data; dan peningkatan
akses teknologi digital oleh Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM).

SEAMLESS LOGISTICS

Kemajuan konektivitas ASEAN memerlukan
sistem logistik yang baik. Meskipun demikian,
efisiensi logistik belum meningkat sesuai
target MPAC, dengan ukuran waktu dan
biaya transportasi yang dibutuhkan. Salah
satu tantangan dasar adalah permasalahan
koordinasi antarinstansi pemerintah dan

kurangnya pertukaran best practice.

Oleh karena itu, terdapat kesempatan untuk
menciptakan mekanisme yang mendukung
kolaborasi lebih baik di antara perusahaan
logistik, institusi pendidikan, dan negara-negara
anggota ASEAN. Mekanisme tersebut dapat
membantu
i.  mengidentifikasi bottlenecks di wilayah-
wilayah kunci supply chain kawasan;

ii. mengumpulkan dan bertukar best
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practices tentang bagaimana mengatasi
permasalahan-permasalahan di kawasan;
dan

iii. mengidentifikasi area kebijakan penting

yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

REGULATORY EXCELLENCE

Terdapat kebutuhan untuk menanamkan
good regulatory practice (GRP) dalam
persiapan, penerapan, dan implementasi
peraturan, regulasi, dan prosedur di kawasan.
Tujuan strategi ini adalah untuk mendukung
implementasi kebijakan kunci pada agenda
konektivitas ASEAN, terutama pada
harmonisasi standar, pengakuan bersama

dan regulasi teknis, serta penanganan distorsi

perdagangan non-tarif.

Peresmian jalur RORO Bitung-General Santos-Davao semakin mempermudah konektivitas
transportasi laut di ASEAN.
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PEOPLE MOBILITY

Pembatasan berpergian bagi warga negara
ASEAN di dalam kawasan merupakan masa
lalu. Meskipun demikian, masih ada peluang-
peluang untuk meningkatkan mobilitas di
ASEAN. Peluang-peluang tersebut termasuk
memfasilitasi perjalanan wisata dengan
mengatasi kurangnya informasi mengenai

opsi perjalanan dan menyediakan mekanisme
yang lebih sederhana dalam pengajuan
permohonan visa. Selain itu, terdapat peluang
untuk memperkuat mobilitas keterampilan di
kawasan dengan menyusun kerangka kualifikasi
pada pekerjaan kejuruan yang penting, serta
untuk mendorong mobilitas antarmahasiswa di
universitas seluruh ASEAN.

Saat ini, masih terdapat beberapa initiative
MPAC 2010 yang dilanjutkan hingga MPAC
2025, termasuk jalur pelayaran laut Roll-on/
Roll-off (RoRo). Adapun perkembangan

terakhir implementasinya, yaitu:

a. Dumai—Malaka

Pengembangan infrastruktur di pelabuhan
Dumai sudah rampung dan siap untuk
mengoperasionalisasikan rute Dumai-Malaka.
Malaysia di lain pihak berkomitmen akan
mengoperasionalkan rute Dumai-Malaka
karena rute tersebut sejalan dengan Malaka

Development Master Plan.

b. Belawan—Penang—Phuket Triangle Route
Indonesia tetap berkomitmen untuk melakukan
pembangunan rute Belawan—Penang—Phuket
Triangle Route. Malaysia menyampaikan bahwa
hambatan pengembangan rute tersebut adalah
kekurangan infrastruktur dan fasilitas sehingga

membutuhkan investasi yang besar.

c. Davao/General Santos—Bitung

Jalur pelayaran laut Bitung-Davao/General
Santos telah diluncurkan oleh Presiden Filipina
dan Presiden RI di sela-sela KTT ke-12 BIMP-
EAGA di Davao, Filipina pada tanggal 30 April
2017

H. KERJA SAMA
TRANSPORTASI ASEAN

Kuala Lumpur Transport Strategic Plan
(KLTSP) disepakati dan diadopsi pada
Pertemuan ke-21 ASEAN Transport Ministerial
/ATM (November 2015) sebagai lanjutan dari
ASEAN Strategic Transport Plan / Brunei Action
Plan (BAP). KLTSP merupakan dokumen
pedoman kebijakan regional berisi 30 target
spesific, 78 aksi dan 221 titik capaian di bidang
transportasi udara, darat, maritim, sustainable
transport serta fasilitasi transportasi.

Pada pertemuan ke-22 ATM bulan November
2015, para Menteri Transportasi ASEAN

menyetujui dan menyepakati:

a. ASEAN Intelligent Transport System (ITS)
Policy Framework 2.0;

b. Framework of Cooperation for Near Coastal
Voyages (NCV) Certicates of Competency;
dan

c. TOR forthe ASEAN-US Aviation
Cooperation.

TRANSPORTASI UDARA

Dalam bidang kerja sama transportasi
udara, ASEAN Open Sky Policy merupakan
kesepakatan untuk membuka hak lintas dan
angkut udara (penumpang dan barang) antar

sesama anggota negara ASEAN dengan tujuan

akhir membentuk ASEAN Single Aviation
Market (ASAM). ASEAN Open Sky hanya

menegosiasikan hak angkut udara (Freedoms of
the Air) ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5.

TRANSPORTASI LAUT

Kerja sama transportasi laut di ASEAN
ditujukan untuk membentuk ASEAN Single
Shipping Market serta perwujudan jaringan
kapal angkut antar pulau atau RORO dengan 3
jalur prioritas, yaitu Dumai—Malaka, Belawan—
Penang—Phuket Triangle Route, Davao/General
Santos—Bitung.

TRANSPORTASI DARAT DAN
TRANSPORT FACILITATION

Isu utama yang dibahas adalah perwujudan
ASEAN Highway Network (AHN) dan
Singapore-Kunming Rail Link (SKRL). Ruas
jalan di Indonesia yang termasuk AHN adalah
ruas jalan Merak-Cikampek, Cikampek-
Semarang, Semarang-Banyuwangi, dan

Gilimanuk-Denpasar.

I. KERJA SAMA ENERGI
ASEAN

Kerja sama energi di kawasan ASEAN tertuang
dalam ASEAN Plan of Action on Energy
Cooperation (APAEC). Tema APAEC 2016-2025
Phase 1 adalah “Enhancing Energy Connectivity
and Market Integration in ASEAN to Achieve
Energy Security, Accessibility, Affordability and
Sustainability for All“ dengan target yang ingin
dicapai 7 (tujuh) programme area:

a. ASEAN Power Grid (perdagangan listrik);

b. Trans ASEAN Gas Pipeline (konektifitas
ketahanan energi dan aksesibiltas jaringan
pipa);

c. Coal and Clean Coal Technology / CCT
(meningkatkan citra batubara);

d. Energy Efficiency and Conservation
(mengurangi intensitas energi sebesar 20%
tahun 2020 basis tahun 2005);

e. Renewable Energy/RE (target aspirasi
Renewable Energy sebesar 23% tahun
2025);

/- Regional Energy and Policy Planning (profil
energi yang lebih baik dalam kerangka
internasional); dan

g. Civilian Nuclear Energy (meningkatkan

kemampuan dalam bidang energi nuklir).

Dalam kerja sama ASEAN Power Grid, ASEAN
berkomitmen untuk mendorong pelaksanaan
proyek prioritas ASEAN Power Grid, antara
lain Proyek APG Sarawak-Kalimantan Barat
yang telah berhasil dilaksanakan pada 20
Januari 2016, serta pelaksanaan Laos-Thailand-
Malaysia-Singapura Power Integration Project
(LTMS-PIP) tahun 2018. Pada Pertemuan

ke-34 AMEM di Nay Pyi Taw, Myanmar, 19-23
September 2016 telah dilakukan penandatangan
MOU LTMS-PIP phase 1 oleh tiga negara yakni
Laos, Thailand dan Malaysia. Sementara
Singapura akan ikut terlibat pada fase
berikutnya.

Terkait dengan kerja sama Trans ASEAN
Gas Pipeline, Total konektivitas jaringan pipa



gas (gaspipeline) saat ini menjadi 3.673 km.
Dalam memenuhi kebutuhan gas di ASEAN,
konektivitas pengiriman gas dilakukan secara
bilateral maupun multilateral dan pengiriman
Liquefied Natural Gas (LNG) melalui virtual
pipeline berupa LNG Storage dan fasilitas
regasification.

Untuk mendorong operasionalisasi ASEAN
Petroleum Security Agreement Coordinated
Emergency Response Measures (APSA

CERM), akan dilakukan kajian terhadap APSA
disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat
ini. Kajian ini akan menyebabkan beberapa
revisi pada APSA.

I. Kerja Sama Ketahanan
Pangan ASEAN

Pada tahun 2009, para Pemimpin ASEAN
menyepakati Statement on Food Security

in the ASEAN Region dengan komitmen
utama: ketahanan pangan sebagai ‘a matter

of permanent and high priority policy”.
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Kerangka utama kerja sama ketahanan pangan
ASEAN kemudian dituangkan dalam ASEAN
Integrated Food Security Framework (AIEFS),
yang diuraikan secara lebih teknis dalam

Strategic Plan of Action on Food Security in

the ASEAN Region (SPA-FS). Melengkapi
kerangka tersebut, ASEAN+3 memiliki project
ASEAN Food Security Information System
(AFSIS) dan menyepakati ASEAN Plus Three
Comprehensive Strategy on Food Security and
Bioenergy Development beserta Strategic Plan
of Action on Food Security (SPA-FS) 2011-2013.
Pada Juni 2012 dimulai pelaksanaan ASEAN
Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement
(APTERR) untuk menjaga cadangan beras
dalam keadaan darurat. APTERR mempunyai
cadangan beras sebanyak 787 ribu ton, yang
akan dimanfaatkan jika terjadi bencana alam.
Pada Pertemuan ke-36 ASEAN Ministers on
Agriculture and Forestry (AMAF) di Myanmar,
September 2014, menyetujui SPA-FS fase kedua
yakni untuk tahun 2015-2019. Selanjutnya
pada Pertemuan AMAF ke-37, September
2015, ASEAN telah menyepakati rencana
strategis, Kerjasama ASEAN dibidang Pangan,

Pertanian, dan Kehutanan tahun 2016-2025,
dengan visi “Pertanian dan Kehutanan yang
kompetitif, inklusif, tangguh dan berkelanjutan,
dan terintegrasi dengan ekonomi global, yang
berdasarkan pasar tunggal, berbasis produksi
yang berkontribusi kepada ketahanan pangan,
nutrisi dan kesejahteraan komunitas ASEAN”.
Untuk mengukur implementasi SPA-Food,
Agriculture and Forestry 2016-2025, Pertemuan
Special SOM AMAF ke-37 (Agustus 2016)
menyetujui pengembangan Key Performance
Indicators (KPIs) of the SPA-Food, Agriculture
and Forestry 2016-2025. Selain itu juga
disepakati Strategic Plan of Action untuk sektor
tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan

kehutanan.

J. Kerja Sama Perikanan
ASEAN

Dalam rangka mewujudkan kerja sama
perikanan yang komprehensif, kerangka

kerja sama perikanan dibawah pilar ekonomi
ASEAN diatur dalam 3 instrumen. Pertama,
Southeast Asia Fisheries Development Center
(SEAFDEC), yang dibentuk tahun 1967,
dengan tujuan mendorong pengembangan
sektor perikanan secara berkelanjutan.
Kedua, ASEAN Fisheries Consultative Forum
(AFCF), dibentuk Oktober 2008, menggantikan
ASEAN Regional Fisheries Management
Mechanism (ARFMM) di bawah kerangka
ASEAN Working Group on Fisheries/ ASWGFi
(dibawah koordinasi Pertemuan Menteri
Pertanian ASEAN/AMAF). Terakhir, ASEAN
juga menjalin kerja sama dengan SEAFDEC,
di bawah payung "ASEAN-SEAFDEC Strategic
Partnership (ASSP)”.

Konsep Strategic Plan of Action (SPA) for
ASEAN Cooperation on Fisheries (2016-2020)

telah disetujui pada ASEAN Sectoral Working

Group on Fisheries (ASWGFi) (Juni 2016)

lalu disahkan pada pertemuan Special Senior

Officials Meeting of the ASEAN Ministers on

Agriculture and Forestry (Special SOM AMAF)

(22-25 Agustus 2016).

Berikut merupakan capaian kerja sama

perikanan ASEAN sejauh ini:

a. Regional Guidelines for Preventing the
entry of Fish and Fishery Products from IUU
Fishing into the Supply Chain.

b. ASEAN Catch Documentation Scheme
(ACDS).

c. Regional Fishing Vessel Record (RFVR).

d. ASEAN Good Aquaculture Practices (GAqP).

e. Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration
on Combating IUUF and Enhancing the
Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery
Products.
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Forum kerja sama perikanan di ASEAN

saat ini hanya ada di tingkat working group.
Untuk memberikan bobot politis yang lebih
tinggi bagi kerja sama penanggulangan IUU
Fishing, diperlukan forum pembahasan dengan
tingkat yang lebih tinggi. Indonesia terus
mendorong pengelolaan sektor perikanan
yang berkelanjutan (sustainable fisheries)

di tingkat ASEAN. Termasuk dalam hal ini
adalah melakukan langkah kebijakan yang
komprehensif untuk mengatasi [IUUF dan
over-fishing. Indonesia juga mendorong
pembangunan sistem [UUF untuk pengawasan
dan sertifikasi produk perikanan guna
menghindari produk hasil [UUF masuk dalam

rantai pasok regional.

1
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K. Kerja Sama UMKM ASEAN

Kerja sama ASEAN di bidang Usaha Kecil

dan Menengah telah dirintis sejak tahun

1985 melalui pembentukan ASEAN Working
Group on Small and Medium Enterprises
Agencies. Kerja sama UMKM ASEAN dipandu
oleh ASEAN Strategic Asction Plan for SME
Development (SAP SMED) 2012—2015. Di
ASEAN, UMKM merupakan tulang punggung

perekonomian dengan statistik:

i) jumlah total mencapai 96% dari seluruh
perusahaan di ASEAN; ii) kontribusi
penyerapan tenaga kerja sekitar 50—97%; iii)

kontribusi terhadap PDB sekitar 30—60%, dan;
iv) kontribusi terhadap ekspor sekitar 19—31%.

Secara umum, UMKM di ASEAN memiliki
tantangan utama, yaitu akses kepada keuangan/
permodalan, teknologi, dan pasar. Di
Indonesia, rendahnya semangat kewirausahaan
dan kemampuan manajerial menjadi juga

tantangan lainnya.

Pada Pertemuan ke-47 ASEAN Economic
Ministers’ Meeting (AEM) bulan Agustus 2015,
para Menteri Ekonomi telah mengesahkan
ASEAN Strategic Action Plan for SME
Development (SAP SMED) 2016-2025 (SAP
SMED 2025) yang disahkan pada KTT ke-27,
November 2015. SAP SMED 2025 ditargetkan
pada peningkatan produktifitas, teknologi

dan inovasi, akses keuangan, akses pasar dan
internasionalisasi, kebijakan dan peraturan,

serta wirausaha dan kapasitas SDM.

Pada Pertemuan Pertama ASEAN Coordinating
Committee on Micro, Small, and Medium
Enterprises (ACCMSME) (Singapura, 30 Mei -3
Juni 2016), ASEAN membahas implementasi
ASEAN Strategic Action Plan for SME
Development (SAP SMED) 2016-2025 dan
kerjasama dengan badan terkait dan organisasi
multilateral. The Second ASEAN Coordinating
Committee on Micro, Small, and Medium
Enterprises (the 2nd ACCMSME) pada 21 -

25 November 2016 di Bandar Seri Begawan
menghasilkan ASEAN Strategic Action Plan for
SME Development (SAP SMED) 2016-2025.
Program kunci yang dikoordinir oleh Indonesia
adalah proyek ASEAN Business Incubator
Network (ABINet) atas dukungan Japan-ASEAN
Incubator Fund (JAIF) yang akan dimulai Juni
2017 — Mei 2019. Diharapkan dapat mendorong
kemajuan pengembangan UMKM inovatif
pemula di kawasan ASEAN melalui inkubator

bisnis dan teknologi.

Kementerian Luar Negeri mendorong UKM Indonesia mampu menembus pasar ASEAN dengan menggelar CEO Forum 2017:

Sharing of Success Stories, Experiences and Best Practices, menghadirkan narasumber pengusaha Indonesia yang telah go
ASEAN seperti dari Ciputra Group, Martha Tilaar Group, Alfamart, PT. Dua Kelinci dan Kebab Turki Baba Rafi.
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L. Kerja Sama
Pariwisata ASEAN

Kerja sama ASEAN di bidang pariwisata diatur
dalam ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP)
2016 -2025. ATSP mengusung visi ASEAN as
single destination, yang akan memberikan
kontribusi signifikan kepada socio-economy
masyarakat ASEAN dengan tagline “One
Community Towards Sustainability”. Target
outcomes kerja sama pariwisata ASEAN
adalah menjadikan ASEAN sebagai tujuan
pariwisata yang berkualitas tinggi yang mampu
menawarkan pengalaman ASEAN yang

unik, beragam, serta memegang teguh nilai

kebudayaan, pembangunan berkelanjutan serta

Lokasi: Pulau Padar, Floresindonesia

pembangunan sektor Pariwisata yang inklusif

(sustainable, balanced and inclusive tourism).

Untuk mendukung pergerakan tourism
professionals, ASEAN telah menandatangani
Agreement on the Establishment of Regional
Secretariat on the Implementation of MRA
TP di Jakarta pada tanggal 30 Desember
2015. Sekretariat Regional ini akan berlokasi
di Jakarta dengan fokus pada program
capacity building untuk tourism professionals

di ASEAN dengan melakukan training, uji

kompetensi, dan sertifikasi. Selain itu, ASEAN
TP Registration System/ATPRS (www.atprs.
org) telah secara resmi diluncurkan di Jakarta
pada 9 Agustus 2016. ATPRS merupakan media
untuk memfasilitasi pendaftaran para tourism
professionals dan pemangku kepentingan
MRA-TP terkait lainnya. Indonesia sedang
dalam tahap akhir proses ratifikasi Agreement
on the Establishment of the ASEAN Regional
Secretariat on the Implementation of MRA TP

melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Lokasi: Candi Borobudur, Magelang, Indonesia

M. Kerja Sama Telekomunikasi
dan Teknologi Informasi

Dokumen ASEAN ICT Masterplan (AIM)
2015 disahkan pada pertemuan ke-10 ASEAN
Telecommunication and I'T Ministers Meeting
(TELMIN) pada Januari 2011. Dokumen

tersebut mencakup 6 strategic thrust, yakni:

(i) transformasi ekonomi, (ii) pendekatan dan
pemberdayaan masyarakat, (iii) inovasi, (iv)
pengembangan infrastruktur, (v) peningkatan

SDM, dan (vi) penghubung kesenjangan digital.

Implementasi AIM 2015 dikoordinir oleh
TELMIN dengan melibatkan ASEAN
Telecommunications and IT Senior

Officials Meeting (TELSOM) dan ASEAN
Telecommunication Regulators’ Council (ATRC)
dalam mendukung pembuatan kebijakan. Selain
itu, juga dibentuk ASEAN ICT Center untuk
mengawasi pelaksanaan seluruh program AIM
2015.

Selama periode 2011-2015, terdapat 29 langkah

— 66

Untuk mendukung pergerakan tourism professionals, ASEAN telah

menandatangani Agreement on the Establishment of Regional

Secretariat on the Implementation of MRA TP di Jakarta pada tanggal

30 Desember 2015.



aksi dan 87 proyek AIM 2015 yang telah selesai
diimplementasikan. Pasca 2013, telah diadopsi
ASEAN ICT Masterplan (AIM) 2020 pada
Pertemuan TELMIN ke-15 bulan November
2015. AIM 2020 mengedepankan aspek-aspek

(i) ICT in the Single Market, (ii) New Media
and Content, dan (iii) Information Security
and Assurance, tanpa mengabaikan 6 strategic
thrust yang tertera dalam dokumen AIM 2015.

Pada pertemuan TELMIN ke-16 bulan
November 2016, disahkan sejumlah dokumen
diantaranya:

(i) ASEAN Personal Data Protection
Framework, (ii) ASEAN Framework on
Security, dan (iii) Brunei Darussalam
Declaration.

Pada Pertemuan tersebut, Indonesia
mengusulkan beberapa proposal kegiatan
diantaranya (i) ASEAN Cyber Wellness
Training of Tutors dan (ii) Framework for
Infrastructure Investment to Balance Policy
Goals of Broadband Development and OTT
Expansion.

N. Kerja Sama Sains,
Teknologi, dan Informasi

Kerja sama ASEAN di bidang sains dan
teknologi pertama kali dicetuskan pada

pertemuan Ad-hoc Committee on Science and

Technology di Jakarta tanggal 27-29 April 1970.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa

tujuan kerja sama ASEAN di bidang sains dan

teknologi yakni:

f.  menginisiasi dan mengintensifkan kerja
sama regional dalam bidang sains

g. menghasilkan dan mempromosikan

w1
w1

pengembangan tenaga ahli dan tenaga
kerja dalam bidang sains dan teknologi di
kawasan ASEAN

h. memfasilitasi dan mempercepat transfer
perkembangan sains dan teknologi antar
negara anggota ASEAN serta dari negara
industri maju ke kawasan ASEAN

i.  memberikan dukungan dan bantuan dalam
aplikasi hasil penelitian dan penggunaan
sumber daya alam yang lebih efektif di
kawasan ASEAN

j- memberikan dukungan terhadap

implementasi program ASEAN

Pada tahun 1971, ad hoc meeting tersebut
diinstitusionalisasikan menjadi ASEAN
Permanent Committee on Science and
Technology (PCOST). Pada tahun 1978, PCOST
berubah nama menjadi ASEAN Committee on
Science and Technology (COST).

Untuk mendorong pengembangan sains dan
teknologi, COST membentuk ASEAN Plan of
Action on Science and Technology (APASTT).
APASTT untuk periode 2016-2025 telah disahkan
pada bulan November 2015 oleh 16" ASEAN
Ministerial Meeting on Science and Technology.
Visi APASTI 2016-2025 adalah A Science,
Technology and Innovation-enabled ASEAN,
which is Innovative, competitive, vibrant,

sustainable and economically integrated.

Adapun tujuan APASTI 2016-2025 adalah:

1. Sains, teknologi, dan inovasi (STI) menjadi
solusi tantangan utama dari abad saat ini;

2. Ekonomikawasan yang terintegrasi yang
melibatkan kolaborasi antara sektor publik
dan privat terutama UMKM dan percepatan
mobilisasi tenaga ahli;

3. Kesadaran yang tinggi terhadap sains,
teknologi, dan inovasi dan dampak

menguntungkan dari STI pada tingkat dasar
(bottom of the pyramid);

4. Perekonomian yang didorong oleh inovasi
dengan enkulturasi STI dan sistem yang
menumbuhkan dan memberlanjutkan STI
melalui penguatan teknologi informasi dan
komunikasi dan sumber daya ahli pemuda,
wanita, sektor privat;

5. Kolaborasi R&D yang aktif, komersialisasi
teknologi dan kewirausahaan serta jaringan
centre of excellence;

6. Sistem manajemen STl yang terpadu dalam
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 untuk
mendukung inovasi ASEAN mencapai
pasar global yang mempromosikan inovasi,
integrasi, dan memperkecil kesenjangan
pembangunan antar negara anggota
ASEAN.

Untuk mencapai tujuan tersebut, COST
memiliki 4 thrust yakni:

Thrust 1: Meningkatkan kolaborasi strategis
antar akademisi, institusi penelitian, jejaring
centres of excellence, dan sektor privat untuk
menciptakan ekosistem yang efektif untuk
pengembangan kapabilitas, transfer teknologi,

dan komersionalisasi.

Thrust 2: Meningkatkan mobilitas ilmuwan
dan peneliti, konektivitas people-to-people dan
memperkuat keterlibatan wanita dan pemuda
dalam STI.

Thrust 3: Membentuk sistem yang inovatif, dan
kemitraan strategis dengan mitra dialog dan
mitra lainnya untuk memperkuat perusahaan
yang bergerak dibidang STT untuk mendukung
UMKM, memperkuat penciptaan ilmu, dan
aplikasi STI untuk meningkatkan daya saing.

Thrust 4: Meningkatkan kesadaran publik
dan memperkuat enkulturasi STI untuk

meningkatan kerja sama sain dan teknologi di

ASEAN.

Pada tahun 2016, COST yang semula berada

di bawah pilar sosial budaya dipindah ke

pilar ekonomi. Perpindahan ini didasarkan
pada upaya memajukan perekonomian yang
perlu disokong dengan Sains, Teknologi, dan
Inovasi (STI). Capaian COST selama tahun
2016 diantaranya adalah peluncuran Exchange
Programme for Young ASEAN Officials di
bawah Sakura Science Plan, Japan-ASEAN
Science, Technology and Innovation Platform
(JASTIP) dan Young Southeast Asian Leaders
Initiative (YSEALI). Selain itu, COST juga
telah melaksanakan 7" ASEAN Plus Three
Teacher Workshop and Student Camp dan 5"
ASEAN Plus Three Junior Science Odyssey yang
bertujuan untuk melakukan pembinaan bagi
siswa berbakat sains beserta pembimbingnya.
Pada tahun yang sama, 2 pelajar dari Indonesia
dan Singapura berhasil mendapatkan 1 Da
Vinci Science Award and Scholarship yang
merupakan salah satu inisiatif dari ASEAN Plus
Three Center for the Gifted in Science (ACGS).

56



3. KERJA SAMA
EKONOMI ASEAN+1

Dalam upaya mengintegrasikan ekonomi
ASEAN dengan ekonomi global, ASEAN telah
melakukan serangkaian kerja sama dengan
beberapa mitra wicara dalam bentuk kerja sama
FTA+1.

A. ASEAN-Australia-New
Zealand FTA (AANZFTA)

Kerja sama ekonomi ASEAN-Australia-Selandia
Baru dilakukan kerangka ASEAN-Australia-
New Zealand Free Trade Area Agreement
(AANZFTA). Proses negosiasi AANZFTA
dimulai pada tahun 2005 dan ditandatangani
oleh para Menteri Ekonomi ASEAN, Australia,
dan Selandia Baru pada tanggal 27 Februari
2009 di Hua Hin, Thailand. AANZFTA secara
signikan telah meningkatkan hubungan
perdagangan dan investasi para pihak. Volume
perdagangan ASEAN dengan Australia pada
tahun 2015 mencapai USD 51,79 milyar
sedangkan dengan New Zealand mencapai USD
8,46 milyar. AANZFTA juga dipandang sangat
penting untuk mendekatkan hubungan people-

to-people kedua negara.

Di bidang Economic Cooperation, sampai
dengan akhir Desember 2015 terdapat 34
proyek dari 59 proyek Economic Cooperation
Work Programme (ECWP) yang telah
dilaksanakan, dan 7 proyek yang sedang
dalam proses implementasi serta 6 proyek
substantially completed. Total pendanaan

seluruh kegiatan (Januari-Desember 2015)

sebesar AUD 4.3 juta, menggunakan anggaran
AANZFTA Economic Cooperation Support
Programme (AECSP).

B. ASEAN-China FTA (ACFTA)

Pada Pertemuan ke-16 ASEAN-China Summit
tanggal 9 Oktober 2013 di Bandar Seri Begawan,
Brunei Darussalam, para Kepala Negara/
Pemerintahan ASEAN dan RRT menyambut
inisiatif untuk melakukan upgrading ASEAN

— China FTA. Adapun latar belakang dari
upgrading ASEAN-China FTA tersebut adalah
untuk meningkatkan ACFTA guna dapat
merespon perkembangan arsitektur ekonomi
dunia. Perundingan upgrading ACFTA telah
dilaksanakan sebanyak 4 putaran, dengan
perundingan terakhir di Beijing pada tanggal
26-30 Oktober 2015. Pertemuan berhasil
menyelesaikan Protocol to Amend the
Framework Agreement on Comprehensive
Economic Cooperation and Certain Agreements

thereunder.

Protocol to upgrade ditandatangani oleh
Menteri Ekonomi ASEAN dan RRT di sela-
sela pelaksanaan ASEAN Summit di Kuala
Lumpur pada tanggal 22 November 2015.
Protokol ini meliputi beberapa elemen
penting dalam kerjasama ekonomi kedua
pihak yaitu perdagangan barang (kepabeanan
dan fasilitasi perdagangan), jasa, investasi,
dan kerjasama ekonomi teknik. Protokol ini

diharapkan dapat meningkatkan akses pasar

Lokasi; The Bund, Shanghai




dan menyeimbangkan neraca perdagangan
kedua pihak. Hal ini terutama karena telah
disepakatinya pelonggaran persyaratan asal
barang (ROO) oleh RRT bagi sejumlah produk
ekspor unggulan ASEAN seperti tekstil dan
produk tekstil, kayu dan produk kayu, furnitur,
kertas dan produk kertas, produk kimia dasar
dan hilir, bijih besi, pupuk, plastik dan produk
plastik, besi baja, produk logam, otomotif,
pesawat, dan alas kaki. Protokol tersebut mulai
entry into force pada tanggal 1 Juli 2016 dan
Indonesia saat ini sedang dalam proses ratifikasi
Protokol dimaksud.

Indonesia mendorong realisasi target
perdagangan dua arah sebesar USD 1 trilyun
dan target total investasi sebesar USD 150
milyar pada tahun 2020, dengan fokus utama
penyeimbangan neraca perdagangan baik
antara RRT-ASEAN maupun RRT dengan

masing-masing negara anggota ASEAN.

C. ASEAN-Hong Kong FTA
(AHKFTA)

Perundingan ASEAN-Hong Kong Free Trade
Agreement (AHKFTA) bergulir sebagai
pelaksanaan dari amanat pemimpin ASEAN
pada KTT ke-23 (Oktober 2013). Para Menteri
Ekonomi ASEAN sepakat melakukan negosiasi
AHKFTA berdasarkan permintaan Hong
Kong untuk mengaksesi ASEAN-China Free
Trade Agreement. Sampai saat ini, ASEAN
dan Hong Kong telah melaksanakan sembilan
putaran perundingan. AHKFTA diharapkan
akan ditandatangani pada tahun 2017.
Indonesia mengharapkan adanya nilai tambah
dan balanced outcome pada AHKFTA untuk
memastikan manfaat dari perjanjian. Hal ini

dapat ditempuh melalui kerja sama capacity

building dan sektor jasa utamanya di sektor

finansial/perbankan ataupun Movement of
Natural Person (MNP).

D. ASEAN-India FTA (AIFTA)

Framework Agreement on Comprehensive
Economic Cooperation between ASEAN and
India ditandatangani para Pemimpin ASEAN
dan India pada bulan Oktober 2003. Kerja sama
ini dilanjutkan penandatanganan AIFTA Trade
In Goods (TIG) Agreement (Agustus 2009),
berlaku efektif bagi India, dan ASEAN kecuali
Laos dan Kamboja. Total nilai perdagangan
ASEAN dengan India mengalami peningkatan
yang signifikan dari USD 37.2 milyar di tahun
2007 menjadi USD 58,715 milyar di tahun 2015.
Surplus neraca perdagangan ASEAN-India juga
mengalami peningkatan dari USD 12.4 milyar
menjadi USD 19.75 milyar di tahun 2015.

Dibidang perdagangan jasa dan investasi,
ASEAN dan India telah menandatangani
ASEAN-India Trade in Services Agreement
dan ASEAN-India Investment Agreement

pada ASEAN Economic Ministers Meeting
ke-46 secara ad-referendum. Indonesia, saat

ini masih dalam proses penyelesaian prosedur
domestik untuk meratifikasi kedua perjanjian
tersebut. Untuk proses ratifikasi ASEAN-India
Investment Agreement, Indonesia memutuskan
untuk menunda seiring dengan revisi Bilateral

Investment Treaty.

Pertemuan ke-19 ASEAN India SOM di New
Delhi bulan April 2017 mencatat bahwa
hingga Maret 2017 tercatat 21 prioritas kerja
sama tahun 2016-2018 yang telah tercapai.
Lebih lanjut, India menyampaikan kembali
peningkatan kontibusi India sebesar US$ 50
juta pada ASEAN-India Fund yang fokus pada
proyek di bidang otomotif, keanekaragaman
hayati, kesehatan, kepemudaan dan

pembangunan kawasan Mekong-Gangga.

Dengan jumlah penduduk kedua pihak yang
mencapai lebih dari 1,8 milyar dan kombinasi
GDP lebih dari USD 3.8 trilyun, AIFTA

memberikan manfaat besar mendorong

integrasi ekonomi di kawasan. FTA antara
ASEAN dengan India yang berlaku efektif sejak
Januari 2010 telah membantu meningkatkan
akses pasar produk Indonesia untuk masuk
ke pasar India. Berdasarkan data dari
Kementerian Perdagangan RI, meskipun
volume perdagangan bilateral kedua negara
pada tahun 2015 mencapai USD 14,45 milyar,
menurun 4,27% dibandingkan tahun 2014
yang sebesar USD 16,2 milyar, namun surplus
Indonesia meningkat dari USD 8,29 milyar
(2014) menjadi USD 8,97 milyar (2015).

E. ASEAN-Japan

Lokasi: Sungai Gangga, India
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Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) diusulkan pada KTT ke-19 ASEAN tahun 2011 saat

Keketuaan Indonesia. | Sumber Foto: www.officialgazette.gov.ph

Comprehensive Economic
Partnership (AJCEP)

Landasan pembentukan perdagangan bebas
ASEAN dan Jepang adalah Joint Declaration
of the Leaders of the Comprehensive Economic
Partnertship between ASEAN and Japan yang
ditandatangani pada tanggal 5 Nopember
2002, serta Framework for Comprehensive
Economic Cooperation between ASEAN and
Japan yang ditandatangani tanggal 8 Oktober
2003.

Dalam KTT ASEAN-Japan ke-8, para pemimpin
ASEAN dan Jepang menyepakati Perjanjian
Kerjasama Ekonomi ASEAN-Jepang (AJCEP)
dan mulai dilakukan negosiasi pada bulan
April 2005 dan ditandatangani pada bulan
Maret dan April 2008 secara ad-referendum.
Perjanjian tersebut telah berlaku efektif per 1
Desember 2008.
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AJCEP merupakan perjanjian ekonomi antara
ASEAN dan Jepang yang bersifat komprehensif
serta mencakup bidang perdagangan barang,
jasa, investasi, Sanitary and Phytosanitary
(SPS), Technical Barriers to Trade (TBT)

dan kerjasama ekonomi. Indonesia telah
meratifikasi perjanjian AJCEP melalui
Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2009
tanggal 19 November 2009 tentang Pengesahan
Persetujuan AJCWP.

F. ASEAN-Korea FTA (AKFTA)

Pembentukan ASEAN-ROK Free Trade
Agreement (AKFTA) disepakati pada KTT
ASEAN di Bali, Oktober 2003. Negosiasi
AKFTA dimulai pada awal 2005 dan
Framework Agreement on Comprehensive
Economic Cooperation antara ASEAN-
ROK ditandatangani pada 13 Desember
2005. Perjanjian tersebut disepakati untuk

mewujudkan kawasan perdagangan bebas

melalui mekanisme menghilangkan atau
mengurangi hambatan-hambatan perdagangan
barang baik tarif ataupun non tarif,
peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan
ketentuan investasi, sekaligus peningkatan
aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong
hubungan perekonomian para pihak AKFTA
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat ASEAN dan Korea.

Tujuan AKFTA antara lain adalah memperkuat
dan meningkatkan kerjasama ekonomi,
perdagangan, dan investasi antara negara-
negara anggota, meliberalisasi secara progresif
dan meningkatkan perdagangan barang dan
jasa serta menciptakan suatu sistem yang
transparan dan untuk mempermudah investasi,
menggali bidang-bidang kerjasama yang baru
dan mengembangkan kebijaksanaan yang
tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara
negara-negara anggota, memfasilitasi integrasi
ekonomi yang lebih efektif dari para anggota
ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar,

dan Vietnam-CLMV) dan menjembatani
kesenjangan pembangunan ekonomi diantara

negara negara anggota.

Implementasi nyata AKFTA diharapkan dapat
mendorong pencapaian target perdagangan dua
arah sebesar USD 200 miliar pada tahun 2020.

G. Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP)

Pada KTT ASEAN ke-19 tahun 2011 saat
Keketuaan Indonesia, para Pemimpin ASEAN
sepakat untuk mengkonsolidasikan perjanjian
ASEAN Free Trade Agreement + 1 (FTA+1)
yang telah ada dan membentuk Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Usulan pembentukan RCEP disambut baik

oleh Mitra FTA/ASEAN FTA’s Partners/AFP

(Australia, India, Jepang, Republik Korea,
Selandia Baru, dan Tiongkok) dan diluncurkan
di sela-sela KTT ASEAN ke-21 tahun 2012.
Perundingan dimulai pada tahun 2013 dan

awalnya direncanakan tuntas pada tahun 2015.

Dalam perkembangannya, negosiasi RCEP tidak
dapat diselesaikan pada tahun 2015 dan untuk
itu para Kepala Negara/Pemerintahan RCEP
telah mengeluarkan Joint Statement di sela-sela
KTT Asia Timur ke-10 pada bulan November
2015, yang antara lain menugaskan para
Menteri dan negosiator untuk menuntaskan
negosiasi pada tahun 2016. Namun demikian,
hal tersebut tidak dapat dipenuhi, dan untuk itu
para Kepala Negara/Pemerintahan RCEP pada
tahun 2016 mengeluarkan Joint Statement yang
meminta mengintensifkan negosiasi menuju

swift conclusion perjanjian RCEP .

Perundingan RCEP telah dilaksanakan sebanyak
18 putaran, dengan perundingan terakhir yang
dilaksanakan di Pasay City, Filipina pada tanggal
2-12 Mei 2017. Hingga saat ini perundingan

telah berhasil menyelesaikan dua Chapters,
yaitu Chapter on Economic and Technical
Cooperation dan Chapter on Small and Medium
Enterprises. RCEP memiliki arti penting dan

potensi besar karena

(i) dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi
nasional dan di kawasan, (ii) merupakan upaya
menuju integrasi ekonomi yang lebih luas di
kawasan, (iii) mencakup lebih dari setengah
jumlah penduduk dunia, (iv) penyumbang

30% dari output dan nilai perdagangan dunia,
(v) integrasi pasar ASEAN diperkuat dengan
integrasi RCEP, dan (vi) upaya menuju integrasi

ekonomi yang lebih luas di kawasan.

62



MASYARAKAT SOSIAL
BUDAYA ASEAN

Sejak ditandatanganinya Deklarasi Bangkok
pada 8 Agustus 1967 hingga disahkannya
ASEAN Charter (Piagam ASEAN) sebagai
dokumen kerangka hukum dan kelembagaan
ASEAN, ASEAN telah menunjukkan evolusinya
dari masa ke masa. Pada 8 Agustus 2017,
ASEAN genap berumur 50 tahun dan di

ulang tahun emasnya, berbagai capaian dan
juga tantangan memperkuat ASEAN sebagai

organisasi regional.

Masyarakat ASEAN telah terbentuk pada

31 Desember 2015. Pada Masyarakat Sosial
Budaya ASEAN, hal ini ditandai dengan
implementasi Cetak biru Masyarakat Sosial
Budaya ASEAN yang berjumlah 339 action lines
yang telah tercapai 100%. Hal ini disampaikan
oleh Sekjen ASEAN pada Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia
tanggal 21-22 November 2015. KTT ke-27

juga mengesahkan Cetak biru Masyarakat
Sosial Budaya ASEAN 2025 yang mempunyai
karakteristik dan elemen-elemen yaitu:

i. engages and benefits people;

ii. inclusive;

iii. sustainable;

iv. resilient; dan,

v. dynamic.

Melalui visi ASEAN 2025, diharapkan agar
masyarakat ASEAN dapat tinggal di kawasan
yang aman, damai, dan sejahtera, terintegrasi

dan mampu mempertahankan mekanisme
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Parade ASEAN 50 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan
peringatan ulang tahun emas ASEAN

ASEAN-led dan juga ASEAN sebagai driving

Jorce.

Beberapa perkembangan dari kerja sama
bidang di Pilar Sosial Budaya sebagai berikut:

A. PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

Hampir setengah dari total populasi ASEAN
yang berjumlah 600 juta adalah perempuan.
Untuk itu, sangatlah penting agar hak mereka

dapat terlindungi.

Dalam upaya untuk pemajuan dan perlindungan
hak perempuan dan anak, ASEAN menghadapi
berbagai tantangan dalam bidang kerja sama

ini diantaranya adalah kekerasan domestik

dan seksual pada perempuan dan anak,
eksploitasi pada perempuan dalam bentuk
human trafficking, abuse, and discrimination in

migration.

B. ASEAN COMMITTEE ON WOMEN
(ACW)

ACW merupakan badan sektoral yang
didirikan pada tahun 1976 untuk melakukan
implementasi, koordinasi, dan pengawasan
prioritas-prioritas kawasan ASEAN terkait
isu-isu perempuan pada tingkat-tingkat yang
bervariasi dalam kehidupan politik, ekonomi
maupun sosial. ACW tersebut beranggotakan
pejabat level senior official dari masing-masing

negara anggota ASEAN.

ACW ikut terlibat dalam proses pembuatan
konsep the Declaration on the Elimination

of Violence against Women in the ASEAN
Region dan mengawasi pembentukan ASEAN
Commission on the Promotion and Protection of
the Rights of Women and Children (ACWC).

Pada perkembangan saat ini, ada pertemuan
ACW ke-15 yang berlangsung pada bulan
Oktober 2016 di Singapura, ACW Work Plan
2016-2020 difinalisasi. Rencana work plan
tersebut menekankan pada kepemimpinan
perempuan, non-gender stereotyping dan
perubahan norma sosial, pengarusutamaan
gender di antara tiga pilar Masyarakat ASEAN,
eliminasi kekerasan terhadap perempuan,
pemberdayaan hak ekonomi perempuan, dan
perlindungan serta pemberdayaan perempuan

pada situasi-situasi yang rentan.

Komitmen ASEAN dalam memajukan hak-hak
perempuan dan anak di kawasan berdasarkan
CEDAW dan CRC ditunjukkan dengan
pembentukan badan konsultatif ASEAN
Commission on the Promotion and Protection
of the Rights of Women and Children (ACWC)
pada 16" ASEAN Summit pada tanggal 7 April
2010 di Hanoi, Viet Nam. Tiap negara anggota

ASEAN diharuskan untuk menunjuk 2 (dua)
wakil pada ACWC, yang terdiri dari satu Wakil
untuk Hak Perempuan dan satu wakil untuk Hak
Anak dengan masa tugas tiga tahun untuk setiap
Wakil.

Kemudian, ACWC juga menjadi badan

yang bertugas untuk mengawasi jalannya
implementasi ASEAN Declaration on the
Elimination of Violence Againts Women and
Elimination of Violence against Children
(DEVAW/VAC). Deklarasi tersebut diadopsi
pada Pertemuan KTT ASEAN ke-23 di Bandar
Seri Begawan tanggal 9 Oktober 2013.

Sebagai bentuk kepedulian ASEAN pada isu
perlindungan perempuan dan anak ASEAN,
maka pada tahun 2004, para Menteri Luar
Negeri ASEAN mengadopsi the Declaration

on the Elimination of Violence against Women
in the ASEAN Region. Secara individual,

AMS telah mengikatkan pada the Convention
on the Rights of the Child (CRC) and the
Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women (CEDAW). Pada
Pertemuan 23* ASEAN Summit di Bandar Seri
Begawan tanggal 9 Oktober 2013, juga telah
diadopsi ASEAN Declaration on the Elimination
of Violence Againts Women and Elimination of
Violence against Children (DEVAW/VAC).

Dalam perkembangannya, dirasa perlu

untuk menyusun suatu guideline yang dapat
digunakan oleh para stakeholders terkait
dalam menangani kasus perdagangan manusia
terutama korban trafficking perempuan.
Terkait dengan hal ini, dalam pertemuan
ACWC ke-10 di Jakarta pada 25-27 Februari
2015 mengadopsi Gender Sensitive Guideline
for Handling Women Victims of Trafficking in

Persons. Guideline tersebut dapat dijadikan
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Para Finalis Duta Muda ASEAN-Indonesia 2017 diharapkan menjadi agen diseminasi informasi

dan menularkan semangat ASEAN kepada masyarakat dan kaum muda Indonesia

panduan bagi para penegak hukum, pekerja
sosial, petugas kesehatan, penyedia jasa, LSM,
dan pihak terkait lainnya yang menangani kasus
perdagangan manusia serta meningkatkan
akses keadilan bagi korban trafficking

perempuan.

Lebih lanjut, sebagai implementasi dari
DEVAW/VAC, para Pemimpin mengesahkan
ASEAN Regional Plan of Actions on Elimination
of Violence Against Women dan ASEAN
Regional Plan of Actions on Elimination Against
Children pada KTT ke-27 ASEAN. Untuk
memaksimalkan peran ACWC, saat ini tengah
diimplementasikan ACWC Work Plan (2016-
2020) yang disahkan pada pertemuan ACWC
ke-13 pada 3-5 Oktober 2016 di Singapura.
Program kerja lima tahun ini, terdiri dari 16

thematic areas yaitu:

i. strengthening institutional capacity of
ACWC;

ii. elimination of violence against women and
children;

iii. the right of children to participate in all
affairs that affect them;

iv. trafficking in women and children;

Vi.

Vii.

Viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

promotion and protection of the rights of
women and children with disabilities;
Child Protection System: Comprehensive
/ Integrative Approach for Children in
Need for Special Protection (e.g. victims
of abuse and neglect, trafficking, child
labour, children affected by statelessness,
undocumented migrant children, HIV/
AIDS, natural disaster, conflicts, and
children in juvenile justice system /
children in conflict with the law);

the right to early childhood and quality
education;

promoting implementation of
international, ASEAN and other
instruments related to the rights of women
and children;

gender equality in education (textbook,
curriculum, equal access);

social impact of climate change on women
and children;

strengthening economic rights of women
with regards to feminization of poverty,
women’s rights to land and property;
adolescent physical and mental health;
gender perspective in policies, strategies

and programs for migrant workers;

xiv. gender mainstreaming;

Xxv. women participation in politics and
decision making, gover nance and
democracy, and

xvi. early marriage.

C. KEPEMUDAAN

Sebagai bentuk upaya ASEAN untuk
meningkatkan people to people contact dan
ASEAN Awareness, salah satunya adalah
melalui pemberdayaan pemuda ASEAN.
Sehubungan dengan hal ini, kerja sama ASEAN
di bidang kepemudaan secara kelembagaan
dimulai pada saat diselenggarakan Konferensi
Pemuda ASEAN, September 1975 melalui
pembentukan Committee for ASEAN Youth
Cooperation (CAYC) yang berstatus Non-
Governmental Organization (NGO). Pada tahun
1998 CAYC berubah menjadi ASEAN Senior
Officials Meeting on Youth (ASY) dan pada

tahun 2004 ditingkatkan menjadi ASEAN Senior

Officials Meeting on Youth (SOMY).

Sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan
people-to-people contact serta untuk
membangun sebuah masyarakat yang saling
peduli dan berbagi (a caring and sharing
society), pertemuan ke-8 ASEAN Ministerial
Meeting on Youth mengadopsi Bandar Seri
Begawan Declaration on Youth Volunteerism
and entrepreneurship yang diantaranya

adalah penegasan youth volunteerism dan
entrepreneusrhip sebagai elemen penting dalam

upaya mewujudkan Masyarakat ASEAN.

Dalam perkembangannya, ASEAN memandang
penting agar dapat disepakati sebuah acuan
yang dapat dijadikan dasar untuk menilai
perkembangan pemuda di ASEAN. Acuan ini
disebut ASEAN Youth Development Index

dan terdiri dari beberapa indikator tolak ukur

meliputi:

iv. Education and Leadership;

v. Health and Resilience;

vi. Entrepreneurship and Employment;
vii. Awareness and Participation;

viii. Values and Identity.

ASEAN YDI diharapkan dapat difinalisasi
pada 2018. Pertemuan SOMY ke-8 pada 24-
26 Agustus 2016 mengadopsi secara prinsipil
ASEAN Work Plan on Youth 2016-2020. Work
Plan ini dijadikan dasar untuk melaksanakan

kerja sama di bidang kepemudaan.

Westra Tanribali (Juara I) dan Scholastika Asyana (Juara II)
Final Duta Muda ASEAN Indonesia 2017.

D. APARATUR SIPIL NEGARA

Kerja sama ASEAN di bidang kepegawaian
dan administrasi telah dimulai pada tahun
1981 dengan dibentuknya ASEAN Conference
on ASEAN Reform of Civil Service (ACRCS).
Dalam prosesnya, ACRCS diubah dari
organisasi yang berada di luar mekanisme
ASEAN menjadi salah satu badan sektoral
ASEAN dengan nama ASEAN Conference on
Civil Service Matters (ACCSM).
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Kerjasama kepegawaian yang semula bertumpu
pada country driven, diarahkan menjadi lebih
bersifat ASEAN driven. Corporate Culture

dan Good Governance di lingkungan institusi
pemerintahan akan terus diperkuat. Untuk
mengimplementasikan komitmen tersebut,
ASEAN sepakat membentuk forum konsultasi
mengenai isu-isu Good Governance, yang
pertemuannya akan dilaksanakan secara
bergiliran dan berkesinambungan. ASEAN

juga terus berkolaborasi dan saling bertukar
pengalaman dengan negara-negara Plus

Three (RRT, Jepang dan Korea), dalam upaya
meningkatkan kualitas, efesiensi dan efektivitas

kerja para pegawai.

Sebagai bentuk komitmen ASEAN untuk
mengimplementasikan reformasi di bidang
civil-service dan memperkuat mekanisme
engagement publik, ASEAN Heads of Civil
Service menandatangani the Putrajaya Joint
Declaration on ASEAN Post-2015 Priorities
Towards an ASEAN Citizen-Centric Civil
Service. Deklarasi ini mengakui pentingnya
good governance di dalam mempromosikan
sustainable development di ASEAN. Lebih
lanjut, deklarasi dimaksud memberikan
dorongan pada AMS untuk secara kolektif
maupun secara individual untuk memperkuat
good governance, integritas dan kerja sama
di bidang civil service, capacity building,
kerjasama teknis, dan mempromosikan nilai-

nilai profesionalisme di bidang civil services.

Sebagai acuan kerja samanya, ASEAN telah
menyusun ACCSM Work Plan 2016-2020
diadopsi oleh pertemuan the 18" Heads of
Civil Service meeting for the ACCSM pada 17
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November 2016 di Manila, Filipina,dan sebagai
acuan dalam kerja sama dengan negara-negara
Plus Three, Pertemuan ini juga mengadopsi
ACCSM+3 Work Plan 2016-2020.

E. OLAH RAGA

Olah Raga merupakan salah satu sarana bagi
ASEAN dan juga instrument yang efektif untuk
mempromosikan people-to-people contact di
ASEAN. Badan Sektoral ASEAN di bidang Olah
Raga dibentuk pada pertemuan ASEAN Summit
ke-16 di Ha Noi, Viet Nam pada April 2010 untuk
mempromosikan kerja sama di bidang olah raga
di dalam ASEAN. Pertemuan tingkat Menteri

di bidang Olah Raga dibentuk pada pertemuan
ASEAN ke-18 pada 7-8 Mei 2011 di Jakarta,

Indonesia.

Tahun 2013 merupakan tahun yang
dideklarasikan sebagai Sport Industry Year
untuk menggarishawahi pencapaian ASEAN
di bidang olah raga serta sebagai bentuk
penghargaan pada industri olah raga di
ASEAN. Di tahun ini pula, diadopsi Vientiane
Declaration on Sports Cooperation in ASEAN
oleh pertemuan ke-2 ASEAN Ministerial

Meeting on Sports sebagai bentuk ekspresi
Menteri ASEAN di bidang Olah Raga yang
menggarishawahi kerja sama dan komitmen
ASEAN di bidang olah raga.

F. PENGENDALIAN PENYEBARLUASAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Isu penyalahgunaan narkoba di masyarakat
telah menjadi keprihatinan di berbagai belahan
dunia, termasuk kawasan ASEAN. Hal ini
antara lain dipicu oleh kemajuan di bidang
transportasi dan teknologi yang mendukung
maraknya lalu lintas perdagangan di tingkat
global, termasuk peredaran berbagai bentuk

new synthetic drugs.

Menanggapi isu ini, ASEAN meningkatkan
komitmennya untuk mempererat kerjasama
dalam penanggulangan penyalahgunaan
narkoba dengan mencanangkan program
ASEAN Bebas dari Narkoba tahun 2015 (Drug-
Free ASEAN by 2015) melalui diadopsinya
ASEAN Leaders’ Declaration on Drug-Free
ASEAN 2015 oleh Para Pemimpin ASEAN pada
KTT ke-20 ASEAN di Phnom Penh.

Untuk memperkuat mekanisme ASEAN di
bidang penyebarluasan penyalahgunaan
narkoba, Para Pemimpin ASEAN pada

KTT ASEAN ke-26 tanggal 27-28 April 2015
mengesahkan pembentukan AMMDM(ASEAN
Ministerial Meeting on Drug Matters)

sebagai pertemuan tahunan ASEAN tingkat
menteri yang menangani isu narkotika guna
mengintensifkan upaya mencapai Drug-

Free ASEAN; memperkuat kerjasama dan
memonitor perkembangan cross-cutting issues
terkait narkoba; dan memberikan arahan
strategis kepada ASEAN Senior Official Meeting
on Drugs Matters (ASOD) dalam meningkatkan
kerjasama di ASEAN dan dengan Mitra Wicara

ASEAN. Isu ini juga telah berada di bawah
lingkup Pilar Polkam ASEAN. ASEAN Work
Plan on Securing Communities Againts Illicit
Drugs 2016-2025 telah diadopsi pada pertemuan
the 5" ASEAN Ministerial Meeting on Drug
Matters (AMMD) di Singapura, 19-20 Oktober
2016. Work Plan ini memberikan panduan

kerja spesifik untuk menanggulangi illicit drugs
activities dan mengurangi dampak negatif di

masyarakat.

G. PENDIDIKAN

Bidang pendidikan merupakan salah satu
bidang kerja sama yang menjadi perhatian
khusus negara anggota ASEAN. Indonesia dan
juga AMS lainnya turut berpartisipasi aktif di
dalam meningkatkan kualitas pendidikan di
ASEAN dan juga daya saing SDM AMS melalui
mekanisme kerja sama badan sektoral ASEAN
Senior Officials Meeting on Education (SOM-
ED) dan ASEAN Education Ministers Meeting
(ASED).

Kemajuan kerja sama ASEAN di bidang
pendidikan, antara lain ditandai dengan
disepakatinya deklarasi penguatan kerja sama
bidang pendidikan melalui Cha-Am Hua Hin

68



Declaration on Strengthening Cooperation on
Education to Achieve an ASEAN Caring and
Sharing Community pada KTT ke-15 ASEAN
di Hua Hin, Thailand tanggal 23-25 Oktober
2009. Deklarasi tersebut ditujukan sebagai
persiapan menuju Masyarakat ASEAN 2015.
Penguatan kerja sama pendidikan itu bertujuan
untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang berdaya saing, baik di tingkat
regional maupun global. Dalam memperkuat
pemahaman mengenai ASEAN, ASEAN telah
menyusun ASEAN Curriculum Sourcebook
sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan

di negara-negara anggota ASEAN untuk
menyebarluaskan pengetahuan mengenai
ASEAN di kalangan siswa.

Beberapa inisiatif yang diimplementasikan oleh

Pemri antara lain adalah,

i. implementasi ASEAN Credit Transfer
System (ACTS);

ii.  fasilitasi Kemlu dalam pembentukan Pusat
Studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi
diIndonesia;

iii. komitmen Indonesia dalam
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mengimplementasikan Plan of Action to
Implement the Phnom Penh Declaration
on the EAS Development Initiative (2014-
2015) khususnya di bidang standardisasi
mekanisme pengajaran, vocational dan
technical training, mobilitas pelajar dan
interoperability mekanisme kualifikasi
nasional dan regional; dan,

iv. bersama Plus Three Countries
mengimplementasikan inisiatif East Asia
Vision Group Il (EAVG 11) diantaranya
adalah rencana pembentukan jaringan

universitas di Asia Timur.

H. KERJA SAMA KEBUDAYAAN DAN
PENERANGAN ASEAN

Kerja sama di sektor kebudayaan semakin
berkembang sejak dibentuknya subsidiary
body dengan nama ASEAN Committee on
Culture and Information (ASEAN COCI) pada
tahun 1978. Badan sectoral ini bertujuan untuk
mempromosikan kerja sama yang efektif di
bidang kebudayaan dan penerangan dalam
rangka meningkatkan saling pengertian dan

kesetiakawanan di antara masyarakat ASEAN.
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Dalam memperkuat pemahaman
mengenai ASEAN, ASEAN telah
menyusun ASEAN Curriculum

Sourcebook sebagai pedoman bagi
lembaga pendidikan di negara-
negara anggota ASEAN untuk
menyebarluaskan pengetahuan
mengenai ASEAN dikalangan

siswa.

Dibidang kebudayaan telah diadakan

berbagai kegiatan yang dilaksanakan melalui
penyelenggaraan workshop dan symposium di
bidang seni dan budaya seperti ASEAN Culture
Week, ASEAN Youth Camp, pertukaran
kunjungan antar seniman ASEAN, best of
ASEAN Performing Arts Series, ASEAN City of
Culture, ASEAN Cultural Heritage City, ASEAN
Small and Medium-sized Cultural Entreprises,
dan pendokumentasian kesenian tradisional di
masing-masing negara anggota ASEAN. Secara
formal, kerja sama kebudayaan ASEAN dibahas
pada Senior Official Meeting on Culture and
Arts (SOMCA) dan ASEAN Ministers Meeting
on Culture and Arts (AMCA).

Di bidang informasi berbagai kegiatan yang
dilakukan antara lain pertukaran berita di
antara negara-negara anggota ASEAN yang
ditayangkan pada televise nasional di masing-
masing negara anggota ASEAN (ASEAN

TV News), ASEAN Digital Broadcasting
Cooperative Initiative, penayangan berita dan
informasi mengenai ASEAN melalui radio-
radio nasional. Secara kelembagaan, kerja
sama informasi ASEAN dilaksanakan melalui
Senior Official Responsible for Information
(SOMRI) dan ASEAN Ministers Responsible on
Information (AMRI).

Berbagai upaya untuk meningkatkan kerja sama
di bidang kebudayaan di ASEAN diantaranya
adalah dengan disusunnya ASEAN Strategic
Plan for Culture and Arts 2016-2025 yang
merupakan implementasi dari salah satu

tujuan ASEAN Socio-Cultural Community
(ASCCQ) Blueprint yaitu untuk meningkatkan
solidaritas dan kesatuan kawasan ASEAN
dengan membangun identitas yang sama yang

mendukung pengertian bersama dan rasa saling

menghormati di antara masyarakat ASEAN.
Strategic Plan ini diantaranya mendukung
kegiatan konservasi, pelestarian dan

perlindungan warisan budaya ASEAN.

Dibidang penerangan, ASEAN mempunyai
ASEAN Communication Master Plan yang
diantaranya berisi kegiatan-kegiatan translasi
konten multimedia, diseminasi cross-pillar
information terkait ekonomi dan politik
Masyarakat ASEAN, memunculkan cerita
sukses Masyarakat ASEAN, dan menggunakan
media budaya sebagai platform untuk
menyampaikan pesan yang bersifat cross-

sectoral.

Salah satu dimensi dari Master Plan on ASEAN
Connectivity adalah untuk meningkatkan
konektivitas people-to-people di ASEAN melalui
strategi nomor 1 yaitu untuk memfokuskan
pemahaman mendalam sosial dan budaya
intra-ASEAN. Kegiatan di bawah strategi nomor
1 ini adalah diantaranya perkembangan dan
sosialisasi the ASEAN Curriculum Sourcebook,
penyusunan ASEAN Studies Course untuk
mahasiswa, disusunnya multimedia tools untuk
ASEAN Awareness, ASEAN Spotlight, dan

forum di media sosial.

I. LINGKUNGAN HIDUP

Kerja sama ASEAN di bidang lingkungan hidup
berkembang dengan sangat dinamis. Kerjasama
di bidang lingkungan hidup berada di bawah
ASEAN Senior Officials on the Environment
(ASOEN) yang melakukan pertemuan

sekali dalam setahun. ASOEN melaporkan
perkembangan kerjasama lingkungan di
ASEAN pada ASEAN Ministerial Meeting on
Environment (AMME) yang dilaksanakan
setiap 3 (tiga) tahun sekali. ASOEN terdiri dari
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beberapa working group yaitu ASEAN Working
Group on Climate Change (AWGCC), Nature
Conservation and Biodiversity (AWGNCB),
Coastal and Marine (AWGCM), Environmental
Education (AWGEE), Environmentally
Sustainable Cities (AWGESC), Water
Resources Management (AWGWRM) dan
Chemical and Waste (AWGCW).

Tiga isu yang menjadi perhatian utama dalam
kerja sama ASEAN di bidang lingkungan hidup
adalah masalah pencemaran kabut asap (haze),
konservasi keanekaragaman hayati, dan
masalah perubahan iklim. Dalam menangani
isu pencemaran kabut asap, Indonesia telah
meratifikasi AATHP melalui UU no. 26

tahun 2014 pada 14 Oktober 2014. Hal ini
merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk
mengintensifkan kerja sama penanggulangan
asap lintas batas dalam kerangka ASEAN.

Dibidang konservasi keanekaragaman hayati,
Indonesia memperoleh dukungan dari seluruh
negara anggota ASEAN untuk menjadi tuan
rumah ASEAN Coordinating Centre on
Transboundary Haze Pollution Control (ACC
THPC) pada pertemuan ASEAN Ministerial
Meeting on Environment (AMME) tahun 2015
di Hanoi. Saat ini tengah diupayakan pendirian
dan operasionalisasi. ACC THPC berfungsi
sebagai fasilitator negara anggota ASEAN untuk
kerja sama dan koordinasi dalam penanganan
isu asap lintas batas. Kerja sama berupa
pengawasan, penilaian, pencegahan, dan
penanganan bersama dengan otoritas nasional
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dari masing-masing negara yang membutuhkan
bantuan atau yang menangani permasalahan
isu polusi asap lintas batas. ASEAN juga

telah mengakui 4 (empat) taman nasional di
Indonesia sebagai ASEAN Heritage Park (AHP)
yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman
Nasional Kerinci-Seblat, Taman Nasional

Lorentz dan Taman Nasional Way Kambas.

Di bidang perubahan iklim, sebagai kawasan
yang rentan terhadap perubahan iklim,
ASEAN melakukan berbagai upaya dalam
rangka mengurangi dampak perubahan iklim.
Indonesia secara khusus telah berkomitmen
untuk mengurangi tingkat efek gas rumah kaca
sampai 26% pada tahun 2020. Para Pemimpin
ASEAN juga menunjukkan komitmennya di
dalam merespon isu climate change melalui
ASEAN Leader’s Statement on Joint Response
to Climate Change yang diantaranya

i.  mendorong ASEAN Climate Change
Initiative untuk secara aktif menyediakan
media konsultatif untuk memperkuat
koordinasi dan kerjasama regional dalam
mengatasi isu climate change;

ii. mengurangi emisi rumah kaca sesuai
dengan scenario untuk kawasan Asia
Tenggara;

. untuk melaksanakan assessment pada
efek perubahan iklim, tingkat kerentanan,
dan opsi adaptasi perubahan iklim untuk
kawasan Asia Tenggara; dan,

iv. berpartisipasi pada kerja sama di bidang
R&D dan knowledge sharing di bidang
perubahan iklim dan food security.

J. PENANGGULANGAN BENCANA
ALAM

Tsunami Samudera Hindia pada tahun

2004 merupakan titik balik bagi ASEAN
untuk meningkatkan kewaspadaan dan
kemampuannya dalam merespon bencana
dalam skala besar. Kerja sama ASEAN di
bidang penanggulangan bencana telah dimulai
sejak tahun 1976 dengan dideklarasikannya
ASEAN Declaration on Mutual Assistance

on Natural Disasters di Manila, Filipina,

yang diikuti dengan pembentukan ASEAN
Committee on Disaster Management (ACDM)
pada tahun 2003. Sebagai respon terjadinya
Tsunami Samudera Hindia, pada tanggal 26
Juli 2005 para Menlu ASEAN menandatangani
ASEAN Agreement on Disaster Management
and Emergency Response (AADMER) yang

berisikan kesepakatan menyeluruh mengenai

berbagai aspek dalam penanggulangan
bencana. AADMER berlaku secara efektif
pada tanggal 24 Desember 2009. Indonesia
meratifikasi AADMER melalui Peraturan
Presiden Nomor 32 tahun 2008 pada tanggal 15
Mei 2008.




Salah satu bentuk komitmen ASEAN untuk
memperkuat kapabilitas ASEAN dalam respon
tanggap bencana adalah dengan dibentuknya
AHA Centre (ASEAN Coordinating Centre

for Humanitarian Assistance on disaster
management) pada tanggal 17 November

2011 melalui penandatanganan Agreement on
the Establishment of AHA Centre oleh Para
Menlu ASEAN pada KTT ASEAN ke-19 di

Bali, Indonesia. AHA Centre berkedudukan di
Jakarta, Indonesia. Sebagai bentuk komitmen
Indonesia terhadap AHA Centre dalam
menjalankan fungsinya sebagai pusat koordinasi
utama dalam penanggulangan bencana di
kawasan, Host Country Agreement antara
Pemri dengan AHA Centre telah ditandatangani
pada tanggal 23 Februari 2016 di Jakarta.

ASEAN juga menunjukkan perhatiannya

pada penguatan mekanisme penanggulangan
bencana melalui ASEAN Declaration on One
ASEAN, One Response: ASEAN Responding
to Disasters as One in the Region and Outside
the Region yang telah ditandatangani oleh para

oto: Setditjen KSA
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Pemimpin ASEAN pada KTT ke-28 ASEAN
tanggal 6 September 2016 di Vientiane, Laos.

Deklarasi ini bertujuan untuk mencapai respon
yang lebih cepat, memobilisasi sumber daya
yang lebih besar, dan membangun koordinasi
yang lebih kuat guna memastikan respon
kolektif ASEAN terhadap bencana.

Dalam kerangka kerja sama East Asia Summit
(EAS), para Pemimpin EAS mengesahkan
Indonesia-Australia Paper: ‘A Practical
Approach to Enhance Regional Cooperation

on Disaster Rapid Response’ (November 2011)
yang menjadi landasan bagi banyak kegiatan
EAS dalam upaya peningkatan respon cepat
tanggap terhadap bencana. Indonesia dalam hal
ini berperan aktif dalam menginisiasi berbagai

kegiatan antara lain:

d. Indonesia-Australia EAS Rapid Disaster
Response Workshop (Darwin, Australia,
2013);

e. Mentawai Megathrust Disaster Relief
Exercises (Padang, Indonesia, 2013 dan

2014); dan 1.
[ Indonesia-Australia EAS Rapid Disaster

Response Workshop (Bali, Indonesia,
Juni 2014 dan Juni 2015). Indonesia dan
Australia telah mengembangkan EAS

Rapid Disaster Response Toolkit (EAS 2.

Toolkit) sebagai sebuah upaya untuk
meningkatkan kapasitas negara peserta

EAS dalam merespon dan menangani 3.

bencana. Diharapkan bahwa Toolkit
tersebut dapat menjadi practical platform
untuk kerja sama teknis negara peserta EAS

di bidang penanggulangan bencana yang

sejalan dengan mekanisme ASEAN lainnya 4.

guna mendukung visi One ASEAN One

Response.

Untuk menguji EAS Toolkit tersebut, Indonesia
menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Ambon
Disaster Response Exercise (Ambon DiREXx)
2016: Tabletop Exercise (TTX) on EAS Rapid
Disaster Response Toolkit pada tanggal 15-

17 November 2016 di Ambon dengan tema:
Promoting the EAS Rapid Disaster Response
Toolkit as a Regional Protocol in Strengthening

Effective Collaboration on Disaster Response

and Resilience in the Region. 6.

Pada tahun 2016, Indonesia menjadi ketua

ASEAN Committee on Disaster Management
(ACDM). Pada masa keketuaan Indonesia di
ACDM tahun 2016, beberapa capaian terkait

kerja sama penanggulangan bencana di ASEAN

yaitu: 7.

U1

penandatanganan ASEAN Declaration

on One ASEAN, One Response: ASEAN
Responding to Disasters as One in the
Region and Outside the Region oleh para
Pemimpin ASEAN;

penandatanganan Host Country Agreement
antara Pemri dan AHA Centre pada tanggal
23 Februari 2016 di Jakarta;

pengesahan Concept Note on Joint
Operations and Coordination Centre of
ASEAN (JOCCA) sebagai sebuah platform
untuk koordinasi tim ASEAN dan rumah
bagi ASEAN dilapangan;

pengesahan ASEAN Standard Operating
Procedure for Regional Standby
Arrangements and Coordination of Joint
Disaster Relief and Emergency Response
Operations (SASOP) Chapter VI yang
mengatur tentang penggunaan aset dan
kapasitas militer dalam Humanitarian
Assistance and Disaster Relief (HADR) di
ASEAN;

pengesahan ASEAN Joint Disaster
Response Plan (AJDRP) sebagai salah

satu upaya untuk mengimplementasikan
Deklarasi One ASEAN One Response;
keterlibatan ASEAN di World
Humanitarian Summit (WHS) melalui
ASEAN Joint Statement for World
Humanitarian Summit dan Side Event pada
WHS yang berjudul ASEAN-UN Partnership
Moving Forward bulan Mei 2016 di [stanbul,
Turki; dan

keterlibatan ASEAN pada the Asian
Ministerial Conference on Disaster Risk
Reduction (AMCDRR) pada tanggal 3-4
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November 2016 di New Delhi, India melalui
Joint Statement.

K. KERJA SAMA KETENAGAKERJAAN

ASEAN memiliki tenaga kerja yang besar
terhitung hingga 285 juta orang. Menyadari

hal ini, ASEAN memandang pentingnya untuk
meningkatkan competitiveness ASEAN,
perluasan kesempatan kerja, memperbaiki
kualitas angkatan kerja dan menyediakan social
security pada pekerja. Kerja sama ASEAN
terkait ketenagakerjaan dilaksanakan oleh
ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM)

yang diselenggarakan setiap dua tahun.

Kerja sama ketenagakerjaan di ASEAN
post-20135 tercerminkan dalam Cetak Biru
Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025 pada
strategic measure B.3.ix dan pada Cetak Biru
Masyarakat Politik Keamanan ASEAN 2025
pada strategic measures A.2.5.xv. Masing-
masing strategic measures berbunyi: “Enhance
regional initiative in accordance with the
ASEAN Declaration on the Protection and
Promotion of the Rights of Migrant Workers to
improve the protection and promotion of the
rights of workers and migrant workers” dan
“Cooperate closely with the relevant Sectoral
Bodies, while maintaining the respective
reporting lines, to expedite the work of the
ASEAN Committee on the Implementation of
the Rights of Migrant Workers in developing
an instrument to ensure the rights of migrant
workers are well protected within the region,
in accordance with the laws, regulations and
policies of respective ASEAN Member States”.

Dalam upayanya untuk menyelesaikan isu
undocumented migrant worker dan juga

pemajuan dan perlindungan hak pekerja migran
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beserta keluarganya, ASEAN mendirikan
ASEAN Committee on the Implementation of
the ASEAN Declaration on the Protection and
Promotion of the Rights of Migrant Workers
(ACMW) pada tahun 2008 sebagai bentuk
tindak lanjut dari pembentukan Deklarasi
ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-
Hak Pekerja Migran pada tahun 2007. ACMW
bertugas mengkoordinasikan penyusunan
instrument ASEAN mengenai perlindungan dan
pemajuan hak pekerja migran melalui ACMW-
Drafting Team (DT). Sejak tahun 2009, ACMW-
DT telah mengadakan 15 kali pertemuan regular

dan 2 kali pertemuan khusus.

Dalam perkembangannya, Indonesia terus
mendorong kelanjutan perumusan dan aktif
dalam mengawal proses finalisasi ASEAN
Instrument on the Protection and Promotion
of the Rights of Migrant Workers serta agar
instrument dimaksud memenuhi 3 (tiga) isu
prinsip yang sejalan dengan posisi nasional

Indonesia, yaitu:

perlindungan bagi anggota keluarga
pekerja migran yang ikut serta ke tempat
penempatan, dan mendorong agar
instrumen bersifat legally binding;
memberikan perlindungan bagi seluruh
pekerja migran tanpa membedakan

status keimigrasiannya (legal/illegal,
documented/undocumented, skilled/
unskilled);

serta menghormati hak-hak anggota
keluarga pekerja migran yang turut serta
ke tempat penempatan, sebagaimana
tercantum dalam ASEAN Declaration on
the Protection and Promotion of the Rights
of Migrant Workers (2007), ASEAN Human
Rights Declaration (2012), International
Convention on the Protection of the Rights

of All Migrant Workers and members of
their Famillies (1990).

Diharapkan Pertemuan ACMW-DT dapat
menyelesaikan perbedaan mendasar terkait
isu-isu prinsipil dalam pembahasan ASEAN
Instrument on the Protection and Promotion of
the Rights of Migrant Workers.

L. KESEHATAN

Kerja sama ASEAN di bidang kesehatan,

telah dimulai sejak tahun 1980 dengan
dibentuknya Senior Officials’ Meeting on Health
Development (SOMHD) yang dilaksanakan
setiap tahun dan pertemuan tingkat Menteri
kesehatan ASEAN (ASEAN Health Minister’
Meeting) setiap dua tahun sekali.

ASEAN tengah melakukan finalisasi ASEAN
Post-2015 Health Development Agenda

(HDA) yang dibahas dalam SOMHD Work
Group Meeting on ASEAN Post-2015 Health
Development Agenda. Pada Pertemuan terakhir
Working Group tersebut di Bangkok, Thailand
(November 2015) lalu, telah berhasil disepakati
3 dokumen utama, yaitu Governance and
Implementation Mechanism (GIM); Cluster
Strategy and Corresponding Health Priority
Strategies based on the ASEAN Post 2015

Health Development Agenda (2016-2020); dan
Schedule Options for Chairmanship Rotation.
Dalam dokumen GIM, telah disepakati bahwa
14 Working Group yang selama ini berada di
bawah SOMHD akan dilebur dan digantikan
dengan cluster. Masa transisi akan diberlakukan
selama 2 tahun, yaitu tahun 2016-2017. Kerja
sama kesehatan ASEAN akan dibagi dalam

4 Cluster utama (dengan total 20 Health
Priorities), yaitu:

vi. Promoting Healthy Lifestyle;

vii. Responding to All Hazards and Emerging
Threats;

viii. Strengthening Health System and Access to
Care; dan

ix. Ensuring Food Safety.

Pertemuan SOMHD dan Health Cluster akan
dilaksanakan sedikitnya sekali dalam setahun
dan dilaksanakan terpisah dari Pertemuan
AHMM. Indonesia akan menjadi Ketua
Cluster Satu (Promoting Healthy Lifestyle)
selama periode 2016 dan 2017. Dalam Cetak
Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025,
beberapa hal yang menjadi fokus pada isu
kesehatan, antara lain penyediaan akses yang
lebih besar pada pelayanan kesehatan (B.2.);
ageing society; universal access to healthcare;
mempromosikan gaya hidup sehat; penguatan
sistem kesehatan untuk merespon segala
ancaman kesehatan (D2); dan memajukan
registrasi HAKI terkait obat-obatan tradisional
(E.2.x).

M. PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kerja sama ASEAN di bidang pembangunan
pedesaan dan penanggulangan kemiskinan
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didasarkan pada dokumen Ministerial
Understanding on Rural Development and
Poverty Eradication (RDPE) yang mengacu
pada Declaration of ASEAN Concord

(Bali Concord I) 1976. Deklarasi tersebut
menekankan kepedulian ASEAN pada masalah
penanggulangan kemiskinan, kelaparan,
penyakit, dan buta huruf. Selain itu, Deklarasi
ini juga menekankan kerja sama di bidang
pembangunan sosial dan ekonomi dalam rangka
meningkatkan keadilan sosial dan perbaikan
standar hidup masyarakat ASEAN. Kerja sama
ASEAN di bidang pembangunan pedesaan

dan penanggulangan kemiskinan berada di
bawah purview ASEAN Ministerial Meeting on
Rural Development and Poverty Eradication
(AMMRDPE) dan badan sektoral ASEAN
Senior Official Meeting on Rural Development

and Poverty Eradication.

Pembentukan masyarakat ASEAN 2015
menandainya terimplementasinya Framework
Action Plan on Rural Development and
Poverty Eradication (2011-2015). Selanjutnya,
SOMRDPE didukung oleh United Nations
Development Programme (UNDP) dan

dengan koordinasi dengan badan sektoral
terkait di ASEAN menyelesaikan the ASEAN
Regional Assessment on MDG Achievements
and Post-2015 Development Agenda yang
memberikan gambaran pencapaian Millenium
Development Goals di kawasan Asia Tenggara
serta rekomendasi prioritas pembangunan
ASEAN pasca 2015. Rekomendasi ini digunakan
sebagai rujukan dalam penyusunan the ASEAN
Framework Action Plan on Rural Development
and Poverty Eradication 2016-2020.

Dalam mengadakan interaksi dengan
stakeholders, telah diadakan the Fourth
ASEAN Forum on Rural Development and
Poverty Eradication pada 15 Oktober 2015
dengan tema “Public, Private, dan People
Partnership (4Ps) for the Post-2015 Sustainable
Development in ASEAN” yang merupakan
forum dialog yang melibatkan sektor swasta,
NGOs/CSOs, organisasi yang terkait dengan isu
pembangunan pedesaan dan penanggulangan

kemiskinan.

N. PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

ASEAN Ministers Meeting on Social Welfare
and Development (AMMSWD) merupakan
Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN yang
menangani masalah kesejahteraan sosial. Kerja

sama ini dibentuk tahun 1979 dan melakukan

pertemuan setiap dua tahun. Sebagaimana
tercakup dalam Cetak Biru Masyarakat Sosial
Budaya ASEAN, kerja sama ASEAN bidang
pembangunan dan kesejahteraan sosial
difokuskan pada program kesejahteraan
sosial dan pemenuhan hak/akses yang sama
kepada kalangan rentan, seperti anak-anak,

penyandang disabilitas dan kaum lanjut usia.

Pada tahun 2016/2017, Indonesia sebagai

ketua SOMSWD/AMMSWD melaksanakan
pertemuan The Eleventh ASEAN GO and NGO
Forum of Social Welfare and Development,
The Twelfth Senior Official Meeting of Social
Welfare and Development (12" SOMSWD),
The Eleventh ASEAN Plus Three Senior Official
Meeting of Social Welfare and Development
+3 (11" SOMSWD+3), The Ninth ASEAN
Ministerial Meeting on Social Welfare and
Development (9" AMMSWD), The Fifth
ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare
and Development+3 (5" AMMSWD+3).
Pertemuan-pertemuan tersebut diadakan di
Jakarta pada 26-30 September 2016 dengan
tema Penguatan Pembangunan Kesejahteraan
Sosial menuju Visi Komunitas ASEN 2025.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh
Menteri Sosial ASEAN dan bertujuan agar
terjalin komitmen dari perwakilan anggoya
negara-negara ASEAN untuk mendukung
pembentukan kerja sama di bidang
pembangunan dan kesejahteraan sosial yang
inklusif, bisa diakses, memberdayakan, serta
mampu memnuhi hak-hak dasar kelompok
rentan, perempuan, anak, lansia dan

penyandang disabilitas.
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KERJA SAMA EKSTERNAL ASEAN

“Pembentukan ASEAN bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan

stabilitas di kawasan Asia Tenggara, serta memelihara kerja sama erat

dan bermanfaat dengan organisasi internasional dan regional yang

mempunyai kesamaan tujuan”.

- Deklarasi Bangkok 1967

ASEAN telah menjalin kerja sama dengan
berbagai negara dan organisasi di kawasan Asia,
Pasifik, Amerika dan Eropa sejak tahun 1974.
Prinsip-prinsip pelaksanaan kerja sama dengan
pihak eksternal diatur dalam Bab XII Pasal 41
Piagam ASEAN mengenai Hubungan Eksternal,

antara lain:

1. ASEAN perlu mengembangkan hubungan
bersahabat, dialog, kerja sama dan
kemitraan saling menguntungkan
dengan berbagai negara serta organisasi
internasional dan regional.

2. Hubungan dengan pihak eksternal harus
menjunjung tujuan dan prinsip Piagam
ASEAN.

3. ASEAN wajib menjadi kekuatan penggerak
utama dalam tatanan hubungan di kawasan

dan wajib mempertahankan sentralitasnya
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dalam kerja sama dengan pihak eksternal.
4. Negaraanggota ASEAN wajib menjaga
persatuan dan solidaritas serta
mengkoordinasikan posisi dan tindakan
bersama dalam kerja sama dengan pihak

eksternal.

(9]

Kebijakan strategis hubungan eksternal
ditentukan dalam Konferensi Tingkat Tinggi
(KTT) ASEAN dengan memperhatikan
rekomendasi Para Menteri Luar Negeri.

6. Para Menteri Luar Negeri ASEAN harus
menjaga konsistensi dan keterpaduan
dalam pelaksanaan hubungan eksternal.

7. ASEAN dapat menandatangani perjanjian

dengan berbagai negara serta organisasi

internasional dan regional.

Pihak eksternal yang menjalin kerja

sama dengan ASEAN terdiri dari: Mitra

kiri H.E. Hirubalan VP, DSG for ASEAN Political-Security Community

sebelah Pak Wamen: ] -
Wamenlu RI : A.M Fachir | Dirjen KSA : Jose Tavares

Wicara (Dialogue Partner), Mitra Wicara
Sektoral (Sectoral Dialogue Partner), Mitra
Pembangunan (Development Partner),
Pengamat Khusus (Special Observer) dan Tamu
(Guest). Mitra Wicara ASEAN ada 10 negara
dan 1 organisasi internasional yaitu Australia
(1974), Selandia Baru (1975), Jepang (1977),
PBB (1977), Kanada (1977), Amerika Serikat
(1977), Uni Eropa (1977), Korea (1991),

India (1995), RRT (1996) dan Rusia (1996),
sedangkan Mitra Wicara Sektoral ada 3 negara
yaitu Pakistan (1993), Norwegia (2015) dan
Swiss (2016) dan Mitra Pembangunan hanya 1

negara yaitu Jerman (2016).

ASEAN juga menjalin kerja sama dengan 6
organisasi regional yaitu Community of Latin
American and Caribbean States (CELAC),
Economic Cooperation Organisation (ECO),

~ Political Affairs |

Gulf Cooperation Council (GCC), Mercado
Comun del Sur/Common Market of the

South (MERCOSUR), Pacific Alliance (PA),
serta South Asian Association for Regional
Cooperation (SAARC). Selain itu, ASEAN juga
menjalin kerja sama antar Sekretariat dengan
Shanghai Cooperation Organization (SCO) serta
mendapat bantuan keahlian dan pendanaan
proyek dari Asian Development Bank (ADB).
Disamping berbagai kerja sama tersebut di atas,
terdapat juga kerja sama eksternal lain yaitu
kerja sama ASEAN Plus Three (APT) dan kerja
sama East Asia Summit (EAS).
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Penambahan Mitra Kerja Sama

Baru

Hingga tahun 2016, terdapat kurang lebih
28 negara dan organisasi regional yang
menyampaikan permohonan menjalin kerja
sama dengan ASEAN, namun sejak tahun
1999 ASEAN memberlakukan moratorium
penambahan kerja sama kemitraan baru
hingga waktu yang tidak ditentukan. Dengan
bertambahnya pihak eksternal yang tertarik
menjadi Mitra Wicara dan melakukan
engagement dengan ASEAN, Indonesia

mengusulkan pencabutan moratorium agar

ketertarikan pihak eksternal tersebut mendapat

respon positif.
Dalam menerima suatu negara sebagai Mitra
Wicara, ASEAN menerapkan sejumlah

pertimbangan yaitu Calon Mitra:

1. Harus menerima prinsip dan norma:

Deklarasi Bangkok, Deklarasi TAC (Treaty

of Amity and Cooperation), Deklarasi
Z0OPFAN (Zone of Peace, Freedom, and
Neutrality) dan Deklarasi SEANWFZ
(South East Asian Nuclear Weapon Free
Zone).

2. Harus memiliki perwakilan diplomatik di
semua negara anggota ASEAN, memiliki
kerja sama politik dan keamanan dengan
negara anggota ASEAN, serta memiliki
potensi menjadi aktor utama di kawasan
(pertimbangan politis).

3. Harus dapat memberi bantuan teknis
dan/atau pembangunan serta memiliki
perjanjian ekonomi dan hubungan

ekonomi, perdagangan dan investasi
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yang baik dengan negara anggota ASEAN
(pertimbangan ekonomi).

4. Harus memiliki hubungan sosial budaya
dengan negara anggota ASEAN selama lima
tahun terakhir, seperti pertukaran budaya,
kerja sama riset dan iptek, kerja sama
antar organisasi non-pemerintah, serta ada
warga negara ASEAN yang bekerja/belajar
di negara calon Mitra dan sebaliknya

(pertimbangan sosial budaya).

Mekanisme Kerja Sama
Eksternal

ASEAN menerapkan pembagian tugas di antara
negara anggota untuk menjadi koordinator
kerja sama dengan masing-masing Mitra Wicara
secara bergilir tiap tiga tahun, sebagai contoh:
Indonesia menjadi koordinator kerja sama
ASEAN-Korea (2012-2015), ASEAN-Selandia
(2013-2018) dan ASEAN-Rusia (2018-2021).
Koordinator kerja sama dengan PBB, Mitra
Wicara Sektoral dan Mitra Pembangunan tidak
dipegang oleh negara anggota ASEAN tetapi
oleh Sekretariat ASEAN.
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Pertemuan ASEAN dengan Mitra Wicara
dilakukan melalui berbagai tingkatan

pertemuan, yaitu:

1. Tingkat Kepala Negara, dilakukan melalui
KTT ASEAN, KTT APT, KTT EAS dan

Commemorative Summit, Regular Summit,

Special Summit maupun Stand Alone
Summit dengan Mitra Wicara;

2. Tingkat Menteri, dilakukan melalui
pertemuan para Menlu negara anggota
ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/
AMM) dan pertemuan Menlu negara
anggota ASEAN dengan Menlu negara

Mitra Wicara (Post Ministerial Conference/

PMC). Khusus dengan UE, pertemuan
ini diberi nama ASEAN-EU Ministerial
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Meeting (AEMM);

Tingkat Menteri Sektoral, dilakukan
melalui pertemuan ASEAN Defence
Ministers Meeting Plus (ADMM Plus);
Tingkat Pejabat Tinggi/Direktur Jenderal,
dilakukan melalui Senior Officials Meeting
(SOM), Senior Officials Consultations
(SOCQ), serta Forum dan Dialogue antar
Senior Officials;

Tingkat Pejabat Tinggi Sektoral, dilakukan
melalui Senior Officials Meeting on
Transnational Crimes (SOM-TC), Senior
Economic Officials’ Meeting (SEOM) dan
Senior Officials’ Committee for the Socio
Cultural Community Council Meeting
(SOCA);
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6. Tingkat Komite Wakil Tetap (Committee
of Permanent Representatives/CPR),

Tugas koordinasi juga dijalankan dalam
pelaksanaan kerja sama dengan organisasi
dilakukan melalui Joint Cooperation regional lain, yaitu bergilir tiap tahun. Sebagai
Committee (JCC) dengan Mitra Wicara misal, Indonesia menjadi koordinator kerja
dan Joint Sectoral Cooperation Committee sama ASEAN-MERCOSUR (2017), ASEAN-

(JSCC) dengan Mitra Wicara Sektoral;
7. Tingkat Direktur, dilakukan melalui

Working Group/WG.

PA (2020), ASEAN-GCC (2021) dan ASEAN-
ECO (2022).
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1. Perkembangan Kerja Sama
ASEAN dengan Mitra Wicara

A. ASEAN - AUSTRALIA

Kerja sama ASEAN dan Australia dimulai pada
tahun 1974, diawali pembentukan ASEAN-
Australia Consultative Meeting (AACM). Pada
tahun 2014, ASEAN dan Australia merayakan
40 tahun kerja sama melalui K'TT 40 Tahun
Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Australia

di Nay Pyi Taw tanggal 13 November 2014.
Kesepakatan KTT ini:

Peningkatan dari Comprehensive
Partnership menjadi Strategic Partnership;
Penyelenggaraan KTT ASEAN-Australia
Dua Tahunan;

Perpanjangan program ASEAN-Australia
Development Cooperation Program
(AADCP) Il periode 2015-2019;
Pembentukan ASEAN-Australia Council.

Australia membuka Misi untuk ASEAN di
Jakarta pada September 2013, dengan Duta
Besar untuk ASEAN pertama, H.E. Mr. Simon

Merrifield. Pada bulan September 2016, Duta
Besar kedua untuk ASEAN, H.E. Ms. Jane

Duke, telah memulai tugasnya.

Fokus kerja sama ASEAN-Australia adalah
bidang politik, keamanan, perdagangan,
investasi, pendidikan dan pelatihan, industri,
teknologi, lingkungan hidup dan kebudayaan.
Sedangkan arah kerja sama tertuang dalam
Plan of Action (PoA) to Implement the
ASEAN-Australia Comprehensive Partnership
2015-2019. PoA ini diubah nomenklaturnya
menjadi PoA to Implement the ASEAN-
Australia Strategic Partnership 2015-2019 pada
Pertemuan PMC+1 Session with Australia di
Kuala Lumpur, tanggal 5 Agustus 2015.

KTT terakhir dilakukan pada KTT Dua Tahunan
ASEAN-Australia ke-1, tanggal 7 September
2016 di Vientiane. Sedangkan KTT ke-2
rencananya diselenggarakan di Sydney pada
17-18 Maret 2018.
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Perkembangan kerja saoma ASEAN-Anstealia beberapa tahun terakhie anvaes lain:

l Politik-Keamanan

¥ bidang politik-keamanan (polkam), ASEAN don Awstralia bekerja sama dalivm
pemberantasan kejohatan transnasional, kerupsi, penyelumdupan manusia dan penangkapan
ikan secara ilegal, pemajuan HAM, penanggulangan bencana, dissrmament , aems contrl dan

aoveproliferation of Weapons of Mass Destrpction. Avstralia telah mengaksesi TAC pacda vaban
2005 dan berpartisipass akiil dalam berbagai pertesmuan konsuliatl sepeci EAS, ADMM-Plas,

'I.."';J".'-'I.."l.'flfn'J.mm.'d Foarrerr [ ARF) clan F:'.w.l:rm]l'rf ASEAN Marttione Farvme (EAMEF).

!'!:illjll1 LR I [H L II I ] il 1% Ll'1ii ERILLIH] I II.I"L:I“! H 1 IFIIII.I 1 jMEE |:ir| ELJIJ H [} |1I.'Ila'l I I:L:“I:I INEEIRTI R II'.i!l-IIH" dilll

ekstremisme. disngan disahkannva ASEAN A pserdin Joirt Declorstion for Cooperation io
Croenhat International Termomsm :|1:||.|.'| ETT Dhaa Talwinan ke-1 ASEAN-Austeahia |||-|=|1:||u|n|.'|||
dlokmen serug talun 2004,

5

et Ekonomi

Dalam Biclang ekomomi . kerjasama menanjol teelilae soat paes Menteri Ekonomi ASEAN,
Avstralia dan Selandin Bam menandatangani ASEKAN-Australio-New Loalord Froe Trade
Lereement (AANLFTA)L 27 Februari 2008 di sela-sela KTT ke 14 ASEAN di Cha-am Hua Hin.
AANZFTA diimplementasikan omalai 1 Reoogei 2000, nommen Indomesia bar meratifikasi
AANZFTA padda G Med 2001 Selain AAMNELFTA, Aaseealin jugn aktil dalam pembahasan RCEP
{Hegional Comprehensive Econoomie Portmership] sejak taban 2002,

ASEAN dan Austrdlia jugn sepakat menyelenggarakan ASEAN-Aastealia Developimend
Cooperation Progeamme menciakup antaea lain bidang transportasi. perdagangan, energi
terbarukan, dan pariwisata, Selain itu, conmec fvity jugn berupaya dilangen demngan
menghobungkan ASEAN dan Australia Urars mellui pengembsngan saeana dan prasarana
infrast rukinre, meemifasilitasi perpindabian manosia, leang, dan jasa, serta peningkatan
trziness links melahni ASEAN-Australio Cowneil (AALC).

L Y &
< Sosial-Budaya

i badawg sosial-badaya, Kerga sama ASEAN-Australia difokoskan pacs prople-tiepeople

contaet, Rerutaom pemdidikan, waelalon progrm New Colombo o dae Aostealia Aseoeds sl

Erdeavour Scholarships, Austealin mecupakan salal saon togun otamn pelagar dari swegar
anggoin ASEAN dengan 109 riba orang belajar di beclagai instimess peadadikan Ausaealia,
Austenlin telah membentink ASEA N st ralia l nversiy Setwerk dan hodkomitnen

mengirimkan pelajornya wotuk belajor di negaens anggota ASEAN,

B. ASEAN - SELANDIA BARU

Kerja sama ASEAN dan Selandia Baru
berlangsung sejak tahun 1975. Selandia Baru
membuka Misi untuk ASEAN pada bulan
Oktober 2015, sebagai tindak lanjut dari
penunjukan Duta Besar pertama untuk ASEAN,
H.E. Ms. Stephanie Pamela Lee, pada bulan
November 2014.

Tanggal 22 November 2015 dilakukan K'TT
Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan
ASEAN-Selandia Baru di Kuala Lumpur, yang

ditandai dengan:

Peningkatan kerja sama dari
Comprehensive Partnership menjadi
Strategic Partnership;

Pengesahan Plan of Action (PoA) to
Implement the Joint Statement for ASEAN-
New Zealand Strategic Partnership
2016-2020. Fokus PoA adalah Two Key
Strategies, yaitu People Strategy dan
Prosperity Strategy.

Untuk melaksanakan kedua strategi tersebut,

Selandia Baru menyiapkan dana melalui NZ Aid

Program of Official Development Assistance
(ODA) hingga tahun 2020 untuk merealisasikan
sejumlah inisiasi, seperti: 1) program Young
Business Leaders Initiative (YBLI); 2) beasiswa
pasca sarjana bagi 225 mahasiswa ASEAN;

3) English Language Training for Officials
(ELTO) bagi 160 pejabat dari 96 instansi; dan
4) program ASEAN Agriculture Technical and
Vocational Education Training melalui Mekong
Institute Food Safety Project bagi pejabat dari
negara-negara CLMV.

ASEAN-New Zealand 40th Anniversary Commemorative

Summit | Kuala Lumpur, 22 November 2015
Sumber: http://internasional.republika.co.id
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Perkembangan kerja sama ASEAN-Selandia Baru bebevapa tahun tecakhie antar lain:

l Politik-Keamanan

[ bidang politik-keamanan, Eecja smma penanggulangan tereisme dan
kefaharam lintas negaen dalam kerangka Konsalvass SON-TC+ New Zealaod, ARF
frter-Sessiormael Westing oo Coneter Terroeisee o Transaatiomad Crime (550 an
CTTC), dan ADMAEMes Mavitiees Seearity and Counter Torrorian Exercise,
Selain i, Selandia Baro mendukung peagueatan kerga sama melalui mekanisme
EAS, 1|t'||;.'_."|n |r.'|:|'|ini|:|:|5-.i ali tlaee I 'I.h'q"ll'.llj; n_l"l.rlr' EAS Amlissacdors I'.1:|||u.:ﬁ| B
April 2016,

2 Ekonomi

13 Biclang ekonomi, Selandin Baru bersama Australin dan ASEAN telah
memberlakukan AANAFTA sejak | Januari 20000 Uniuk memperkoat AANZFTA,
Selandin Bam hberinisintil melaksanakan program AANSFTA Ecomamie
f.'r.lu-rnfnlfir.lrr Hrrp.l;ﬂu'r f:'rT.l_J.'r'mrr {ECS1) hirl,-.-.-..-a bl Juni 2008, karena
preningkatan nilai perdagangan dinntara ketiganya belum terlihar sejak
climlainya AANLFTA. Selandia Bara merapakan mitra dagang ke- 10 terlesar
ASEAMN dengan nilad perdagangan sebsssar O,4% dari nikai total perdagangan
ASEAMN dengan dunia', Foreign Direct Invesiment (FIN dari Selandia Bam, di
sisi lain, menunjukkan angka positif dengan peningkatan signifikan talwm 2005
dengan nilai total FIM sebesar USS 2,2 miliar® sehinggs menemipatkan Selandia
Barm di peringkat ke7 suimber FD ASEAN,

AREAN tlan Selandia Barm sepakat mempereratl kerja sama hidang conneetivity,
permasuk regulaiory celierence, ASEAN mendorong partisipasi Selandia Bar
dllam pertemuan ASEAN Conneceivity Coordinating Comaniites [ACCC) dengan
Mitra Wicara ASEAN lainnya serta simposivm ACCE pada bulan Okioler 2006
i Laos, ASEAN dan Selandia Baru juga sepakat memperkoat kapasitas ASEAN
ili bidlang pertanian dan petermakan melaln ASEAN Agricaltere Techmical and
Vacationeal Edlucatioen ard Tratning, Mekong Institute Safe Foowd Project dan
ASEAN Foot and Mowrh Diseese Control Tnituaiive,

Hl'ljil SdnnE 1"L| IIlIJIrIi I-'Iill Yilng |:I|II| IFLFIE il I-'llilll J“:ﬂ'ﬂﬂ‘- li”i"'ﬂ.lﬂifl‘-r: ?.I.Irr.r
ernregeilated fEshieg (IUL Fishing), melalui mikar pengakomnan dan peningkatan
kapasitas, penguatan tata kelola nelavan lintas batas, serta penelusuran asal ikan
tangkapan untuk mencegal masuknyva peoduk basil UL Frehing, Selain it
chiglorang juga implementast Keonkeet EAS Suement on Eatecing Regional
Maritims Cooperatioen dimana ASEAN dan Selandia Barn merupakan co-sponsor

Sratewnnerd tor=ehut.

3 Sosial-Budava

[ bedang sosiakbodsya, sejumlab progemm telish digalankan, antaea lain:

L. Prioee Minister's Fellowship Sohemes

2. Inugurasi ASEAN Yo Diptownns Sty Tor;

3. Youne Bsiness Leaders Initoiives (YBLI);

4. besizwa pasca sarjana di Selandio Baro lugi mahasiswa ASEAN; dan
a. Englizh Lingrage Training for Cfffcialz (ELTO) Programmee.

Selandia Baru menyiapkan dana sebesar NZD 20 juta (sekitar USD 13 juta) untuk
program Disaster Risk Management (DRM) hingga tahun 2020 dan penguatan ASEAN
Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)
melalui Executive Leadership Development Programme.

Indonesia merupakan Country Coordinator Kerja Sama ASEAN-Selandia Baru periode
2015-2018 sejak Agustus 2015. Sebagai negara koordinator, Indonesia menekankan pada
kerja sama maritim, SEANWEFZ, IUU Fishing, pekerja migran, beasiswa pendidikan,
pertanian, pencegahan bencana, energi terbarukan, pariwisata, konektivitas, people-
to-people contact, pemanfaatan AANZFTA dan peningkatan hubungan ASEAN dengan

negara Pasifik melalui Selandia Baru.

" Berdasarkan ASEAN Trade Database as of 10 June 2016*preliminary figures
2Berdasarkan ASEAN FDI Database as of 13 June 2016*preliminary figures
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C. ASEAN - JEPANG

Kerja sama ASEAN-Jepang dimulai secara
informal pada tahun 1973 dan diresmikan bulan
Maret 1977 lewat penyelenggaraan ASEAN-
Japan Forum. Sejak saat itu, kerja sama ASEAN-
Jepang mengalami perkembangan signifikan di
bidang politik-keamanan, ekonomi, dan sosial
budaya. ASEAN-Japan Centre (AJC) kemudian
dibentuk pada bulan Mei 1981 di Tokyo untuk
mendorong promosi perdagangan, investasi dan

pariwisata.

Kerja sama ASEAN-Jepang difokuskan pada
bidang kontra terorisme, ekonomi, lingkungan
hidup, penanganan bencana alam, kesehatan
dan kesejahteraan, keamanan maritim,
penanganan pembajakan laut dan pertukaran
pemuda/masyarakat. Pada KTT Peringatan 40
Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Jepang
di Tokyo bulan Desember 2013 telah disahkan

Implementation Plan of the Vision Statement

on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation:
Shared Vision, Shared Identity, Shared Future
sebagai pedoman kerja sama tahun 2015-2020.
Vision Statement ini menggantikan ASEAN-
Japan Plan of Action 2011-2015 yang disahkan
pada KTT ke-14 ASEAN-Jepang di Bali bulan
November 2011.

Pelaksanaan kerja sama ASEAN-Jepang
dilakukan melalui berbagai proyek yang didanai
Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF). Agar
kerja sama lebih fokus, ASEAN dan Jepang
menyepakati bidang proyek kerja sama yang
didanai JAIF 2.0, yaitu terorisme, ekstrimisme,
kejahatan obat terlarang, manajemen
perbatasan, pencucian uang, kejahatan dunia
maya, penyelundupan orang, penangkapan ikan
secara ilegal, perdagangan hewan liar, serta

kejahatan lingkungan laut.
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Perkembangan kerja samn ASEAN-lepang beberapa tabuin terakhir aniaea lain:

I Politik-Keamanan

[ bidang politik-keamanan. ASEAMN dan Jepang telah mengesahkan Jornt
Decluration for Cooprerwrnon to Cormlun Termerseen aeeed Teaosmat ioeral Crirne paila
BTT ke 1T ASEAN-lepang di Myanmiar bulan Novemnber 2004, kerga sama
pemberantasan cdlerceime melaloi ASEA N apae Cyvlsererime Dinlagoe jug
dimulai sejak ahon 2004 i Singagura, Selain o, ootk pectama kaliny g
diselenggarakan ASEAN Jupan Deferee Ministers Informal Meeding of Myvanmeae
packa budan Movembser 2004 viang menvetuju ke =aoma menghadapi ancaman

keamanan non-tradisional.

2 Ekonomi

L3 Bneking ekonormd, Jepong e mspakon matea dagoang ferbesar Kedoa ASEAN
denoan nilai Fhuul.‘m:mg:ln then sirah sehosar USS 235, 4 miliar (2005). .||-p.'|n-_|j||-rl;|
rru-nj;:uli stimibeer FILM terbwesar Kedun ASEAN dengan milas US54 milane (2005 )
1l.:"i|' "| ™ rtlin |1'||,|llgj||ﬂ.| [1'|.||‘I IR VEI=LIER 1..}”' (Y I.uf.l.ulrl l'_'l'lhrJ_lr eliEnsive
I'r'urluml'n'J"‘..-l'.'J.-:-r':-.J.l'.p | AJCEF) |::||I:| Lenbwnn 20008 dan ASFA Nrpaer Ty ear
Stratepie Meoworie |-.-|'Ii.l||1|"|".1.ll'|'rl.l Hocferaip praida Talwnnny 2002, winluk

malipalgandakan perdagangon dan ivestoss padi talon 2022

:} Sosial-Budavya

[ biedang sosial-badaya, Jepang membemtok Fapron-Fast Asia Network of
Fxelurnge for Stodents amd Yourhs (JENESYS) vang diimplementasikan pada
tahain 2007-2002 sebapgai program pertukarsan pemda, Progean ind dilanjurkan
dengnn JENESYS 2.0 Vet 2003 = Macer 2005), JEMXESYS 2005 dan JENESYS
2006, Selain itn, ASEAN dan Jepang juga bekerja sama di bidang kesehatan
ronekalu Japae- ASEAN Health Foivinives don ASEAN Japeaare Hewlth fodidadive
Forwm i Jakarta bulan Agustus 2005, Jepang juga memben duk ungan
penyvelenggaraan The 1 ASEAN Margrove Nedwoek di Indonesza tabion 2004,
Pendirian AHA Centee di Jakara uniuk membanio penanganan bencana juga

hasal dar kaontrilns besar dan Jepang,

e
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Pada KTT ke-19 ASEAN-Jepang di Vientiane
tanggal 7 September 2016, Jepang berkomitmen
mempererat kerja sama dengan ASEAN melalui
penyediaan dana bantuan sebesar USD 200

miliar untuk pembangunan infrastruktur di

ASEAN, peningkatan kerja sama people-to-
people contact, dan peningkatan sumber daya
manusia (SDM). KTT ASEAN ke-30 kemudian
menyerukan dilakukannya peningkatan kerja

sama dengan Jepang.




ASEAN

PBB

D. ASEAN - PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA (PBB)

Kerja sama ASEAN dan PBB dimulai dengan
kerja sama ASEAN dan United Nations
Development Programme (UNDP) di awal
tahun 1970-an dalam bentuk pemberian
bantuan teknis keahlian dan pengembangan
kapasitas dari UNDP kepada ASEAN di

bidang pembangunan industri, pertanian dan
kehutanan, transportasi, keuangan, ja

moneter dan asuransi. Pada tahun 1977, kerja
sama ini diformalkan dengan peluncuran

ASE/ DP Sub-Regional Program. Sejumlah
badan khusus PBB seperti UNESCO, UNESCAP,
UNAIDS, WHO, ILO, UNICEF, UNHCR dan
OCHA kemudian juga melakukan ke

dengan ASEAN tanpa terstruktur.

ASEAN dan PBB semakin
berkembang sejak KTT ASEAN-PBB tahun 2000
di Bangkok. Saatitu, Sekjen PBB menyatakan
bahwa ASEAN merupakan mitra PBB

terpercaya di bidang pembangunan. Sampai

saat ini telah dilakukan delapan kali K'TT, yaitu
tahun 2000, 2005, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015

dan 2016.

Ruang lingkup kerja sama ASEAN-PBB meliputi
bidang politik, ekonomi dan sosial budaya
dengan penekanan pada penguatan kerja
sama institusional untuk: mencapai Millenium
Development Goals (MDGs), mengurangi
kesenjangan pembangunan, mengatasi
ancaman perubahan iklim, pertukaran
informasi dan keahlian, kolaborasi dalam
penanganan bencana alam dan konektivitas
regional. Untuk mengatasi tantangan regional
dan global, Indonesia memandang perlu
diwujudkan Kemitraan Komprehensif antara
ASEAN-PBB.

The 8th ASEAN-U.N. Summit, 7 September 2016, Vientiane,

Laos | www.asean.org

Perkembangan kerja sama ASEAN-PBB

beberapa tahun terakhir antara lain:

KTT ke-7 ASEAN-PBB di Kuala Lumpur
tanggal 22 November 2015 mengapresiasi
pengesahan Visi Masyarakat ASEAN 2025
dan mengupayakan agar implementasinya
saling melengkapi dengan Sustainable
Development Goals 2030.

KTT ke-8 ASEAN-PBB di Vientiane
tanggal 7 September 2016 mengesahkan
PoA to Implement the Joint Declaration
on the Comprehensive Partnership
between ASEAN and the UN 2016-2020
oleh Menlu ASEAN dan Sekjen PBB,
untuk menyelaraskan Visi Masyarakat
ASEAN 2025 dan Agenda Pembangunan
Berkelanjutan 2030.

Terkait terorisme dan ekstremisme,
Indonesia menjadi co-chair
penyelenggaraan ASEAN-UN Workshop:
Third Regional Dialogue on Political-
Security Cooperation (AURED III) (‘Track
1.5) dengan tema preventive diplomacy,
pencegahan konflik dan pencegahan
ekstremisme, di Jakarta tanggal 7-9

November 2016.

Saat ini, ASEAN dan PBB masih berupaya
menyelaraskan Visi Masyarakat ASEAN 2025
dan Sustainable Development Goals 2030 agar
implementasi kedua visi dimaksud memberi
manfaat konkret khususnya bagi masyarakat
ASEAN.




E. ASEAN - KANADA

Kerja sama ASEAN dan Kanada dimulai bulan
Februari 1977 dengan pertemuan formal
pertama ASEAN-Kanada. Pada pertemuan
tersebut Kanada menyampaikan komitmen
bantuan program pembangunan untuk
ASEAN dan keinginan menjalin kerja sama
ekonomi, perdagangan, investasi, industri dan
pembangunan. Dalam perkembangannya,
ASEAN dan Kanada kemudian memperkuat
kerja sama pemberantasan terorisme
internasional dan kejahatan lintas negara,
keamanan kesehatan, dialog antar keyakinan
dan bantuan teknis pengembangan kapasitas
Sekretariat ASEAN. Tahun 2017 punya arti
penting bagi ASEAN dan Kanada karena
merupakan tahun peringatan 50 tahun ASEAN,
150 tahun Kanada dan 40 tahun kemitraan
ASEAN-Kanada. Kanada sendiri telah
menandatangani TAC pada Pertemuan ke-43
AMM/PMC di Hanoi tanggal 21-23 Juli 2010.

Kerja sama kemitraan ASEAN-Kanada
didasarkan pada Joint Declaration on ASEAN-

— 66
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ASEAN-CANADA

40 Years of Dialogue Relations

Logo ASEAN-Canada 40 Years of Dialogue Relations | Foto;
http://www.international.gc.ca

Canada Enhanced Partnership (2009), Plan

of Action to Implement Joint Declaration on
ASEAN-Canada Enhanced Partnership 2010-
2015 dan Plan of Action to Implement Joint
Declaration on ASEAN-Canada Enhanced
Partnership 2016-2020. Pada Pertemuan 10th
ASEAN-Canada Dialogue di Toronto tanggal 6-7
Mei 2013, Kanada menyampaikan dua fokus
kerja samanya dengan ASEAN, yaitu: Human
Rights dan Disaster Risk Reduction.

The ASEAN-Canada Ministerial Meeting, 26 Juli 2016,
Vientiane, Laos | www.asean.org

Tahun 2017 punya arti penting bagi ASEAN dan Kanada karena

merupakan tahun peringatan 50 tahun ASEAN, 150 tahun Kanada dan

40 tahun kemitraan ASEAN-Kanada.
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Perkembangan kegga sama ASEAMN-Kanada beberapa talun terakbie antarm lain:

I Politik-keamanan

L4 Bicdang pastivik-keamanan, Bamacks skl mendukong penguatan AN dan
menyedinkan dana sebesar CALS jura (US1 2,18 juta) selama tahum 2000-2014
itk inplementasi Regiomsl Mechmnizms to Protect the Hurean Righes of
Wenmien g Girls in Southeast Azis. Selanjutmyva, CAD 10 juea (USD 7.27 juta)
selevma tabwn 200 1-2016 gmiuk smplementass Cormventior on the Elimination of
Al Formg af Discrimimation againsd Wemern (CEDAW ), serta CAL 5.5 jura (U510
4 jutan ) padda tahon 2002-2006 guma implementasi Tripariete Action o Protec

Migranis ire the ASEAN Region from Labour Explodintiom.

u:. AL .
e Ekonomi

¥ bidang ekomomi, ASEAN dan kanada telah mengesabkam 200062000 Wik
Maun e Iﬂ:pfl'rm-rll' the ASEAN-Carada Jornt Dhveclarstion on Teacde anod
Fvestment dan menunjukkan kemajuan dalam implementsinyg. ASEAN dan
kanada membentuk ASEAN-Canadn Bustress Conrecil dil Singapues pada bulan
Juilli 20012 dengan key areas of strength pada Corporaie Socisl Responsibilioe
({CSH) dan wsabia mokoe, kecil dan menengal (UMEN ).

L ] Y .
3 Sosial-Budavya

[ bBcdang sosial-bodaya, kanada telal memberikon bantoan dana sebesar CAD
IO et (LVS1 V2T juia) dalam kerangka fetegented Dizaster Management Fiad
(2MME-27 ) guna inmplementasi ASEAN Agreement on Dizaster Managemient
ard Emergency Response (AADMER), peningkatan kemampuan ASEAN uniuk
Il Il IJ_l'.ul"iI I METIC RN & IIIIIII i Ia'll 1 I LA FP RA Liame h ” h r.‘r'l'fri"l', ! }I I Iil I dang I Il':l:ll:lili:ita..ill 1,1 I.'Ii Il:l
dilakukan ASEAN-Carads Track 1o Dialosee 2002 dengan tema Kole of
Feleveation ard Research in Promoting People-to-Peopde Cornectiivity di selasela
Seh ASEAN-Cardln Dialogee, Dalam upayva penguntan Sekretarinn ASEAN,
Eanada melalui institesi Open Test memberikan bantuan dana CAD L3 juta

'l q; } 1.':"“] r|| il Ib wniel L. rH'rlﬂi'rl II LR L] JFHI"HJ]!H'JIJ.JII"- r.lm " I Il:H'l.iII I: I MisAiEs
pengelolaan arsip dan dokumentasi ASEAN vang diluncurkan pada Pertemaan
Zadl ASEAN-Canada JOC tanggal 10 Aprl 2014,



F. ASEAN - AMERIKA
SERIKAT (AS)

Kerja sama ASEAN dan AS dimulai sejak tahun
1977 dan tahun 2017 merupakan peringatan
ke-40 tahun kemitraan ASEAN-AS. Dalam
perkembangannya, kerja sama ASEAN-AS
menghasilkan Joint Vision Statement on
ASEAN-US Enhanced Partnership (2003),
Revised Priorities for Cooperation under the
ASEAN-US Enhanced Partnership (2009) dan
ASEAN-US Enhanced Partnership Plan of
Action (2011-2015).

Pada KTT ke-3 ASEAN-AS di Kuala Lumpur
tanggal 21 November 2015, kerja sama
ASEAN-AS meningkat dari Enhanced
Partnership menjadi Strategic Partnership.
Pada KTT ini juga diadopsi Joint Statement

on ASEAN-US Strategic Partnership dan Plan

of Action (PoA) to Implement the ASEAN-US
Strategic Partnership 2016-2020. Bagi AS,
peningkatan status menjadi kemitraan strategis
merupakan refleksi hubungan ASEAN-AS

yang kuat, berjangka panjang dan produktif.
Pentingnya ASEAN bagi AS ditandai dengan
diselenggarakannya Special ASEAN-US Summit
di Sunnylands tanggal 15-16 Februari 2016. KTT
ini menghasilkan Joint Statement of the ASEAN-
US Special Leaders’ Summit: Sunnylands

Declaration.
Pada tahun 2008, AS merupakan negara non-

ASEAN pertama yang merangkapkan jabatan
Duta Besar ASEAN dengan Duta Besar AS
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untuk Indonesia. Pada Juni 2010, AS secara
resmi mendirikan Misi untuk ASEAN di Jakarta
dengan Duta Besar pertama, H.E. Mr. David

L. Carden dan sejak tahun 2014, AS menunjuk
H.E. Ms. Nina Hachigian sebagai Duta Besar
kedua untuk ASEAN.

Bidang prioritas kerja sama ASEAN-AS

adalah counter-terrorism, maritim termasuk
pemberantasan IUU Fishing, wildlife trafficking,
perubahan iklim, energi, UMKM, ekonomi
digital dan people-to-people ties.

Special ASEAN-U.S. Summit, 15-16 Februari 2016,
Sunnylands, Amerika Serikat

www.kemlu.go.id

Perkembangan kerja samn ASEAN-Amerika Secikot bobecapa tahun terakhie anvacs lin:

I Politik-Keamanan

I biclang politik-keamanan, ASEAN dan AS mendorong terciptanya perdamaian, keamanan,
stabilitas dan kemakmusan di kawasan, Dakao bal in, A% telab smengaksesi TAC pada
Perteman ke—k2 AMMTNMOC talion 2008 i Phukern, ASEAN dan AS juga menggarishawaki

(L5 |ili|l,|.'_|'|:| 1l Ll.'lill SEFTA AT et ||l:'1ll|r| srantmsan terorisme. ekstrmisome dan Llj.'lhnl.'m
iransnasional lninnya dalam kerangka EAS dan AHREF. herga sama pemberantasan 10U Fishing,
terutame penguatan kapasitazs dan pertukarcan informasi. jugn didorong oleh ASEAN dan AS,
Kunpungan Wapres A5, Mike Pence, ke Inkara pacla bulan Apeil 2007 dan bertemu dengan
Sekjen ASEANM, mwnberikan sinval positil komitmen AS techadagp ASEAN dan kelanjutan
kerja sama ASEAN-AS i hertsmgai hidang pada masa pemerintahan Presiden Traimg.

5

o Ekonomi

I3 bidang ekowomi, seluagn hosil speeial ASEANUS Saei . ASEAN dan Al sepakai
meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi, pengembangan UMBEM, teknologi
informatikn don ckenomi digital. AS mengusulkon pembentukan TASEAN-LS Conrect " untuk
misningkatkan kerja sama ckomomi dan mesmbangun jaringan antar pebi=nis di kavasan serta
misningkaikan perdagangan ASEANAS, ASEANLS Conneet Cenire di Jukarta diresmikan
purdla Seprember 2006 sebugai baginn dari kantor Misi AS ootak ASEAN, diikuti dengsin
peresmian ASIAN-LS Sirafegic Comnect o Smgapura sebagai fieancial heeb dan di Banghok
sebagai kantor dagang, ASEANLUE Comrect mengusung empat prioritas, vaite bisais, energi,
imivisi don kebajnkan, Hal ing mereflcksikan dukangan Al techadop upayve integrasi ASEAN,
pencapainn Misvarakat Ekonomi ABEAN sera peningkatan nili perdagangin dan investisi
WsEAM-AL. Al merupakan salah satu mites dagang cin investor otama ASEAN. Pada tabun
2005, nikyi perdagangin ASEAN-AS mencapai LS0 2128 milvar avan 93% dari total
perdagangzan ASEAN. AR memipakan investor ke-2 terbesar di ASEAN dengan FIH senilm LS

12,2 mibvar,

[ ] u =
o Sosial-Budava

I3 bidang soslalHwidayva, kecja sama Kepemudaan, khisusova peningkaan kapasitas,
kiewirausahaan dan inovasi, meripakan salnh sam fokes ASEAN olan AS. Hal ini selaras
dengan kerja sama vang telah tecjalin di bidang pendidikan dan peninglkaan S0M gecara leli
luas, Program imtereship vang ditawarkan AS dibarapkan meningkatkan Kagrisitas pemuca

ASEAM dalam hersaing secara global,



ASEAN - UNI EROPA

G. ASEAN - UNI EROPA (UE)

Kerja sama ASEAN-Uni Eropa (UE) secara
informal dimulai tahun 1977 saat UE masih
bernama Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).
Kerja sama ini kemudian diformalkan pada
bulan Maret 1980 melalui penandatanganan
ASEAN-EEC Cooperation Agreement. Pada
tahun 2017 ASEAN akan merayakan peringatan

40 tahun kerja sama dengan UE.

Kerja sama Kemitraan Komprehensif
ASEAN-UE terwujud tahun 2007 dengan
ditandatanganinya the Nuremberg Declaration
on an EU-ASEAN Enhanced Partnership dan
Plan of Action to implement the Nuremberg
Declaration. Kemitraan ini diperkuat dengan
diadopsinya Plan of Action to Strengthen the

U Enhanced Partnership 2013-2017

T T-FOIT

EU-ASEAN

Logo 40 Tahun EU-ASEAN | Foto: www.asean2017.ph

pada tahun 2012 di Bandar Seri Begawan.
Sebagai kelanjutan PoA 2013-2017, keduanya
akan mensahkan ASEAN-European Union Plan
of Action 2018-2022.

Kerja sama kemitraan ASEAN-UE memiliki

4 prioritas, yaitu penguatan konektivitas;
peningkatan perdagangan dan investasi;
penguatan kerja sama bidang iklim,
lingkungan hidup, penanggulangan bencana
dan pembangunan berkelanjutan; serta
pengembangan kerja sama maritim dan
penanggulangan kejahatan transnasional.
Komitmen UE untuk memperkuat hubungan
dengan ASEAN ditunjukkan dengan
peningkatan dana bantuan UE ke ASEAN dari
EUR 70 juta (USD 76,52 juta) sebelum tahun
2014 menjadi EUR 170 juta (USD 185,83 juta)
untuk tahun 2014-2020. Komitmen UE juga
ditunjukkan dengan penugasan Duta Besar UE
pertama untuk ASEAN, H.E. Mr. Francisco
Jose Fontan Pardo, pembukaan Misi UE untuk
ASEAN di Jakarta pada bulan September 2015

dan peningkatan kunjungan/pertemuan pejabat

tinggi UE dan ASEAN. UE juga telah mengaksesi
TAC pada Pertemuan ke-45 AMM/PMC di

Phnom Penh tanggal 11 Juli 2012.
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maalu penveleng
l'_'lllll'.'l erefinn kel di lnkartn taneonl 13- 159 Soveombaer 2015, ||i|::||_|||'-|-..|.-|-||'-'|:.|||||| 1 ke 2

L e LY K3 i Banekok tangen

konomi

10 Bidang ekomimmi, ks bl Juls 2007 diluncurkan aeposers ASEAMN-ELU FTA, nanumn
chitnda hingea bulan Maret 20068, Hingea saan ind Bbeloam b 1y k |‘-.l:'llliJiII.III ThE s T
WaEANEL FILA Kecualn dhhasalkannya parmmeter nntak b I b 1A, Uk senchir

marpakan salal sato investor dan n itra kg terdssnr ASE ik mniling inviestasi

sebsesar LS 200,12 juta dan nili perckgangan sebesar US0 228 060 juta padda talon 2005,

Pada bulan Maret 2007, telah ddakukan endersemrent techadap ARMV-EL Trade aoed
Towvessteriesind Wk TR i

hiclang ke

IV dlan Derha s agar ASEAN memaniaatkan Az fonvestment aerl iy g
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ASEAN-EU Ministerial Meeting, 25 Juli 2016, Vientiane, Laos,
www.eeas.europa.eu



H. ASEAN - REPUBLIK KOREA

Awal kerja sama ASEAN-Korea (Republic of
Korea/ROK) terjalin bulan November 1989,
dan sejak tahun 1991 Korea menjadi Mitra
Wicara ASEAN. Pada tahun 2010 kerja sama
ASEAN-Korea ditingkatkan menjadi Kemitraan
Strategis. Perayaan 25 tahun kerja sama
ASEAN-Korea tahun 2014 ditandai dengan KTT
Peringatan 25 Tahun Kerja Sama Kemitraan
ASEAN-Korea di Busan pada bulan Desember.
Pada KTT ini dilakukan juga ASEAN-ROK CEO
Summit 2014, ASEAN-ROK Special Ministerial
Meeting on Forestry dan ASEAN-ROK
Ministerial Roundtable and Exhibition on Public

Governance.

Kerja sama ASEAN-Korea difokuskan pada
bidang ekonomi, perdagangan, investasi,
transportasi, pariwisata, pertanian, ilmu
pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi
dan komunikasi, kehutanan, lingkungan

hidup, kesehatan, pembangunan sumber daya
manusia, kebudayaan, pertukaran masyarakat
dan pengurangan kesenjangan pembangunan.
Kerja sama ini dilaksanakan dalam berbagai
proyek dan kegiatan yang didanai ASEAN-ROK
Economic Cooperation Fund (ECF), ASEAN-
ROK Special Cooperation Fund (SCF), Future
Oriented Cooperation Project (FOCP) Fund dan
ASEAN-Korea Cooperation Fund (AKCF) yang

NS U LL@

The 18th ASEAN-Republic of Korea Summit, 7 September
2016, Vientiane, Laos | www.asean.org

dibentuk pada ASEAN-ROK Joint Cooperation
Committee (JCC) bulan Juli 2015.

Sebagai pedoman kerja sama, pada KTT
ke-17 ASEAN-Korea di Kuala Lumpur bulan
November 2015 telah disahkan ASEAN-
ROK Plan of Action to Implement the Joint
Declaration on Strategic Partnership for
Peace and Prosperity 2016-2020. PoA ini
menggantikan Plan of Action to Implement
ASEAN-ROK Strategic Partnership for Peace
and Prosperity 2011-2015 yang disahkan
pada KTT ke-13 ASEAN-Korea di Hanoi
bulan Oktober 2010. KTT ke-18 ASEAN-
Korea di Vientiane tanggal 7 September 2016
kemudian membahas peningkatan kerja sama
penanggulangan terorisme dan ekstremisme,
upaya mencapai target perdagangan dua
arah sebesar USD 200 milyar, pemberdayaan
UMKM, pertukaran masyarakat dan pemuda

serta kerja sama sosial budaya.

Perkembongan kerja samn ASEAN-Koren beberapn taln terakhie antaen lnin:

I Politik-Keamanan

¥ bidang politik-keamanan, ASEA™N dan korea sepakat bekerja sama dalam
nonpealiferas; denaklivi=asi; keamamn maciton dan Kerga sans martim, termasak
fnenjaga pErlamian O Semenanjong Keres: kesmmanan non (eaisional vaiiu
kiejahatan lintas megara, terorsme, perdagangan neanisia, penyelundupan senjata,
||l.'||||'|:'|j1'| ko i lanet . |a-|-|'|l.'lll.'i:||| WaANng. ||l.'|1'|:b','_1'|||;.::ll'| narkaotika, lu'_-i."lll-;l-hlll ko
internasional dan evbererime: good governance, demokrasi, hak asasi manusia (HAM )
dan memanjukan modecasi. Dalom memerangi terorisme, ASEAN dan Koren
mendeklarasikan ASEAN-ROK Joint Declaratoon for Cooperadon fo Gl
ferterrratierad Tervortsm. Kovea juga menungukkan doukangan pada tercipianya Asia
Tenggara vamg damei dengan mengaksesi TAC pada Peremoan Tingkat Menter
ASEAN-Korea ailan November 2004,

2 Ekonomi

13 bstilng koo, AREA N dan borea 'ul‘:ltlk,.'-ll |||_'I.,1=1'j:| sammen dalam |1|l|1|;|g:|ug.;||| ilin
inviestisi; regional rnde ageeermenie; keoangan; kepabeanan: usalia kecil dan
menengil; energi terbarukan, energi alternatid; imfrastrukioe; transportasi; ketaboanan
pangan, pertanion, kehutanan, reral develepement; teknologi informasi don
kammumikissi, pariwisats, ilma pengetabnmn dan teknobogi (iptek ) dan inevasi. kadoa
prileik teslab pemberlakokam ASEAN-Kores Feec Trde Agrecment (ARFTA D sejak |
Javnwr 2000, Pemberlakoan ARFTA il meerapakoan Kelanjuion dari pecjanjian
perdagangan dan investas sebelumnva, seperti Agrecment on Traede in ooz (2O06G],
LREAN-ROK Agreemont an Trade in services [2O07) dan ASEANRUK Apreemend on
Tracle i Frrvestmesnt (2009). Korea merupakan miten dagang ke-S terbesar ASEAN,
selmn gkan ASEAN merupakan mitea dagang ke2 terbesar Borea. Dalam bidang
inviestisi, korea meerupakon investor te ks ke df ASEAN,

Pengembangan kega samd ekonomi As EAN-Borven juga dilakuknn dengan
etk

. ASEAN Korea Contre (AKCH pada bulan Maret 2008 untuk meninghatkan volume
percagamgan dan ames invesiasi;

v ASEAN-Korca Dusivess Council (AKBC) pada balan Desember 2004 uniuk
mpenmeborong pembangunan ckonoa, meningknikian peran swirsio don
mengembangkan kapasitis sektor LMEM: serta

o ASMEANHOK Innovation Centee bulan Movember 2005 uniuk mencipiakan
bypangan kerja dan devia saing indostrei lokad di pasar glebal, Pada ARG, Indoenesia
aktif mendorong penempatan wakil Indoenesin schagai cksekutf ARC,
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o> Sosial-Budava

Lhi bidang sosinl-badayn, ASEAN dan korea sepakat bekerja samom di bidang
mandjeren bencana; lingkungan, peosbaban kb, teknologs pamals linghungan
tornnsuk lovieenrison greon 'r_-ruu'.lh. |||_'l||l_|-l"||||:i:|ll Biniisin tu-rl..,-l:u._ilu,'m tlin

rithabilitasi hitan, perdangonen lora dan foena; kesehiotan; pendicdibkan;

informuesi dan media massa; badaya dion seni; pemuode dan pertukaran orang,

kl'l'_ii: saena konsuler; elalwngn; |Ir'|it:-.i||| p|-.|||il-.. Ienagn Iu-ijin tlam Fu-l-.:-rj.l. TR,
kesejahiermsan sosinl dan pembanguman sosial.

Dibidang pendidikan, kerja sama ASEAN-
Korea difokuskan pada pengembangan SDM
serta pertukaran mahasiswa dan penawaran
beasiswa melalui ASEAN-ROK Academic
Exchange Programme dan ASEAN Millennium
Leaders College Student Exchange Programme.
Penguatan pertukaran budaya dan people-to-
people contact juga dilakukan melalui berbagai
kegiatan di AKC. ASEAN dan Korea selanjutnya
menetapkan tahun 2017 sebagai ASEAN-

ROK Cultural Exchange Year dan peresmian
ASEAN Culture House (ACH) di Busan pada

September 2017. Di bidang lingkungan, ASEAN
dan Korea memperpanjang ASEAN-ROK Forest
Cooperation Agreement hingga tahun 2016,
sebagai upaya reboisasi dan pelestarian hutan
melalui kerja sama manajemen sumber daya
air, pengembangan teknologi ramah lingkungan
dan konservasi keanekaragaman hayati. Di
bidang penanggulangan bencana, ASEAN dan
Korea aktif dalam implementasi fase kedua
kerja sama AADMER 2013-2015. Korea juga
mendukung konektivitas ASEAN melalui kerja
sama antara ACCC dengan ROK’s Task Force
on Connectivity di Balikpapan pada bulan Juni
2013.

— 66

Di bidang lingkungan, ASEAN dan Korea memperpanjang ASEAN-

ROK Forest Cooperation Agreement hingga tahun 2016, sebagai upaya

reboisasi dan pelestarian hutan melalui kerja sama manajemen sumber

daya air, pengembangan teknologi ramah lingkungan dan konservasi

keanekaragaman hayati

10/

I. ASEAN - INDIA

India menjadi Mitra Wicara ASEAN pada
tahun 1995 setelah sebelumnya menjadi Mitra
Wicara Sektoral sejak 1992. Tahun 2012
diselenggarakan K'TT Peringatan 20 Tahun
Kerja Sama Kemitraan ASEAN-India di New
Delhi tanggal 20 Desember 2012. Pada KTT
dimaksud disahkan ASEAN-India Vision
Statement dan peningkatan kerja sama ASEAN-
India menjadi Kemitraan Strategis. Penugasan
Duta Besar India pertama untuk ASEAN, H.E.
Mr. Suresh K. Reddy, dimulai pada tahun 2014
dan pembukaan Misi India untuk ASEAN di
Jakarta pada tanggal 23 April 2015.

e 10 3 « 9J
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The 2" International Conference on ASEAN-India Cultural
and Civilisational Links, Jakarta, 20 Januari 2017 | www.
asean.org

ASEAN dan India berkomitmen meningkatkan
kerja sama bidang perdagangan dan investasi,
pengembangan SDM, iptek, teknologi informasi
dan hubungan antar masyarakat. India lebih
lanjut menyatakan komitmen pendanaan
melalui ASEAN-India Fund (AIF) dan ASEAN-
India Green Fund (AIGF) untuk membiayai
berbagai proyek kerja sama ASEAN-India.
Pedoman kerja sama ASEAN-India saat ini
adalah Plan of Action to Implement the ASEAN-
India Partnership for Peace, Progress, and
Shared Prosperity 2016-2020.

ASEAN dan India juga sepakat mengadakan
forum Delhi Dialogue yang merupakan forum
track 1,5 untuk membahas isu-isu regional

dan internasional yang menjadi kepentingan
bersama. ASEAN-India juga menyambut

baik pembangunan dan pembukaan kembali
Universitas Nalanda melalui penandatanganan
Memorandum of Understanding (MOU) on
the Establishment of Nalanda University.

India memanfaatkan kerja sama dalam EAS
untuk mendorong pendirian kembali Nalanda
University, setelah mendapat tanggapan positif
dari negara anggota EAS.
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Perkembangan kerja sama ASEANImdia belsecapa tahun tevakhie antara bin:

[ Politik-Keamanan

¥ biclamg politik-keamanan, ASEAN dan lndia tems memunjukkan Kemitmen
peningkatan kerja sama, Indi telah mengaksesi TAC dan menandatangan Deklarasi
Bersama ASEAN-India unink Kerja Sama Memerangi Terorisme Internasional dan
Penangaman Kejahatan Transnasional. India secara akuif verlibat di mekanisme vang
dimomtori ASEAM, yvaitu EAR, ARF, ADNM Mus dan EAME, Pada ASEAN PMT Il
Session wilh Tnclia balan Juli 2006, ASEAN dan India mendorong peningkatan kerja

sama hidang mariting dan penanggulangan terorisme serta traismaiional crimes,

") = :
pdt Ekonomi

1% briddang ekonomi, kejs samea ASEAN-Dndia distur dalwm Framewasrk Agrecaient an

Comprehensive Eronmrie Cooperaiion between ASEAN amd India vang ditandatangini

pairs Boepala Megara Pemerintalian ASEAN dan lndia pada Dalan Okopher 2000,
kesepakatan tersebut ditkoti dengan pesandacanganam ASEAN-Tieclin Trade in Caoolz

\ereement vang berlnku ok 1 Janwaes 2000, Pembasrlakman i seenandas disaalaimnya

prerclagangnn Belus AsEAN-lndia maelabui ASEAMNIndia FEA (AIFTA). Tabon 2005,
perdagangan ASEAN-Indin mewcapai USD 58,7 milvar. Angha terselut ters
meningkat sejak taban 2000 nammn masih di bawal target toial perdagangan
ASEAN-India vang dicanamgkan pada tabmn 2002 sebesar UsDy 100 mibvar, Minyak

sawit, kopi, tel hitam dam merica adalah produk otama vang diperiisgangkan oi AIFTA

ini. Dhiri sisi investasi, FL Indi di ASEAN tercatat sebesar LS LGS miliar pada
el 2004 chan sk mengadi LS50 1254 miliae pada talon 2005, Untuk sendubung
peningkatan investasi, pads bulan Descimber 2002 didivikan ASEAN India Trade aod
Liavestiveerd Ceatee (AITIC).

Kerja sama ekonomi bxin adalah pengembangan UNMEM dan parivisata. Terkail
UMEM, ASEAN dan India meenekankan pada 4 area berja sama, vaitu (i) peningkatan
akses UNMEM terhadap Kewangan; (§6) teknologi telekomunikasi, informass dan
kanmumikisst; (i) peagembBangan S0M; dan (iv) promosi UMEMN. Dalam bidang
EM:I'i\tiﬂ-lﬂrI. ASEAMN dian Inclia telabh menandatangani Aemsoramido |.g||-l rI-'II'r:‘lHI-IJrIIJ-.Irll.;'
(MoLl) bebween ASEAN and Trclia on Sireagihening Tourism Cooperation padas bulan
Januari 2002, uniuk mendorong kerja sama Fasilitasi perjalanan dan kanjungan
wisatawan serta memperkoat kemitraan pariwisata. omlah wisacawan India ke
ABEAN pada talwm 2005 meningkat 7 1% mengads DG juts orang, sedang wisatiwan
AREAN vang berkunjung ke Indin sejumbal 700 mibo orang.

'} Sosial-Budaya

I biclang sosial-udaya, kerja sama telah dipedaas Ringga mencakug
premibsnganan SD8, iptek, ppeapde-to-peogle contacts, kesehatan dan Frmasi,
vransportash dam inleasirukoor, teknologl mfommnasi dan keasunikasi, peranian,
|.'||1-|';.:i. serta LAl Sennnn [ERREL ik Ll'!ji’! samd terselnt didanai ASEAN-India Fand
{AIF). Uninuk menduking kerja sama bidang ini. India mendivikan ASEA N
Cenpre pada talin 2004 di New Delhi.

ASEAN dlan Iivdia juga sepakat mengadakan fomam Dethe Dialogoe vang merupakan
T ek 1.5 untuk membahas sasa regional dan internasional yvamg mengadi
kepentingan bersama, ASEAN-Indin juga menvambion baik peabangunan dan
peernbadkann kembuali Universiias Nalands melalui perandatanganan Aleoorandien
of Urelerstanaing (MUY oo the Extablishorent of Yalareda Dmiversiiy. India

mmian fatkan kergan sama dalaan EAS uniok mendorong pendirion kembali Malanda

University, setelah mendapat tanggapan positif dan wegara anggota EAS,

Kerja sama iptek adalah bidang kerja sama penting dalam kerja sama ASEAN-India.
Kerja sama di bidang iptek secara formal dibentuk melalui pelembagaan ASEAN-
India Working Group on Science and Technology (AIWGST) serta pembentukan
dan operasionalisasi ASEAN-India Science and Technology Development Fund
(AISTDF) dengan dana awal sebesar USD 1 juta dari India.

KTT terakhir (ke-14) ASEAN-India dilaksanakan di Vientiane tanggal 8 September
2016. Pada KTT ini, India menyampaikan komitmen untuk: (a) meningkatkan
AISTDF menjadi USD 5 juta pada tahun 2016; (b) membentuk konektivitas digiltal
ASEAN-India Innovation Platform menggunakan teknologi Gigabit-capable Passive
Optical Network (GPON); serta (c) memanfaatkan AIGF dalam menghadapi

perubahan iklim.
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Untuk melaksanakan kerja sama ini, ASEAN dan
RRT membentuk ASEAN-China Centre (ACC) yang

berlokasi di Beijing.

Tl Ay e e Y ¥« i o
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The 19th ASEAN-China Summit to Commemorate the
25th Anni ary of ASEAN-China Dialogue Relations, 7

September 2016, Vientiane, Laos | www.asean.org

J. ASEAN - RRT (Republik
Rakyat Tiongkok)

RRT resmi menjadi Mitra Wicara ASEAN pada
Juli 1996, dan sejak tahun 2003 meningkat
menjadi Kemitraan Strategis. Pengembangan
hubungan kerja sama ASEAN-RRT ditandai
dengan pembukaan secara resmi misi
diplomatik RRT untuk ASEAN tanggal 27
September 2012 dengan H.E. Mme Yang
Xiuping sebagai Duta Besar pertama untuk
ASEAN. Saat ini Duta Besar RRT untuk ASEAN
adalah H.E. Mr. Xu Bu.

Pelaksanaan kerja sama ASEAN-RRT ke depan
tercantum dalam Plan of Action to Implement
the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic
Partnership for Peace and Prosperity 2016-2020.
Kerja sama ini memiliki 11 prioritas bidang
kerja sama, yaitu pertanian, informasi dan
teknologi komunikasi, sumber daya manusia,
investasi bersama, pembangunan wilayah
Mekong, transportasi, kebudayaan, pariwisata,
kesehatan publik dan lingkungan hidup,

infrastruktur, sumber daya alam dan energi.

Untuk melaksanakan kerja sama ini, ASEAN
dan RRT membentuk ASEAN-China Centre
(ACC) yang berlokasi di Beijing. Pembukaan
ACC merupakan wujud nyata komitmen RRT
untuk lebih mendorong peningkatan ekspor
ASEAN, peningkatan investasi RRT serta
peningkatan kunjungan wisawatan RRT. Oleh
karena itu, berbagai kegiatan yang dilaksanakan
ACC difokuskan untuk meningkatkan kerja
sama di bidang perdagangan, investasi,
pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.
Indonesia sebelumnya pernah berhasil
menempatkan wakilnya sebagai eksekutif di
ACC.
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Perkemhangan kerja sama ASEAN-RRT beberapa tahoun terakhir antaea lain:

l Politik-keamanan

¥ bidang politik-keamanan, ASEAN dan BRT sepakat bekec sama o bidang HAM,
Kesdmmaimnan riani-trach=admnal, Ll.'l;:lllillnn Irfiis=massndl, |||'rl|.'||:|:|r|.'||1. kbt linlas negar,
I-.1=|'1|:| s kKelmitan, wi Lt Chang Selatan (LCS) . terormme, eksiremsane, evler seenridy,
ilan konekiivings martim, Poadks KTT ASEAN k20, 120 LCS dibahas secaeg khisais apne s
yang mermands basa diliinclas, termasuk sersan agar COC dapm diselesaikan pada
pertengalan tahan 2007,

RET sewcliri merupakan Mitea Wicars ASEAN pertaoma viang menandatangan TAC pada KTT
k7 ASEAMN-RIT chi Baki vabwn 2008 dan menyepakati penguatan Kecja saoma o Berbaga
ASEAN Dl mechanisms, vaita EAS, ARF, APT dan ADMM Plous, Sebagai lindison ke sama
ASEAM don RRT di bidang politik dan keamanan, kedunnya mengelunsrkan Deklars
Bersoma ASEANBRT tentang Kergn Sama Esu-l=a Keamannn Son Tradisicnal,

Terkait s LCS, RET velal menvatnkan ki IJ:IIilIIII.'lIII;'.iI |||q=|'|:|.|'|1--..'|il..'t|| Framoanrk n:ll" il Careles
r_rll' Cowrcharct [l':[]'i.] der Flees Sawatdy Cletnn S ||.'||:|||| tahan BT, Poda KTT k19, Resdua |'||||:|L [TRI]
mengesahkan 2 dokomen penting terkait s LES, vaitu: Soint Statearent an the Application of
ihe !'_}lrf.l*ﬁ.u'! ura]'.'rm.u'rf Fncanniers al Sea [LUES Y i e Soaette il Sen dan !.'||Frf|l'hm=-;.|'i'|r
Hatline Cormanmications Amoag Senior CNficialz aof the Mimistries of Foreign Affiies af ASEAN
Veardher Srutes gned Ching in Ilfr'ﬁ;y.-rl.wm Waritirne Biseroeneies ie D fmll:-fJ-JJJf'rrI.'J!.imr r!f'rIrr-
DO, Kedua dokumen tersebut mengedepankan kerji sama dalam Kebebasan navigasi dan
avesrllight, teeutisma prencegalun terbaedage imisiden di LS,

B L :
o EKkonomi

[ ek g ekonomid, ASEAN dan ART sepakat bekerja sama di bidong keoangan: ketahanon
pangan, pertanian, dan kelatanan; kega sama macitio teknaslog infoemass dan Keomonikaesi
[Tk} ||1I!I|-5. dlam inovasi SN CrEOpReralnan, Drinspueitasag F!lil.l'l'.'li\..il:lil'. Lq'l:iil squmid rnerg dan
wnineral: quaelity irespectaon hea cuokavkepabeanan: hak kekovaan intelekiual: USTEM: dan
ki=rja s inclusird,

RET ackalaly mitea dagang ASEAN terbesar ke 1 dengan total nila perdagamgan tahun 2005
seliosar LS 345, 7 milvar, Nilw pecdagaogan il 2005 menungukkan peeombolbin posil
dengan kenaikan sekitar 13,2% dan nilad investasi mencapai USTY A2 nalyvar atan naik 6,8%
ihirt investast vang masuk ke ASEAN, Di bidang pecdigangan dan investas, paida bukin
Mol 2005 ASEAMN dan ART sepakvt menandatangin Profoced to Amend the
Framework Agrecment on the Comprehensive Evanemie Coopeeration and Cortain
Agreearenis untok meningkatkan tarpet poridngnngan Bingea LISD T teilvun don investisi
hinggn USD 150 milyar di taluin 2020, Peningkatan perdagangan antara ASEANRRT jugn
dapat lebils ditingkarkan dengan menggunakan mekanisme ASEANC e Froe Trade Area

(ACFTAL,

[ ] 1 »
5 Sosial-Budaya

¥ bidan g sosial-budaya, ASEAN dan RIET sepakat bekerga sama di badang kesehatan publik;
pendudikan; pedestacian budaya: SN dan seend predection: poverty rediection: lingkungan
Tuidiage il konservas Bogkomgan: mediag peaanginen bhencana: peaingkatan inberaks
prrnapd e terpenple dan ke sama aotar pemarintali lokal,

ASEAN-RRT mencanangkan tahun 2017 sebagai ASEAN-China Year of Tourism Cooperation
yang bertujuan meningkatkan arus wisatawan di kawasan ASEAN dan RRT guna mendukung
kemajuan kerja sama bidang ekonomi maupun people-to-people interaction. Kedua pihak

menargetkan hingga tahun 2020 sebanyak 30 juta wisatawan RRT akan berkunjung ke wilayah
ASEAN.

Pada KTT ke-19 ASEAN-RRT di Vientiane tanggal 7 September 2016, diperingati 25 tahun kerja
sama ASEAN-RRT dengan mencatat pencapaian di berbagai bidang. Di bidang ekonomi dan

konektivitas, pertemuan menyepakati untuk mengintensifkan negosiasi RCEP dan pelaksanaan
MPAC 2025.
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K. ASEAN - RUSIA

Pada bulan Juli 1996 Rusia resmi menjadi Mitra
Wicara ASEAN. Kerja sama ASEAN-Rusia
difokuskan pada bidang pembangunan, SDM,
lingkungan hidup, pariwisata, kebudayaan,
peningkatan people-to-people contact, counter-
terrorism, maritim, penanganan bencana,
kejahatan lintas batas, ekonomi, perdagangan
dan investasi, energi, perhubungan, iptek,
konektivitas, pendidikan, pemuda. Hubungan
kemitraan ASEAN-Rusia memasuki tahap baru
pada tahun 2004 dengan aksesi Rusia terhadap
TAC. Aksesi ini menunjukkan komitmen kuat
Rusia terhadap ASEAN, terutama bidang politik
dan keamanan, guna turut menjaga perdamaian

dan stabilitas kawasan.

Hingga kini telah dilakukan 3 kali KTT
ASEAN-Rusia. Pada KTT ke-3 yang juga
merupakan KTT Peringatan 20 Tahun Kerja
Sama Kemitraan ASEAN-Rusia di Sochi

(Mei 2016), dihasilkan 3 outcome documents
sebagai acuan peningkatan kerja sama: (a)
Sochi Declaration; (b) Comprehensive Plan of
Action to Promote Cooperation between the
Association of Southeast Asian Nations and the
Russian Federation (2016-2020); dan (c) Report
of the ASEAN-Russia Eminent Persons Group
(AREPG).

Rusia menugaskan Duta Besarnya untuk
Indonesia, H.E. Mr. Mikhail Galuzin, menjadi
Duta Besar untuk ASEAN pada bulan Maret
2013.

TRt aN — ris JURIET
AaSeCeE R TRl T

The 3rd ASEAN-Russia Summit, 19-20 Mei 2016, Sochi,

Rusia | www.kemlu.go.id

widopun perkembangom Kecja sane ASEAN-Rusia helerapa tahon teeakhie, amtarn biin

l Politik-Keamanan

¥ bickang poditik-keamannn, ASEAN dan Busio sepakat membentok ASEAN-Ruseia Kosineat
Persong Group TAREPG) padis Pertemmsan o8 AMMPMC di keala Lumpor bubin Agustus 2005
ouni mekinkukan review dan memberikan rekomendasi atas hubungan kecja soma ASEAN-Rusia,
Pertemuan ke-1 AREPG telah berlangsung di Vientiane packs Janwared 2006; Pertemnan ke-2 di
Aiem Reap bulan Febrpar 2006; dan Pertemmaan ke-3 i Maskow Balan April 2006, Rusia
meerupakian SMitva Wicara ASEAN yvang akuif berpartisipasi dalam berja sama politik keananan
melalui EAS, ARF dan ALY Plos.

) Tk .
bt Ekonomi

[ bidang ekonomi, poda the 3 AEW-Russai di Roala Lomspore bolan Agustus 2005 para Menter
Ekomomni telab mensahkan elie Prse-2008 ASEAN Rusae Trade aed Iavestenent Cooperation Work
ﬂ'J'u_:,'n.lrmrw1I-.'n|.l‘_.'|.|:| [:|.|1:|| M 7 |'|rr|_1.|'L Brn, Pradho tabwen 2006 {s, o, Novemin ) n ilgi tomal
perdagongan ASEAN-Rusio meencapai USD EEAST milvar dan tingkot FDN Rusin ke ASEAN
miencapai LS 28,0 milvar, ASEAN don Busin sedang menjagks penguatan integrasi

VST N Fusis omselalun Ll'q:i s a ckoname antara ASEA N, Eipresim Eeonanise L mon (EEL ) dan
S0,

i bidamg energi, ASEAN dan Rusin pacda tahon 20032004 telah melaksonakan Kegintan “Capuicily
Huiliing rr,l'fl'_l.'r]'rr- MowiEr Hp:-r,arm*n; in Assessraerd (Tnspaeetion) J.:_f'i'i_'rrrn.- Fronwer r-lgu'|'.|'i4_|.'i:rmrﬁrimr'
dam “Aerioernaied Svstewr Airnugemest Discisions Making Using "ormated Refiohiling
Viimtenanee System (ARMS) to frmprove the Safede and Beducing Aceident Hite on Power
Facilities", Indopesin merupakan negara pengusal proyek “Capacity Biilding of Hydropower
Operatars in (Inspection ) of Hydropower Facility Comdition™ dengan Kementerian ESDM sebagni
_.r-i'.ll"'ﬂ;fﬂ.ll.]‘]f_

¥ bidang pariwisata, telah diadakan kegiatan Russian Langunge Coprse forr ASEAN Touwr
Clperators dan Advanee Russien Langunge Teadring for ASEAN Tour Operaiors sesomi
kesopakatan Pertemoan k-T2 ASEAN-Russia foint Cooperetion Comrmittee (AHICC) taban 2014,

3 Sosial-Budaya

D bidang sosial-badaya, telob dilakokon 4 kol Kegivtan kegiatan Russian ASEAN Youh S
{2003-2006) vang dilaksanakan secors bergantion di kota-kota ASEAN dan Bosia, Pendiriin
ASEAN Ceater di Moscow University (MGIMO) juga memiliki peran penting dalam
mizinproagsosikan dan meningkatkan awsreness lechscdap ASEAMN i Kalingan masyambat Busi,
Labailu lamajut, Busin mengusulkan mgar ASEAN-Busia memil ik mekanisme disko=i ratin dalam
tataran frrck 2 miekalui foram ASEAN-Rssia Strategic Partrership Think Tank (ARSFTT). kedua
||||I|.|!.._j||j_l:| |||1=||'..|'I!||j||i prena ki ASEA N Fossioe Coalrerrael !||'.i|"|!|:b||.'| Lol 2001105,
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2. Kerja Sama ASEAN dengan
Mitra Wicara Sektoral

A. ASEAN - PAKISTAN

Pakistan memperoleh status Mitra Wicara
Sektoral ASEAN pada saat Pertemuan ke-

26 AMM di Singapura tanggal 23 Juli 1993.
Kemudian pada pertemuan ke-11 ARF tanggal 2
Juli 2004 di Jakarta, Pakistan mengaksesi TAC
dan menjadi anggota ke-24 ARF. Pertemuan
Pertama Kerja Sama Sektoral ASEAN-Pakistan
diselenggarakan tanggal 5-7 November 1997 di
Islamabad.

Pertemuan tersebut menyepakati Kerja Sama
Sektoral ASEAN-Pakistan mencakup bidang
perdagangan, industri, investasi, lingkungan,
ilmu pengetahuan dan teknologi, obat-obatan

dan narkotika, pariwisata dan pengembangan
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SDM. Hubungan kerja sama sektoral ASEAN-
Pakistan kemudian dilembagakan melalui
Pertemuan ASEAN-Pakistan Joint Sectoral
Cooperation Committee (APJSCC), yang
pertama kali diselenggarakan tanggal 5 Februari
1999 di Bali. APJSCC telah berjalan lima kali
dan pertemuan kelima/terakhir pada tanggal 31
Mei 2011 di Sekretariat ASEAN.

Duta Besar Pakistan untuk ASEAN adalah

H.E. Mr. Mohammad Aqil Nadeem, yang
menyerahkan letter of credence kepada Sekjen
ASEAN, H.E. Mr. Le Luong Minh, di Sekretariat
ASEAN tanggal 1 Desember 2015.

H.u-j.'|!-; i Enianlai hq'l'_in saprved tabmen TEERT, i:u:-l'hu_-lil.ll.ﬂl.g.;ﬂ'u ving |l:}||.;||: dicaint antara lin:

I Politik-Keamanan

[ biclomg palitik-keamaonen. ASEAN don Pokiston menvepakati proposal Pokistan
untuk memolal kuwjpungan pescgak hukom negora anggota ASEAN ke shamaluel,
e pneen etk ass Kegintmn bapi i“lFI-II_'“H'I'Il.:l'\-\.i ASEAN-Pukisdan Jaind

e Lapraet icar _Il'in' f'.'uurh"r.;rl'fuu T Comibnel Trieroartioredd Terrorism, doind Deelarriian
varng cligncktangam pocda AMMPNCARE Jols 30005 o Viengiane

::_', Ekonomi

I3 bidang ekonomi, telah dibemnuk ASEAN-Pokisian Basiness Cownel,
VEEAN-Pakistan Trade Facilitation Waorkshop dan ASEAN-Pekistan Comperalion
Fued [ APCF). Pakestan juga mengusalkan pembentukan foire Tisk Foroe on
Trclistey untuk mengidentifikasi subsekoepeodok bhag imtegrasi indusin ASEAN
clin Pakistamn, Selain i, Pokistan bermamat Kecja sanes bicimg Clean Desvelagpammar
fl'l'.rrrlrah.u_-u'r'nc (GO,

™ ; &
3 Sosial-Budaya

i bidinng sosinkbudayn. ASEAN dan Pakistan menjajaki kerjo sama pariwisai
thinlaiam heniuk |u'I.;|.|i|I|.'|||| Liangi sinf Pk faat aaaw Forstinenie u_|'"|'u||r'.i~.r|| aideid Flaresd
Marimemeen! {FITHOM ) dan Pakistaen-Aastria Iestitile q,"'fium'ja.l.lr;rm.' Fleadesl
Wargement (PATTHOA ) oleh ASEAN. Pakistan juga menawarkan beasiswan hig
L0 el ajar dari negara angoots ASEAN, beasiswa talminanm uniok bebyjor hahasna

Ingoris, dan berencang mengwarkan begsswa kKhosus bag nepara-negara CLNYS



B. ASEAN - NORWEGIA

Setelah menyampaikan keinginan kerja

sama formal tahun 2014, Norwegia disahkan
sebagai Mitra Wicara Sektoral ASEAN pada
Pertemuan ke-48 AMM/PMC di Kuala Lumpur
bulan Agustus 2015 (Mitra Wicara Sektoral
ASEAN ke-2 setelah Pakistan). Sebelumnya,
Norwegia telah melakukan aksesi terhadap TAC
pada Pertemuan ke-46 AMM/PMC di Brunei
Darussalam bulan Juli 2013, sehingga Norwegia
tercatat sebagai negara ke-32 yang mengaksesi

TAC.

Prioritas kerja sama ASEAN-Norwegia antara
lain di bidang maritim, HAM, kontra terorisme,
ekonomi perdagangan, UKM, konektivitas,
bencana alam, perubahan iklim, pendidikan dan
sosial budaya. Prioritas kerja sama ini diadopsi
dari Joint Statement on the ASEAN-Norway
Partnership yang disahkan pada Pertemuan ke-
47 AMM/PMC di Nay Pyi Taw tanggal 8 Agustus
2014. Pendanaan kegiatan dalam kerangka
kerja sama ASEAN-Norwegia didanai oleh
Norwegian ASEAN Regional Initiative Fund.
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C. ASEAN-SWISS

Swiss menyampaikan keinginan menjadi Mitra
Pembangunan (Development Partner) ASEAN
tahun 2015, dan mengubahnya menjadi Mitra
Wicara Sektoral pada tahun yang sama. Pada
Pertemuan ke-48 AMM/PMC di Vientiane bulan
Agustus 2016, Swiss dikukuhkan menjadi Mitra
Sektoral ke-3 ASEAN setelah Pakistan dan

Norwegia.

Menindaklanjuti status Swiss sebagai Mitra
Sektoral ASEAN, pada 28 November 2016
dilaksanakan Pertemuan ke-1 ASEAN-
Switzerland Joint Sectoral Cooperation
Committee (JSCC) di Sekretariat ASEAN.
Pertemuan dimaksud menyepakati Terms of’
Reference for the ASEAN-Switzerland JSCC
dan pertukaran pandangan mengenai bidang
kerja sama prioritas ASEAN-Swiss, antara lain
HAM, pengembangan UMKM, penanggulangan
bencana, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan buruh migran.

Swiss telah menyampaikan secara informal
kemungkinan untuk mengaksesi TAC sebagai
komitmen Swiss terhadap terwujudnya
perdamaian di kawasan. Swiss juga telah
menunjuk Duta Besar Swiss untuk ASEAN di
Jakarta, yang dirangkap oleh Duta Besar Swiss
untuk Indonesia, pada bulan Desember 2014.
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3. Kerja Sama ASEAN dengan

Mitra Pembangunan

ASEAN - JERMAN

Jerman menyampaikan keinginan resmi
menjadi Mitra Pembangunan ASEAN tanggal

1 Maret 2016. Pada Pertemuan ke-48 AMM/
PMC di Vientiane bulan Agustus 2016 Jerman
diberikan status Mitra Pembangunan ASEAN.
Meski demikian, sejak 2005, Jerman sebetulnya
telah banyak mendukung ASEAN lewat
pemberian dana guna peningkatan kerjasama
bidang lingkungan, perubahan iklim, integrasi
ekonomi kawasan dan konsolidasi Sekretariat

ASEAN.

Menindaklanjuti status Jerman sebagai

Mitra Pembangunan ASEAN sejak tahun

2016, Pertemuan ke-1 ASEAN-Germany
Development Partnership Committee (AGDPC)
telah diselenggarakan di Jakarta, bulan

Januari 2017. Pertemuan telah menyepakati
Term of Reference for the ASEAN-Germany
Development Partnership Committee dan

bertukar pandangan mengenai kerja sama
bertukar pandangan mengenai ker n
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prioritas yang akan dimajukan dalam kerangka
Kemitraan Pembangunan ASEAN-Jerman.
Jerman antara lain mengusulkan beberapa
proyek konkret seperti Seminar ASEAN-EU
Regional Cooperation, penguatan ASEAN
Committee on Disaster Management,
kemungkinan kerja sama kontrol ekspor,
perlindungan konsumen, workshop mitigasi
perubahan iklim, dialog media dan academic
exchange day. Sementara, usulan ASEAN
antara lain: pendidikan kejuruan, sharing
expertise UMKM, pembangunan berkelanjutan,
pariwisata, serta pembangunan kapasitas
diplomat dan pejabat negara anggota ASEAN
di bidang perdamaian dan rekonsiliasi. Hingga
saat ini perundingan masih dilakukan oleh
ASEAN dan Jerman.

Lokasi: Dusseldorf, Jerman



4. Kerja Sama ASEAN

dengan Organisasi Regional

A. ASEAN-COMMUNITY
OF LATIN AMERICAN AND
CARIBBEAN STATES (CELAC)

Kerja sama ASEAN dengan CELAC dijajaki
pertama kali pada sesi pembuka SMU PBB
bulan September 1999, ketika CELAC masih
bernama Rio Group. Pada SMU PBB tanggal 24
September 2010, dilakukan pertemuan ASEAN-
Rio Group Open-Ended Troika. Setelah itu, di
sela-sela SMU PBB ke-69 tanggal 27 Agustus
2014 diselenggarakan Pertemuan Tingkat
Menlu ASEAN-CELAC. Pada tahun 2015

dan 2016 tidak diselenggarakan Pertemuan
ASEAN-CELAC tingkat Menteri, namun para
Duta Besar negara anggota CELAC di Jakarta
melakukan dialog dengan Komite Wakil

Tetap ASEAN di Sekretariat ASEAN untuk
membahas potensi kerja sama dalam ketiga
pilar Masyarakat ASEAN yang sejalan dengan
CELAC.

CELAC, dengan 33 negara anggota, memiliki
kemiripan dengan ASEAN, yaitu sama-sama

CELAC

Cefrutdad de Fuladod
LaTMSAENCardd v L onberias

berupaya mencapai Komunitas Ekonomi
melalui promosi perdagangan, manufaktur,
pertanian, petrokimia dan ketahanan pangan.
Dengan kemiripan tersebut, maka kerja sama
ASEAN dan CELAC dapat saling melengkapi,
khususnya di bidang pertanian dan teknologi.
CELAC juga memiliki ekonomi yang kuat dan
terus tumbuh serta PDB sebesar USD 8 milyar,
sehingga punya potensi besar bagi ASEAN.
Prioritas kerja sama ASEAN-CELAC saat ini
meliputi perdagangan, konektivitas, pertanian
dan kehutanan, energi, pariwisata, drugs dan
lingkungan. Ke depannya, ASEAN dan CELAC
dapat menjajaki kerja sama people-to-people
contact, baik melalui pendidikan, pertukaran
pelajar dan pariwisata. Indonesia akan menjadi
negara koordinator kerja sama ASEAN-CELAC
pada tahun 2019.

B. ASEAN-ECONOMIC
COOPERATION
ORGANISATION (ECO)

Economic Cooperation Organisation (ECO)
merupakan organisasi yang didirikan oleh

Iran, Pakistan dan Turki pada tahun 1985.
Selanjutnya, tanggal 28 November 1992
keanggotaan ECO bertambah dengan
bergabungnya Afghanistan, Azerbaijan,
Kazakhstan, Kyrgyztan, Tajikistan,
Turkmenistan dan Uzbekistan. Sekretariat ECO
berada di Iran. Adapun Hubungan ASEAN-ECO
dimulai tahun 1992. Selanjutnya, tahun 1993
disepakati kontak antara Sekretariat ASEAN
dan Sekretariat ECO.

Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1
ASEAN-ECO dilaksanakan bulan September
1995 di New York. Hubungan kedua organisasi
dilandasi oleh MoU yang ditandatangani pada
Januari 2006 oleh Sekjen ASEAN dan ECO.
Kesepakatannya meliputi pertukaran informasi
dan berbagi pengalaman di bidang perdagangan
dan investasi, pengendalian narkoba, UMKM
dan pariwisata. Tujuh negara anggota ECO
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telah menunjuk Duta Besarnya untuk ASEAN,
yaitu Afganistan, Azerbaijan, Iran, Kazakstan,
Pakistan, Turki dan Uzbekistan, serta telah
membentuk ECO Ambassadors Contact Group
pada tanggal 27 Februari 2013.PTM ke-13
ASEAN-ECO (2013) dan PTM ke-14 ASEAN-
ECO (2014) dilakukan di sela-sela SMU PBB di
New York.

Penyelenggaraan ASEAN-ECO Tourism Forum
tahun 2014, menunjukkan ASEAN dan ECO
telah memasuki tahapan baru kerja sama dari
sekedar exchange of information menuju kerja
sama konkret. Negara anggota ASEAN juga
menyampaikan pandangan mengenai perlunya
peningkatan kerja sama business-to-business
seperti melalui penyelenggaraan ASEAN-ECO
Business Forum. Pertemuan terkini ASEAN
dan ECO adalah ASEAN-ECO Informal
Coordination Meeting (ICM) pada tingkat
pejabat tinggi, yang dilakukan di sela-sela SMU
PBB ke-71 tanggal 24 September 2016.
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C. ASEAN-GULF
COOPERATION COUNCIL
(GCC)

Negara Anggota GCC terdiri dari Bahrain,
Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia dan
Persatuan Emirat Arab. Para Menlu ASEAN
bertemu mitranya dari GCC pertama kali di
sela-sela SMU PBB tahun 1990. Disepakati
bahwa para Menlu dari kedua organisasi

akan bertemu rutin setiap tahun di New York
dan mendorong Sekretariat ASEAN untuk
menjalin kerja sama dengan Sekretariat GCC.
Pada tahun 2000, telah terbentuk ASEAN
Riyadh Committee (ARC) di Riyadh untuk
mengembangkan hubungan kerja sama antara
ASEAN dan GCC. Hingga saat ini, 5 negara
anggota GCC telah menunjuk Duta Besarnya
untuk ASEAN yang berkedudukan di Jakarta.

Mekanisme kerja sama ASEAN-GCC
dilangsungkan pada tingkat Menteri Luar Negeri
/Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) dan Pejabat
Tinggi melalui pertemuan di sela-sela SMU PBB
atau di salah satu negara GCC maupun negara
ASEAN. Adapun isu-isu yang dibahas dalam
kerja sama ini mencakup bidang kesehatan,

pariwisata, sertifikasi makanan halal,
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penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas
batas negara. Selain itu, kedua organisasi terus
berupaya mengembangkan kerja sama bidang
perdagangan dan investasi, mempromosikan
inter-faith dialogue dan meningkatkan kerja
sama institusional ASEAN-GCC dalam bentuk
MoU.

Untuk mempererat kerja sama, pada PTM

ke-2 ASEAN-GCC di Singapura tanggal

31 Mei-1 Juni 2010, ASEAN-GCC sepakat
melaksanakan Two-Year Action Plan 2010-2012
yang mencakup kerja sama berbagai bidang.
PTM ke-3 ASEAN-GCC di Manama tanggal 26
November 2013 yang berlangsung bersamaan
dengan Pertemuan ke-12 Asia Cooperation
Dialogue tanggal 25 November 2013 me-review
perkembangan kerja sama ASEAN-GCC dan
bertukar pandangan mengenai arah kerja
sama ASEAN-GCC ke depan. Pertemuan

juga menyepakati penyelenggaraan PTM ke-4
ASEAN-GCC di tahun 2014, namun tidak

terlaksana. Thailand yang menjadi country

coordinator kerja sama ASEAN-GCC tahun 2017

menyatakan kesediaannya untuk menjadi tuan
rumah PTM ke-4 ini di tahun 2017.

D. ASEAN-MERCADO COMUN
DEL SUR (MERCOSUR)

Negara anggota MERCOSUR terdiri dari
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay

dan Venezuela. Kontak awal ASEAN dan
MERCOSUR dimulai ketika para Menlu ASEAN
dan MERCOSUR mengadakan Informal
Breakfast Meeting di sela-sela the 3" Foreign
Ministers’ Meeting of the Forum for East Asia-
Latin America Cooperation (FEALAC) tanggal
22 Agustus 2007 di Brasilia. Pada Pertemuan
tersebut, ASEAN dan MERCOSUR sepakat
memperkuat kerja sama, yang ditindaklanjuti
dengan pertemuan Sekjen MERCOSUR dan
Sekjen ASEAN pada Presidential Summit of
MERCOSUR tanggal 17-18 Desember 2007 di

Montevideo.

Kerja sama ASEAN-MERCOSUR terwujud
dengan dilakukannya PTM ke-1 ASEAN-
MERCOSUR di Brasilia tanggal 24

November 2008. Pertemuan dilakukan untuk
membangun kerangka kerja sama ASEAN-
MERCOSUR dan membahas situasi keuangan
internasional, keamanan energi, keamanan

pangan, perkembangan WTO-Doha Round,

perkembangan di ASEAN dan MERCOSUR,
peningkaran perdagangan, investasi dan
ekonomi, people-to-people ties serta kerja sama
ASEAN-MERCOSUR di masa yang akan datang.
Sedangkan rencana pertemuan tingkat pejabat
senior maupun PTM ke-2 ASEAN-MERCOSUR
hingga saat ini belum dapat terlaksana.

Terkait tindak lanjut Plan of Action for ASEAN-
MERCOSUR Cooperation yang telah disiapkan
ASEAN, MERCOSUR memandang bahwa

PoA telah merefleksikan kebutuhan kerja
sama kedua pihak. Keduanya sepakat bahwa
letak geografis kawasan menjadi tantangan
utama untuk pengembangan kerja sama

secara intensif. Oleh karena itu, konektivitas
fisik (transportasi dan infrastruktur) maupun
non-isik (teknologi informasi, pendidikan dan
budaya) merupakan elemen utama mengatasi
tantangan tersebut. Indonesia pada tahun 2017
menjadi negara koordinator kerja sama ASEAN-

MERCOSUR.

MERCOSUR
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E. ASEAN-PACIFIC ALLIANCE
(PA)

Pacific Alliance (PA) yang beranggotakan

Chile, Kolombia, Meksiko dan Peru, dibentuk
dengan mandat untuk menjembatani kerja
sama ke kawasan Asia Pasifik. Inisiatif kerja
sama ASEAN dan PA disampaikan oleh delegasi
Kemlu Kolombia saat berkunjung ke Sekretariat
ASEAN tanggal 24 Mei 2011. Delegasi Kolombia
menyampaikan keinginan para Menlu PA untuk
menyelenggarakan ASEAN-Pacific Alliance
Ministerial Meeting di sela-sela SMU PBB bulan
September 2011. Pertemuan Pejabat Tinggi
ASEAN pada September 2012 di Phnom Penh
mencatat keinginan PA kerja sama dengan

ASEAN.

PTM ke-1 ASEAN-PA dilakukan di sela-sela
SMU PBB tanggal 26 September 2014, dipimpin
bersama oleh Menlu Myanmar selaku Ketua
ASEAN dan Menlu Meksiko selaku Ketua PA.
PTM ke-1 ini menyepakati berbagai potensi
kerja sama ASEAN dan PA di bidang ekonomi,
konektivitas, good governance, demokrasi dan

rule of law serta penanganan isu keamanan non-
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tradisional. Sebagai tindak lanjut, Komite Wakil
Tetap ASEAN kembali melakukan pertemuan
dengan Duta Besar negara anggota PA di
Jakarta tanggal 25 Mei 2015 untuk membahas
struktur ASEAN dan PA, perkembangan
ASEAN dan PA, area kerja sama ASEAN-PA dan
modalitas kerja sama ke depan.

PTM ke-2 dan ke-3 ASEAN-PA diselenggarakan
di sela-sela SMU PBB tahun 2015 dan 2016.
Selain itu, kerja sama diharapkan diperluas
melalui pertemuan di regional PA, misalnya
secara bersamaan dengan pertemuan FEALAC.
Sementara itu, dua negara anggota ASEAN,
yaitu Singapura dan Indonesia, telah menjadi
negara peninjau di PA. Indonesia disahkan
menjadi negara peninjau saat Pertemuan ke-
14 Council of Ministers of the Pacific Alliance
tanggal 2 Juli 2015 di Caracas.

F. ASEAN-SOUTH ASIA
ASSOCIATION FOR
REGIONAL COOPERATION
(SAARC)

Pertemuan pertama ASEAN dan SAARC
diselenggarakan di New York tanggal 25
September 1998. Pada pertemuan tersebut
disepakati bahwa pertemuan ASEAN-SAARC
akan diselenggarakan setiap tahun di sela-sela
SMU PBB. Pertemuan dihadiri oleh Sekjen
ASEAN dan Sekjen SAARC serta wakil-wakil
dari semua negara anggota ASEAN dan SAARC
(Afganistan, Bangladesh, Bhutan, India,
Maladewa, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka).

Sekretariat SAARC di Kathmandu dan
Sekretariat ASEAN juga telah meningkatkan
kontak dan kerja sama. Selain itu, pejabat
ekonomi dan perdagangan SAARC telah
melakukan kunjungan ke Sekretariat ASEAN
untuk mempelajari kerja sama ekonomi
ASEAN, terutama skema ASEAN Free Trade
Area (AFTA). Kemudian, Sekjen ASEAN
dan SAARC telah mengadakan pertemuan

di Sekretariat ASEAN untuk membicarakan
berbagai kemungkinan kerja sama. Salah

satu hasil pertemuan adalah penyelenggaraan

SAARC

Workshop yang menghasilkan ASEAN-SAARC
Secretariat’s Partnership Work Plan (2004-
2005) dan Guidelines for ASEAN-SAARC
Secretariat’s Partnership.

Prioritas kerja sama ASEAN dan SAARC

yang disepakati adalah di bidang pertanian
dan pedesaan, bioteknologi, kebudayaan,
ekonomi dan perdagangan, pendidikan, energi,
lingkungan hidup, keuangan, mekanisme
pendanaan, informasi, komunikasi dan media,
people-to-people contacts, penanggulangan
kemiskinan, ilmu pengetahuan dan teknologi,
keamanan, pengembangan sosial dan
pariwisata. SAARC juga menggunakan kerja
sama dengan ASEAN untuk mempelajari
lembaga-lembaga di ASEAN seperti AHA,
ASEAN Foundation dan Economic Research
Institute for ASEAN and East Asian (ERIA).
Indonesia akan menjadi negara koordinator
kerja sama ASEAN-SAARC pada tahun 2018.
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5. Kerja Sama Lainnya

A. ASEAN PLUS THREE (APT)

APT adalah mekanisme kerja sama yang
dikembangkan ASEAN dengan tiga negara
Mitra Wicara, yaitu RRT, Jepang dan Korea,
sejak tahun 1997 saat Asia dilanda krisis
ekonomi. Dasar kerja sama APT adalah Joint
Statement on East Asia Cooperation, East
Asia Vision Group Report tahun 2007 dan
Report of the East Asia Study Group. Kerja
sama APT berfokus pada pembangunan
ekonomi berkelanjutan, alih teknologi,
industri pertanian, ketahanan pangan dan
energi, UMKM, pariwisata, kesehatan, jaring
pengaman keuangan, investasi, perbankan
dan penggunaan mata uang lokal dalam

perdagangan regional.

Pada tahun 2017, ASEAN akan merayakan
peringatan 20 tahun kerja sama APT. Pada
peringatan ini diusulkan mengeluarkan
Declaration on the 20" Anniversary of ASEAN
Plus Three dan membahas usul RRT mengenai
pembentukan APT SME Service Alliance yang
didanai melalui APT Cooperation Fund.

Dibidang keuangan, hasil yang menonjol
adalah disepakatinya Chiang Mai Initiative
Multilateralization (CMIM) pada 24 Maret
2010. CMIM berisikan skema bilateral Swap
Arrangement antar negara APT dengan
jumlah dana USD 120 milyar sebagai safety

net likuiditas keuangan agar krisis keuangan
dapat dihindari. Pertemuan Menteri Keuangan
ASEAN+3 di Kamboja bulan April 2012
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kemudian sepakat meningkatkan jumlah dana
CMIM menjadi USD 240 milyar.

Pada KTT ke-19 APT di Vientiane tanggal 7
September 2016, diperkokoh komitmen untuk
menjadikan APT sebagai driving force untuk
meningkatkan perdamaian, keamanan dan
kesejahteraan di kawasan, sejalan dengan
implementasi Visi Masyarakat ASEAN 2025.
APT diharapkan menjadi organisasi yang
terbuka dan inovatif terhadap ekonomi global
sehingga bisa berjalan paralel dengan EAS,
APEC dan RCEP. Sejak didirikan, APT telah
menciptakan kondisi keuangan yang kondusif
di kawasan, termasuk ketika terjadi krisis
global tahun 2008. Arah ke depan kerja sama
APT harus ditingkatkan pada bidang politik
dan keamanan, mengingat kawasan Asia Timur
masih rentan terhadap masalah di LCS dan
Semenanjung Korea yang melibatkan negara-
negara APT.

Berikut perkembangan berbagai kerja sama
dalam kerangka APT:

1. ASEAN PLUS THREE COOPERATION
FUND

Second Joint Statement on East Asia
Cooperation menyepakati pembentukan
APTCF untuk mendukung program APT serta
implementasi APT-CWP 2013-2017. Dana

awal APTCF adalah USD 3 juta dengan rasio
kontribusi 9:1 (negara Plus Three: USD 2,7
juta dan negara anggota ASEAN: masing-
masing USD 30 ribu). Proses pembayaran
kontribusi Indonesia ke APTCF dilakukan
melalui Kemkeu c.q. Badan Kebijakan Fiskal
(BKF) berkoordinasi dengan Ditjen Kerja Sama
ASEAN dan Ditjen Multilateral, Kemlu RI. Pada
tanggal 30 Desember 2016, Indonesia telah
membayar kontribusi pada APTCF.

2. FOLLOW-UP TO THE EAST ASIA
VISION GROUP (EAVG) Il REPORT

Untuk mewujudkan kerja sama konkret antar
negara-negara APT dibentuk East Asian Vision
Group (EAVG) dengan anggota para intelektual
APT. Pada tahun 2001 EAVG menyampaikan
laporan yang berisi sejumlah rekomendasi,
yaitu: pembentukan East Asia FTA, East Asia
Investment Information Network, fasilitas
pendanaan regional, koordinasi mata uang

dan EAS. Rekomendasi EAVG ini dikaji lebih
lanjut oleh East Asia Study Group (EASG) yang

beranggotakan pejabat senior Kemlu negara-

negara APT. EAVG Il Report: Realising an East
Asia economic community by 2020 disampaikan
pada K'TT ke-15 APT tanggal 19 November 2012.
APT SOM bulan Oktober 2015 memutuskan
hanya menindaklanjuti 21 dari 25 selected
recommendations dari EAVG Il Report.

Indonesia bertanggung jawab menindaklanjuti
rekomendasi ke-7 (Enhance cooperation in
addressing non-traditional security issues,
particularly counter-terrorism, cybercrime,
drug and human trafficking, and maritime

security), rekomendasi ke-19 (Encourage and

Jacilitate the leading universities in the region

to establish a network of East Asian universities
based on the ASEAN University Network
platform) dan rekomendasi ke-24 (Increase

the support of East Asian nations for East Asian

Studies at major universities).

3. CHIANG MAI INITIATIVE
MULTILATERALIZATION (CMIM)

CMIM dibentuk pada 24 Maret 2010 dengan
dana awal sebesar USD 120 milyar. Tujuan
utama CMIM adalah menyediakan bantuan
likuiditas jangka pendek melalui selfmanaged
reserve pooling arrangement (pooling fund) dan
menyediakan bantuan keuangan (USD) melalui
transaksi swap mata uang kepada anggota
CMIM yang mengalami masalah keuangan.
Kontribusi Indonesia di CMIM adalah sebesar
USD 9,104 milyar sehingga transaksi swap
maksimum yang dapat diajukan Indonesia
adalah USD 22,76 milyar.
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Untuk mendukung implementasi CMIM telah
dibentuk regional monitoring and surveillance
unit: APT Macroeconomic Research Office
(AMRO) pada bulan Mei 2011. Pertemuan
CMIM dan AMRO terakhir dilaksanakan
tanggal 1-3 Maret 2017 di Manila. Selanjutnya,
diselenggarakan APT Finance and Central
Bank Deputies Meeting (AFCDM) pada tanggal
3-7 April 2017 di Cebu dan APT Task Force
Meetings, APT Finance and Central Bank
Deputies’ Meeting-WG, APT Finance Ministers’
and Central Bank Governors’Joint Meeting

pada tanggal 4-5 Mei 2017 di Jepang.

4. APT MACROECONOMIC RESEARCH
OFFICE (AMRO)

Pertemuan ke-15 ASEAN Finance Ministers’
di Bali tanggal 8 April 2011 menyepakati
operasionalisasi AMRO. AMRO dibentuk
sebagai unit pengawas independen APT untuk
mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan
APT serta mendukung implementasi CMIM.
AMRO perlu menjalin kerja sama dengan
institusi keuangan regional dan multilateral,
seperti ADB, IMF dan BIS. Perjanjian AMRO
ditandatangani di Washington D.C. tanggal
10 Oktober 2014. Pendirian AMRO sebagai
Organisasi Internasional berlaku sejak 9
Februari 2016.

5. ASIAN BOND MARKETS INITIATIVE
(ABMI)

ABMI diluncurkan tahun 2002 untuk
memperkuat sistem ketahanan keuangan
kawasan melalui pengembangan pasar obligasi
dalam mata uang lokal. Pada 19" APT Finance
Ministers’and Central Bank Governors’
Meeting di Jerman tanggal 3 Mei 2016, telah
dibahas peran ABMI dalam memobilisasi
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simpanan untuk mendanai investasi jangka
panjang di kawasan dan pengesahan Medium
Term Road Map selama tiga tahun ke depan.
Untuk memenuhi permintaan pembangunan
infrastruktur dengan mata uang lokal, APT
akan menggunakan green bonds, covered
bonds, prime collateral untuk repo markets dan
municipal finance. Pertemuan ABMI terakhir
dilaksanakan tanggal 1-3 Maret 2017 di Manila.

6. EAST ASIA FORUM (EAF) (TRACK
1.5)

EAF merupakan forum pertemuan antara
pemerintah dan organisasi non pemerintah
negara APT untuk mendorong proses integrasi
masyarakat negara APT. Pertemuan terakhir
EAF (15th EAF) telah diselenggarakan di Siem
Reap tanggal 21-22 Juni 2017 dengan tema
“Review of NEAT and EAF”.

7. NETWORK OF EAST ASIAN THINK-
TANKS (NEAT) (TRACK 2)

NEAT merupakan jejaring lembaga penelitian
negara-negara APT untuk memberikan
dukungan intelektual bagi pengembangan kerja
sama di Asia Timur, hasil KTT APT dan isu-
isu terkait lain di kawasan. Indonesia menjadi
tuan rumah 22" NEAT Country Coordinator
Meeting (CCM) di Yogyakarta tanggal 4-5

Mei 2015 serta 23" NEAT CCM/13" Annual
Conference di Bandung tanggal 7-8 September
2015, sementara Pertemuan 24" NEAT CCM
dan 25" NEAT CCM/ 14" Annual Conference
diselenggarakan di Phuket tanggal 3-5 Maret
2016 dan Bangkok tanggal 27-29 Juli 2016.
Selanjutnya, Pertemuan 26" NEAT CCM

dan 27" NEAT CCM/ 15" Annual Conference
dilaksanakan di Korea tahun 2017.




8. KERJA SAMA BIDANG PARIWISATA

Kerja sama pariwisata di kawasan ASEAN, RRT,
Jepang dan Korea memiliki nilai yang sangat
besar dan berkontribusi bagi peningkatan
pendapatan per kapita, penyerapan tenaga
kerja serta pembukaan lahan investasi. APT
Tourism Cooperation Work Plan 2007-2017
disusun untuk meningkatkan saling kunjung
wisatawan dari dan ke kawasan APT. Untuk
memperkuat kerja sama ini, Memorandum

of Cooperation (MOC) APT on Tourism
ditandatangani pada ASEAN Tourism Forum
(ATF) di Manila pada bulan Januari 2016. Untuk
menindaklanjuti MOC dimaksud, Kementerian
Pariwisata cq Deputi Bidang Pengembangan
Kelembagaan Kepariwisataan pada tanggal 24
November 2016 telah menyelenggarakan Rapat

Inter-Kementerian.

9. KETAHANAN PANGAN

Dalam konteks APT, kerja sama pertanian
diawali Pertemuan ASEAN Ministers on
Agriculture and Forestry and Plus Three
Countries (AMAF+3) di Medan pada
bulan Oktober 2001. Sejak tahun 2003,
APT melaksanakan AFSIS Project untuk

menyediakan basis data produksi dan konsumsi
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bahan pangan utama di Asia Tenggara. Saat
ini proyek AFSIS sedang ditransformasikan
menjadi badan permanen di ASEAN.

Pada bulan Juni 2012 juga dimulai pelaksanaan
komitmen APTERR untuk menjaga cadangan
beras dalam keadaan darurat, seperti bencana
alam. Sekretariat APTERR berkedudukan di
Bangkok. Pertemuan APTERR Council ke-5 di
Siem Reap tanggal 5-6 Mei 2016 menyepakati
work plan Sekretariat APTERR tahun
2016-2018. APTER dan AFSIS tidak dapat
digabungkan karena merupakan entitas dan

mekanisme berbeda.

10. KESEHATAN GLOBAL DAN
PENYAKIT MENULAR (EBOLA DAN
MERS)

EAS Joint Statement on Regional Responses

to the Outbreak of Ebola/Spread of Ebola
(prakarsa RI) disahkan pada KTT ke-9 EAS di
Myanmar bulan November 2014. EAS Joint
Statement tersebut ditindaklanjuti dengan APT
Health Ministers’s Special Meeting on Ebola

Preparedness and Response di Bangkok tanggal
14-15 Desember 2014. Atas prakarsa Indonesia,
telah diselenggarakan APT Health Minister’s
Special VDO Conference on the Threat of
MERS-CoVin the Region tanggal 27 Juli 2015
untuk membahas langkah meningkatkan
kesiapan dan respon menghadapi MERS.

1. ANNUAL MEETING OF DEANS/
DIRECTORS OF DIPLOMATIC
TRAINING INSTITUTIONS OF APT

Annual Meeting of Deans/Directors of
Diplomatic Training Institutions of APT
merupakan forum diskusi dan pertukaran

best practices antar Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan atau Akademi Diplomatik APT.
Pertemuan ke-10 diselenggarakan di Bali pada
tanggal 8-10 April 2015, dengan topik: “Fast
Asian Community Building and Education,”
“New Education Skills Technologies,” “Lifelong
Education and Training for Diplomats,”
“International Cooperation Among Diplomatic

Training Institutions”. Pertemuan ke-11

diselenggarakan di Seoul tanggal 27-29 April
2016 dan Pertemuan ke-12 diselenggarakan
tanggal 20-21 April 2017 di Manila.

12. TRILATERAL COOPERATION (RRT,
JEPANG, KOREA)

Trilateral Cooperation diusulkan oleh Korea
pada tahun 2004 sebagai forum di luar skema
APT. Trilateral Cooperation Secretariat (TCS)
didirikan di Seoul pada bulan September

2011 dengan peran mendorong keterbukaan
dan peningkatan saling pengertian bidang
politik, penanggulangan bencana, pertanian,
perdagangan dan transportasi. KTT

Trilateral mulai diselenggarakan tahun 2008
namun terhenti sejak tahun 2012 dan baru
diselenggarakan kembali pada tahun 2015. KTT
ke-6 Trilateral di Seoul tanggal 1 November
2015 menyepakati Joint Declaration for Peace
and Cooperation in the Northeast Asia dan
penyelenggaraan KTT Trilateral setiap tahun.
Kerja sama Trilateral dipandang penting agar

— 66

Kerja sama pariwisata di kawasan ASEAN, RRT, Jepang dan Korea

memiliki nilai yang sangat besar dan berkontribusi bagi peningkatan

pendapatan per kapita, penyerapan tenaga kerja serta pembukaan

lahan investasi.
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negara-negara Plus Three dapat mendukung
upaya mewujudkan perdamaian, stabilitas,

keamanan dan pertumbuhan ekonomi.

B. EAST ASIA SUMMIT (EAS)

EAS merupakan forum regionalisme terbuka
Asia Timur yang dibentuk pada KTT ASEAN ke-
11 tanggal 14 Desember 2005 di Kuala Lumpur.
Dasar kerja sama EAS adalah Kuala Lumpur
Declaration on East Asia Summit. Saat ini
terdapat 18 negara peserta EAS, yaitu 10 negara
ASEAN dan 8 negara Mitra Wicara (Australia,
RRT, India, Jepang, Korea, Selandia Baru,

AS dan Rusia). EAS bersifat terbuka, inklusif,
transparan dan outward-looking dengan format
retreat berupa diskusi strategis berbagai tema

aktual di kawasan.

EAS merupakan forum leaders-led summit
dengan ASEAN sebagai driving force. Tujuan
dan prinsip EAS termuat di Kuala Lumpur

Declaration on East Asia Summit yaitu:

a. The EASis a forum for dialogue on broad
strategic, political and economic issues of
common interest and concern with the aim
of promoting peace, stability and economic
prosperity in East Asia.

b. The EAS’s efforts to promote community
building in the region will be consistent with
and reinforce the realization of the ASEAN
Community.

c. The EAS will be an open, inclusive,

transparent and outward-looking forum.
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Pada awalnya, EAS menetapkan lima area
kerja sama prioritas, yaitu finansial, energi
dan lingkungan hidup, pendidikan, isu
kesehatan global dan penyakit pandemik,
serta penanggulangan bencana. Pada KTT
ke-6 EAS disepakati area prioritas baru, yaitu
konektivitas. Di samping enam bidang kerja
sama prioritas tersebut, EAS juga menjalin
kerja sama di bidang lingkungan hidup dan

perdagangan.

KTT ke-5 EAS yang diselenggarakan di Hanoi
bulan Oktober 2010 telah menempatkan

kerja sama EAS ke tingkat yang lebih tinggi
dengan diadopsinya Hanoi Declaration on the
Commemoration of the Fifth Anniversary of the
East Asia Summit. KTT ke-6 EAS di Bali tanggal
19 November 2011 telah berhasil meningkatkan
profil ASEAN dan EAS di mata dunia dengan
bergabungnya AS dan Rusia di EAS. KTT EAS
selanjutnya membahas isu-isu strategis regional
dan internasional yang berkontribusi pada
upaya menjaga keamanan dan stabilitas serta

pemajuan ekonomi di kawasan Asia Timur.

Sebagai implementasi Phnom Penh Declaration
on East Asia Summit Development Initiative
yang disahkan pada K'TT ke-7 EAS di Phnom
Penh tanggal 20 November 2012, Pertemuan
4" EAS Foreign Ministers’ Meeting (FMM)

di Nay Pyi Taw tanggal 10 Agustus 2014

telah mengesahkan Plan of Action for
Implementing the Phnom Penh Declaration

on EAS Development Initiative 2014-2015.
Dalam PoA tersebut, disepakati 8 area kerja

sama dalam 6 prioritas kerja sama EAS,

The 11th East Asia Summit, 8 September 2016, Vientiane,

Laos | www.asean.org

yaitu di bidang lingkungan hidup dan energi;
pendidikan; keuangan; isu-isu kesehatan global
dan penyakit pandemik; penanganan bencana
alam; konektivitas ASEAN; serta 2 kerja sama
lainnya, yakni perdagangan serta ekonomi dan
ketahanan pangan. Pada tahun 2015, secara ad
referendum, para Menlu negara peserta EAS
telah menyetujui perpanjangan implementasi
PoA ini hingga 2017.

Pada KTT ke-10 EAS di Kuala Lumpur bulan
November 2015, yang memperingati 10 tahun
EAS, para Pemimpin memperkuat komitmen
mempertahankan EAS sebagai leaders-led
Jorum dan menekankan pentingnya dibentuk
mekanisme implementasi keputusan.
Komitmen ini dituangkan dalam Kuala Lumpur

Declaration on the Tenth Anniversary of the

EAS. KTT ini juga mensahkan EAS Statement
on Enhancing Regional Maritime Cooperation,
yang merupakan inisiatif Indonesia dengan
co-sponsors: RRT, Selandia Baru, Australia dan
AS. Tujuannya adalah pengembangan kerja
sama bidang maritim yang lebih komprehensif
di kawasan guna memelihara kawasan laut
yang stabil, aman, damai dan memberikan
kemakmuran bagi masyarakat di kawasan.
Pada tahun 2016 dibentuk EAS Unit di bawah
Sekretariat ASEAN dan mulai diselenggarakan
pertemuan berkala antara Komite Wakil Tetap
ASEAN dengan Duta Besar EAS non-ASEAN di
Sekretariat ASEAN.
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Agenda Indonesia di EAS adalah stabilitas dan
“Agenda Indonesia di EAS adalah stabilitas dan
keamanan kawasan sebagai modal dasar kerja
sama dan pembangunan demi tercapainya
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan,
meningkatkan kerja sama maritim sebagai
implementasi EAS Statement on Enhancing
Regional Maritime Cooperation, Regional
Security Architecture, pembangunan
infrastruktur, pemberantasan terorisme dan

ekstremisme serta penanggulangan bencana.

Berikut perkembangan berbagai kerja sama
dalam kerangka EAS:

1. KERJA SAMA DI BIDANG
KEUANGAN

Dalam rangka penguatan kerja sama keuangan,
Menteri Keuangan negara peserta EAS telah
menghadiri Pertemuan 2" Informal EAS
Finance Ministers’ Meeting pada tanggal 13
Oktober 2012 di Tokyo, di sela-sela pertemuan
tahunan IMF/World Bank. Selanjutnya 3"
Informal EAS Finance Ministers’ Meeting
dilaksanakan di AS pada bulan Oktober 2013
dan 4% Informal EAS Finance Ministers’
Meeting di Kuala Lumpur tanggal 2-3 Desember
2015.

2. KERJA SAMA DI BIDANG ENERGI
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Untuk bidang Energi, KTT ke-2 EAS di Cebu
tanggal 15 Januari 2007 menyepakati Cebu
Declaration on East Asia Energy Security.
Selanjutnya, pada 9" EAS Energy Ministers
(EMM) Meeting di Malaysia tanggal 8 Oktober
2015 digarisbawahi pentingnya visi yang sama
terkait supply and demand energi di kawasan
EAS.

Di bidang Lingkungan Hidup, KTT ke-3 EAS
mengeluarkan Singapore Declaration on
Climate Change, Energy and the Environment,
yang menekankan peran semua negara
menghadapi perubahan iklim berdasarkan
prinsip bersama sesuai tanggung jawab dan
kapabilitasnya, serta komitmen stabilisasi

atmospheric greenhouse gas concentrations.

Selanjutnya, pada 4" EAS Environment
Ministers’ Meeting di Laos tanggal 31 Oktober
2014 dibahas peningkatan kerja sama

EAS di bidang lingkungan. Dua Workshop

terkait mengenai adaptasi Climate Change

diselenggarakan oleh Australia di New Delhi
tanggal 6 November 2014 dan Manila tanggal
26-28 Februari 2014. Kemudian, 5" EAS
Environment Ministers’ Meeting rencananya
diselenggarakan bersamaan dengan the 14th
ASEAN Ministerial Meeting on Environment
(AMME) tahun 2017.

3. KERJA SAMA DI BIDANG
PENDIDIKAN

Pada 3" EAS Education Ministers’ Meeting

di Selangor tanggal 26 Mei 2016 dibahas
kelanjutan implementasi EAS Education

Plan of Action 2011-2015. Terlepas dari akhir
masa berlaku PoA pada tahun 2015, berbagai
program kegiatan tetap dilaksanakan masing-
masing negara. Selanjutnya, EAS Cooperation
on Education diharapkan dapat selaras dan
saling melengkapi dengan ASEAN Work Plan on
Education 2016-2020.

4. KERJA SAMA DI BIDANG
KESEHATAN GLOBAL

Pada KTT EAS ke-7 di Phnom Penh tanggal 20
November 2012 disahkan Declaration of the

7" East Asia Summit on Regional Responses

to Malaria Control and Addressing Resistance
to Antimalarial Medicines. Pada EAS Foreign
Ministers’ Meeting tanggal 10 Agustus 2014 di
Nay Pyi Taw, Indonesia menyerukan langkah
EAS mengantisipasi dan mencegah penyebaran
virus ebola di Asia Pasifik. Prakarsa Indonesia,
yakni Joint Statement of the 9" EAS on Regional
Response to the Outbreak of Ebola Virus
Disease, didukung negara peserta EAS dan
disahkan pada K'TT ke-9 EAS di Nay Pyi Taw
tanggal 12 November 2014. K'TT ke-10 EAS
bulan November 2015 selanjutnya mengesahkan
EAS Statement on Enhancing Regional Health

Security relating to Infectious Diseases with
Epidemic and Pandemic Potential, yang
merupakan prakarsa Korea dengan co-sponsor

AS dan Indonesia.

5. KERJA SAMA DI BIDANG
PENANGANAN BENCANA ALAM

Kerja sama di bidang penanganan bencana alam
dan bantuan kemanusiaan merupakan salah
satu fokus kerja sama EAS yang dimuat dalam
Deklarasi Kuala Lumpur tentang EAS tanggal
14 Desember 2005. KTT ke-6 EAS tahun 2011
telah mengesahkan Indonesian-Australian
Paper: A Practical Approach to Enhance
Regional Cooperation on Disaster Rapid
Response. Paper tersebut berisi usulan langkah-
langkah konkret kerja sama berkaitan dengan
information sharing, overcoming bottleneck,
capacity building, promoting collaboration

and partnership in disaster response serta
penguatan mekanisme kerja sama penanganan

bencana yang telah ada seperti AHA Centre.

Information sharing hingga saat ini
diimplementasikan melalui mekanisme ASEAN
Committee on Disaster Management (ACDM).
Dalam Pertemuan ke-21 ACDM and Related
Workshops di Chiang-Mai tanggal 7-11 Januari
2013 telah diselenggarakan ACDM Session

on EAS Cooperation in Disaster Management
(Clossed Session with EAS Participating
Countries), yang juga mengundang negara-
negara peserta EAS non ASEAN. Pertemuan
mencatat presentasi Australia mengenai
‘Indonesia-Australia EAS Disaster Management
Initiatives’ dan mendorong ACDM untuk
bekerja sama mengimplementasikan EAS Joint
Paper. Pertemuan sepakat untuk bekerja sama
dengan ACDM dan menjadikan AADMER Work



KTT EAS ke-9 tahun 2014 selanjutnya
mengesahkan Statement on EAS Guidelines for
Rapid Disaster Response untuk memperkuat
kerja sama di bidang penanganan bencana
dengan suatu guidelines yang mengatur
penanganan bencana di suatu negara maupun
pemberian bantuan dari negara peserta EAS
sesuai dengan peraturan dan hukum yang
berlaku di masing-masing negara peserta

EAS dan juga perjanjian regional di kawasan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB), berkoordinasi dengan Kemlu dan
bekerja sama dengan Emergency Management
Australia (EMA), telah menguji EAS Rapid
Disaster Reponse Toolkit (EAS Toolkit) melalui
penyelenggaraan International Table Top
Exercise di Ambon tanggal 15-17 November
2016.

6. KERJA SAMA KONEKTIVITAS
ASEAN

KTT EAS ke-6 mengesahkan Declaration of the
6" East Asia Summit on ASEAN Connectivity
yang mendukung dan memfasilitasi
pengembangan inisiatif konektivitas,
pembangunan agenda kemitraan pemerintah-
swasta di kawasan serta memajukan
keterlibatan dan kerja sama konektivitas antar
masyarakat. Pada 2" EAS FMM tahun 2014
diharapkan ACCC dapat mengembangkan kerja
sama dengan negara peserta EAS non-ASEAN
sebagaimana disepakati dalam Declaration

of the 6" East Asia Summit on ASEAN

Connectivity yang memperkuat MPAC di tingkat
regional. Pertemuan ACCC dengan negara
peserta EAS non-ASEAN diselenggarakan

di Bali pada bulan November 2013 dan 6™
ASEAN Connectivity Symposium bertema the
Connectivity Agenda for an Integrated ASEAN
Community diselenggarakan di Penang tanggal
16 Oktober 2015.

7. KERJA SAMA PERDAGANGAN DAN
EKONOMI

EAS mendukung proses integrasi ekonomi
kawasan dan memperkuat investasi serta
perdagangan antar negara peserta EAS,
termasuk negosiasi RCEP. Pada KTT ke-11
EAS, telah disahkan Vientiane Declaration
on Promoting Infrastructure Development
Cooperation in East Asia yang mendorong
upaya peningkatan konektivitas kawasan

melalui pembangunan infrastruktur.

8. KERJA SAMA KETAHANAN PANGAN

Report of EAS Track Il Study Group on
Enhancing Food Security through Sustainable
Fisheries Management and Marine
Environmental Conservation telah disampaikan
pada KTT ke-9 EAS bulan November 2014 di
Nay Pyi Taw.

9. KERJA SAMA POLITIK DAN
KEAMANAN

Sejak tahun 2014, negara peserta EAS banyak
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mengeluarkan pernyataan bersama di bidang
politik dan keamanan, antara lain:
EAS Statement on the Rise of Violence and
Brutality Committed by Terrorist/Extremist
Organisations in Iraq and Syria » KTT ke-9
EAS di Nay Pyi Taw tahun 2014.
EAS Statement on Countering Violent
Extremism » KTT ke-10 EAS di Kuala
Lumpur tahun 2015.
EAS Statement on Issues Related to
Security of and in the Use of Information
and Communications Technologies » KTT
ke-10 EAS di Kuala Lumpur tahun 2015.
EAS Declaration on the Global Movement

of Moderates » KTT ke-10 EAS di Kuala
Lumpur tahun 2015.

EAS Declaration on Strengthening
Responses to Migrants in Crisis and
Trafficking in Persons » KTT ke-11 EAS di
Vientiane tahun 2016.

EAS Statement on Non-Proliferation » KTT
ke-11 EAS di Vientiane tahun 2016.

Kemlu Rl dan Kemlu Korea bekerja

sama dengan Pusat Studi ASEAN (PSA)
Universitas Airlangga serta Graduate School
of International and Area Studies of Hankuk
University of Foreign Studies (GSIAS HUFS)

menyelenggarakan East Asia Summit (EAS)
Regional Seminar for Capacity Building to
Prevent and Counter Violent Extremism
(PCVE) di Surabaya tanggal 5-6 Desember
2016. Untuk K'TT EAS tahun 2017, dibahas
kemungkinan mengeluarkan EAS Leaders’
Declaration on Counter-Terrorism Financing
and Anti Money Laundering, yang disponsori

bersama oleh Myanmar dan Australia.

10. BIDANG KERJA SAMA MARITIM

Sebagai salah satu upaya implementasi EAS

Statement on Enhancing Regional Maritime

Cooperation, Australia menyelenggarakan EAS
Seminar on Maritime Security Cooperation
“Enhancing Information Sharing Among
Commercial Vessels” di Sydney tanggal 22-25
November 2016. Indonesia merupakan co-

cChair dalam Seminar dimaksud.

11. BIDANG KERJA SAMA LAINNYA

Pada KTT ke-9 EAS tahun 2014 di Myanmar,
para pemimpin EAS telah mengesahkan EAS
Declaration on Combating Wildlife Trafficking
yang merupakan upaya bersama EAS dalam

mengatasi perdagangan ilegal satwa liar.



6. Trust Fund dan Project Fund

— 66

Hingga akhir Februari 2017, tercatat ada 24 jenis Trust
Fund dengan total dana sebesar USD 224,89 juta dan
46 jenis Project Fund dengan total dana sebesar USD

22,4 juta sehingga total keduanya berjumlah USD

247,29 juta.

Dalam rangka pembangunan ASEAN dan
implementasi proyek-proyek kerja sama
ASEAN dengan Mitra Wicara dan Mitra Wicara
Sektoral sesuai PoA, telah dibentuk Trust Fund
dan Project Fund yang berasal dari negara
anggota ASEAN, negara-negara Mitra Wicara
dan pihak eksternal lainnya. Hingga akhir
Februari 2017, tercatat ada 24 jenis Trust Fund
dengan total dana sebesar USD 224,89 juta
dan 46 jenis Project Fund dengan total dana
sebesar USD 22,4 juta sehingga total keduanya
berjumlah USD 247,29 juta. Kedua dana ini
dikelola langsung oleh Sekretariat ASEAN dan
penggunaannya harus mengacu pada prinsip-

prinsip berikut:
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Harus memperkuat ketahanan nasional
negara anggota ASEAN dan mitranya.
Tidak boleh mengandung ikatan politik.
Tidak merugikan kepentingan nasional
negara anggota ASEAN.

Dilaksanakan di wilayah negara anggota
ASEAN.

Diajukan melalui Sekretariat ASEAN.
Harus merujuk pada PoA dengan masing-
masing mitra dan/atau pada aturan

prosedur masing-masing jenis pendanaan.
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iat ASEAN menerapkan aturan pemilik dana. Apabila pihak pemilik dana telah

ktu minimal 4,5 bulan sebelum memberikan persetujuan terhadap proposal
tanggal rencana pelaksanaan proyek, bagi proyek, maka pemilik dana akan menerbitkan
pengusul proyek untuk mengajukan proposal

ke Sekretariat ASEAN. Hal ini mengingat

surat instruksi pelaksanaan proyek dan otorisasi

pengeluaran dana.

diperlukannya waktu untuk proses revisi

proposal proyek dan pembahasan dengan pihak

Sumber Dana Jenis Dana Jumilah Dana Persentase Sumber Dana Jenis Dana Jumlah Dana Persentase
ADB 1 53040 0.021% Jepang 15 150.4597.064 0858
Megara ASEAM 26 34 750204 14,060 Korea 4 223605085 0,044
Australia - 13379433 5410 Moreeqia 1 16,474 0,007
Kanada 2 846382 0,342 Pakistar 1 BRO.356 0,344%
China 2 6331885 2.5607 Rusia i 7060635 285497

LIE i Bl 625 2803 FEB 1 B Cy02 0,022

H 5 E 3 0,000 Armerika Serikat 1 60.097 0,028

el 2 10.290.9209 4.1617% Bank Duria 1 1.307 0,001

Lainnya 1 3,245 0,0




Alur Pengajuan usulan proyek menggunakan

dana ini adalah sebagai berikui:

£}

Penvusunan dan
pengajuan proposal oleh
pengusul provek.,

\iE

SPCD = ASEC
(Pre Appraisal Meeting)
(14 hart kerja)

SPCD = ASEC

koeieramgan

SPCD : Seeategic PMlanning and Coordirnation Division

WSEC - ASEAN Seereruriar

CPR o Comumittee of Permanent Represemntatives

e s Dialogue Partners

------------------------------------------

[ Project Appraisal Committee)

(7 hari kerja)

Pelaksanaan kegiatan

ilil '|'I ]_I-[‘II_L“IH[]I |ll'[ilr'|. !‘L

|

9

Pemberian dana kepada
pengusul provek
(5 hari kerja)

E
-

Pelaporan penggunaan
dana ke ASEC
(30 atau 60 hari kerja)

[sesua jenis pendanaan)

N\

Persetuyuan DPs
(4o harm kerja)

Fengajuan proposal oleh ASEG

ke DPs untuk persetujuan
(o har kerja)

£/

LB

I

Peneajuan Proposal ke
| e i

Sectoral Bodies

(1 atau 2 har Kerja)

Warking Gronp on
ASEAN Sectoral Bodies
( 10 hart kerja)

Endorsed by ASEAN's
aectoral Ministries
(o hart kerja)

Pengajuan ke CPR
untuk persetujuan
( 10 har kerja)



Indonesia, melalui Kemlu, terus mendorong

LS NS W I

K/L terkait serta berbagai Perguruan Tinggi T T hn—
di Indonesia, termasuk Pusat Studi ASEAN, | al—

untuk berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan =5
i et

kedua dana ini bagi kepentingan Indonesia dan CT IR BT
pembangunan masyarakat ASEAN di Indonesia, " - .
melalui berbagai seminar dan lokakarya.

Pengajuan proposal proyek dan persetujuan

dari pihak pemilik dana diakui masih perlu

disederhanakan lagi dan karenanya Sekretariat

ASEAN terus didorong untuk melakukan peran

sebagai koordinator dan kontak bagi pihak-

pihak pengusul dan pelaksana proyek.

Lokasi: Lalu lintas di Jalan Thamrin, Jakarta, Indonesia



LAMPIRAN 1

IDENTITAS ASEAN

Bahasa

Bahaza ASEAN adalal Bahasa Ingzris

Motto ASEAN

st Visi, Satn ldentitas. Satu komunitas
({0 Vigiaor, (e ﬂ-'l'l'.lrrl'l_'l'. BITE
Coodmrmanity |

Hari Peringatan
Hari ASEAN diperingati pada tanggal 8
Agusiug setiap tahun

Lagu ASEAN
(ASEAN Anthem)

| i ASEAN dipilil melalui el
kavimpetisi te ik [ Komipeetisi ASEAN
Laithein b vang dilaksanakan malan bulan
Jiuii =.;|||||l::i 1||'||1:;||| Mo/l 20008, Pada
putaran final penjurian Kampetisi ASEAN
Anthem tingkat ASEAN i Bangkok,
Thailamnd. 20 Novembuer 2000

bergulul “The ASEAN Way® k

Eintikhun Sodpeasect . Sampao Trivdiom
dlan Pavom Valaiphatchrea darci Thailand
ditetapkan sebagai Lagu reami ASEAN,

Lagu ASEAN dapat digunakan pada
pertemaan resmidan akivitas tevkait
ASEAN. termasuk dengan Mitea Wicara,
vang dimaksudkan uniuk
mempromosikan Kepentingan ASEAN |

Segara anggota ASEAN diharapkan dapal
menerjemalikan Lagu ASEAN ini dalam
braahasa lokal guna mempromosikan laga
tersehant dan meningkatkan kesadaran
ASEAN di negara masing-mising.

Bendera ASEAN

i

Benders lambene ASEAN: Bend
lnmlanme ASEAMN men arkasn AsSEAN

lmembame bien, masral, |||1ril| don kuning
I||-I'|'|I:|I|.|L.'||'| WERE-wWErni L EineE
lnmbang=lambang negnra=-negacn Anggota
kAN,

Birm melombongkan perdampion
tlon stabilitas,

Merah menggambarkan keberanian
tlon dinmnmismae

Putib malnmbangkmn kesueinn, dan
kuming melambangkan kemakomnran.

1K miqin LETTN RLTTY ||.'|||i maelambangkan

|I.'I-I'.||'|.||| para tinkarli-taakaky

|||-||||i|'i kAN apar AsSEAN YHIE
akon seluruh n i

melnmbangkan Kesatoan ASEAN.

Bendera dan lambang ASEAN harus
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RaltlibL] 8. 7%

10,3

. ; 200,65 : 8 ® & @
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Bahasa

Melavu (Hesmi), Inggris,
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Pendapatan Domestik Broio Pertumbuhan PDB
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kepala Negara
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a = )
I !{}'l 0 {estimasi 2004) {estimasi 2016)




Mama Resmi

fingoom af Cambodia

Tanggal Kemerdekaan
09111953

Bentuk Pemerintahan

Monarkis Ronstitusional

kepala Negara
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kepala Pemerintahan

Perdana Menter

Maia Uang

Nama Lokal

I'I'iIIII'I'iIl\.'III'j.IIi'I!'II:ILI'

Ibukata

Fonom Penh

KONDISI
GEOGRAFIS

Luas Wilavah Perhatasan
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DEMOGRAFI
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DEMOGRAFI
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Pendapatan Domestik Broto
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sl il:|.:|"-\.' 3”'“:—
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Total Perdagangan

- Indonesia
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Bentuk Pemerintahan
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kepala Negara

Presiden
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Perdana Menter

Maia Uang

singapare Dollar
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Luas Wilavah Perhatasan

{i!)?hm’
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- Indonesia

USS25.794.730.1

cils (2016)

Agama
L ] [ ] L]
Bl I=limmm Tao
L ] L] &
IHimdlu koatolik Lainnyn
Bahasa

I IHI;I.I'\iI I'\l"'\-llli. 1'¢|.|IIIIIIII'iII.

Tz, Melsva, Tanl

Pertumbuhan PDEB

1.7%

|:|_I--\.\,| i|:||.;|'|1!. ._"'”I::l

homaoditas Ekspor L'iama

mesin o |H"I'.;||:|1:|II {iermiEsuk

#l I elektronik dean telekommmibkasi)

E Farmasi dan babian Kimia lainnya
‘ produk alaban minvak b

homaoditas Impor Utama

eovesin dain pernlstan, balun bakor
mimeral, bahan kimia, haban
reveik i, bersing-lasrang kansumsi



DEMOGRAFI

kelompok Emnis Agama
T H A I L A N D Fspimmasa 20000
] L ] L ] &
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Fspimmasa 20000
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Perinmbuhan PDEB
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|:|-|-|.||||L o lis Boormms
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Luas Wilavah
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Produk Domestik Bruto

USS 594.9 .

I:l:"\-lilu.'s'\-\.. _'”Irl

{'l*;

{estimast 20017

homaoditas Ekspor Utama
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Selatan {Illll:’.'
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I'I|'| II-II"|| "'-!I'Ill"ri

Mata Uang lSs ﬁrl‘"" SREET R il Lz ivak mentah
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i i Ep——
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USS6.273.898.6
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A

Arsitektur Kawasan | 20, 21, 32

ASEAN Convention Against Trafficking in
Persons, Especially Women and Children
(ACTIP) | 25

ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian
Assistance on Disaster Management (AHA
Center) | 34,73

ASEAN Institute for Peace and Reconciliation
(AIPR) | 22

ASEAN Intergovernmental Commission on
Human Rights (AICHR) | 29

ASEAN Maritime Forum | 26

ASEAN Peace Keeping Center’s Network
(APCN) | 24

ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2016-
2025; | 35,53

ASEAN Minerals Cooperation Action Plan
(AMCAP) 2016-2025, Phase 1; | 35

ASEAN Plan of Action on Science Technology
and Innovation (APASTI 2016-2025) | 35, 48,

55,71

ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC)
| 24

AEC 2025 Strategic Action Plans (SAPs) for
Financial Integration 2016-2025 | 35

ASEAN Standards and Conformance Strategic
Plan 2016-2025; | 35

ASEAN Competition Action Plan 2016-2025 | 35

ASEAN Strategic Action Plan for Consumer
Protection 2016-2025; | 35

ASEAN Intellectual Property Rights (IPR)
Action Plan 2016-2025; | 35

183

ASEAN Community Statistical System (ACSS)
Strategic Plan 2016-2025; | 35

ASEAN Work Plan for Enhancing the Global
Value Chain Agenda; | 35

ASEANICT Masterplan 2020 | 35

ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation
(APAEC) 2016-2025, Phase 1 | 35

Agreement on the Establishment of Regional
Secretariat on the Implementation of MRA TP
| 53, 54

ASEAN Free Trade Area (AFTA) | 36, 128
ASEAN Agreement on Custom | 36

ASEAN Trade in Goods Agreement
(ATIGA) | 36

ASEAN Solutions for Investments, Services,
and Trade (ASSIST) | 36

ASEAN Trade Repository (ATR) | 38

ASEAN Framework Agreement on Services
(AFAS) | 37,38

ASEAN Chartered Professional Engineer
(ACPE) | 38

ASEAN Architects (AA) | 39

ASEAN Agreement on the Movement of Natural
Persons (MNP) | 39

ASEAN Comprehensive Investment Agreement
(ACIA) | 41

ASEAN Investment Area (AIA) Council | 41
ASEAN Single Window | 41

ASEAN Connectivity for Trade and Investment
(US-ACTI) | 41

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office
(AMRO) | 43, 44

ASEAN Connectivity Coordinating Committee
(ACCC) | 45

ASEAN Transport Ministerial (ATM) | 47
ASEAN Open Sky Policy | 47

ASEAN Single Aviation Market (ASAM) | 48
ASEAN Highway Network (AHN) | 48

ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation
(APAEC) | 48

ASEAN Power Grid | 48

ASEAN Petroleum Security Agreement
Coordinated Emergency Response Measures
(APSA CERM) | 49

ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation
(APAEC) | 35, 48

ASEAN Integrated Food Security Framework
(AIFS) | 49

ASEAN Food Security Information System
(AFSIS) | 49

ASEAN Plus Three Comprehensive Strategy
on Food Security and Bioenergy Development

beserta Strategic Plan of Action on Food
Security (SPA-FS) 2011-2013 | 49

ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve
Agreement (APTERR) | 49

ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry
(AMAF) | 49

ASEAN Fisheries Consultative Forum
(AFCF) | 49

ASEAN Working Group on Small and Medium

Enterprises Agencies | 52

ASEAN Strategic Action Plan for SME
Development (SAP SMED) | 52

ASEAN Coordinating Committee on Micro,

Small, and Medium Enterprises

(ACCMSME) | 52

ASEAN Business Incubator Network
(ABINet) | 52

ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) | 35, 53
ASEAN ICT Masterplan | 35, 54, 55

ASEAN Telecommunications and IT Senior
Officials Meeting (TELSOM) | 54

ASEAN Telecommunication Regulators’ Council

(ATRC) | 54

ASEAN Personal Data Protection

Framework | 55
ASEAN Framework on Security | 55
ASEAN Cyber Wellness Training of Tutors | 55

ASEAN Plan of Action on Science and
Technology (APASTI) | 55

ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade
Area Agreement (AANZFTA) | 57

AANZFTA Economic Cooperation Support
Programme (AECSP) | 57

ASEAN - China FTA | 57

ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement
(AHKFTA) | 59

AIFTA Trade In Goods (TIG) Agreement | 59
ASEAN-India Trade in Services Agreement | 59

ASEAN-India Investment Agreement ASEAN
Economic Ministers Meeting |59

ASEAN-India Fund | 60, 108

ASEAN-ROK Free Trade Agreement
(AKFTA) | 61

184



B

Broad directions for Customs 2016-2025 | 35
Business Visitor | 40

Bilateral Investment Treaty | 60

C

Common Effective Preferential Tariff
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